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ABSTRAK

Judul Tesis . Peran Bank Syariah Indonesia Terhadap Pertumbuhan
Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Kota
Sabang Melalui Penerapan Kebijakan Pemerintah
Pada Masa Pandemi Covid-19

Nama Penulis/NIM  :  Nanda Tri Pratama / 191008028

Pembimbing I . Prof. Dr. Ridwan Nurdin, MCL
Muhammad Arifin, Ph.D

Kata Kunci . Bank Syariah, Pertumbuhan, UMKM.

Pertumbuhan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang terus meningkat mulai tahun
2015 sampai dengan tahun 2019 di Indonesia merupakan salah satu kontribusi besar
terhadap pertumbuhan Ekonomi. Pertumbuhan yang sama juga terjadi di Provinsi Aceh
begitupun Kota Sabang. Pertumbuhan yang berkelanjutan selama 5 tahun ini terhambat
yang disebabkan oleh datangya pandemi covid-19 yang masuk ke Indonesia pada bulan
Maret tahun 2020. Kebijakan yang dibuat oleh pemerintah tidak hanya pada sektor
kesehatan dalam rangka penanganan pandemi covid-19 saja. Juga pada sektor ekonomi
terutama pada penguatan UMKM. Yaitu, restrukturisasi mencakup seluruh pembiayaan
tanpa mempertimbangkan batas pembiayaan dan didukung oleh stimulus berupa subsidi
pembiayaan yang diberikan melalui program Kredit Usaha Rakyat. Dua kebijakan
tersebut dilaksanakan melalui lembaga keuangan salah satunya adalah Bank Syariah
Indonesia. Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui
peran Bank Syariah Indonesia dalam menjalankan kebijakan pemerintah untuk sektor
Usaha Mikro di masa covid-19, untuk mengetahui dampak restrukturisasi dan stimulus
KUR terhadap pertumbuhan UMKM Kota Sabang di masa covid-19, untuk mengetahui
kendala yang dihadapi Bank Syariah Indonesia dalam menumbuhkan UMKM Kota
Sabang di masa pandemi Covid-19. Metode yang digunakan dalam penelitian ini aalah
metode penelitian kualitatif. Data hasil penelitian diperoleh melalui teknik observasi,
wawancara, dan analisis dokumentasi. Hasil penelitian yang diperoleh bahwa peran BSI
dalam menumbuhkan UMKM di Masa Pandemi Covid-19 sesuai dengan kebijakan
yang dikeluarkan oleh pemerintah, yaitu restrukturisasi pembiyayaan dan memberikan
pembiayaan dalam bentuk KUR. Hasil penelitian menunjukkan bahwa restrukturisasi
pembiayaan berperan positif dalam menumbuhkan UMKM di masa pandemi Covid-19.
Dan dampak dari kebijakan subsidi pembiayaan melalui program KUR belum dapat
dianalisa karena pencairan baru dimulai bulan mei dan juni 2023. Kendala yang
dihadapi BSI dalam menumbuhkan UMKM Kota di masa pandemi adalah
meenurunnya daya beli konsumen terhadap barang dan jasa yang disebabkan oleh tidak
adanya wisatawan domestik dan mancanegara yang datang ke Kota Sabang.
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ABSTRAK

Thesis Title . The Role of Bank Syariah Indonesia in the Growth of
Micro, Small and Medium Enterprises (MSMES) in
Sabang City Through the Implementation of
Government Policies During the Covid-19 Pandemic

Nama Penulis/NIM  : Nanda Tri Pratama / 191008028

Pembimbing I . Prof. Dr. Ridwan Nurdin, MCL
Muhammad Arifin, Ph.D

Kata Kunci . Syariah Bank, Growth, MSME

The growth of Micro, Small and Medium Enterprises which continues to
increase from 2015 to 2019 in Indonesia is one of the major contributions to
economic growth. The same growth also occurred in Aceh Province as well as
the City of Sabang. Sustainable growth for 5 years has been hampered by the
arrival of the Covid-19 pandemic which entered Indonesia in March 2020. The
policies made by the government are not only in the health sector in the context
of handling the Covid-19 pandemic. Also in the economic sector, especially in
strengthening MSMEs. That is, restructuring for all credit without looking at the
credit ceiling and stimulus in the form of financing subsidies provided through
the People's Business Credit. These two policies are implemented through
financial institutions, one of which is Bank Syariah Indonesia. The aim of this
research is to find out the role of Bank Syariah Indonesia in carrying out
government policies for the Micro Business sector during the Covid-19 period,
to determine the impact of restructuring and KUR stimulus on the growth of
MSMEs in Sabang City during the Covid-19 period, to find out the Bank's
constraints. Indonesian Sharia in growing MSMEs in Sabang City during the
Covid-19 pandemic. The method used in this study is a qualitative research
method. Research data obtained through observation techniques, interviews, and
documentation analysis. The research results obtained that BSI's role in growing
MSMEs during the Covid-19 Pandemic was in accordance with policies issued
by the government, namely credit restructuring and providing financing in the
form of KUR. The results showed that credit restructuring played a role in
growing MSMEs during the Covid-19 pandemic. The obstacle faced by BSI in
growing urban MSMEs during the pandemic was the reduced purchasing power
of consumers for goods and services caused by the absence of domestic and
foreign tourists coming to Sabang City.
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BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Masalah

Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang selanjutnya akan disebut dengan
UMKM terus bertumbuh dengan pesat. Pertumbuhan ini sangat berpengaruh
terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Dikarenakan dapat membuka
banyak lapangan kerja serta banyak menyerap tenaga kerja, denganya dapat
mengurangi pengangguran Yyang berdampak pada berkurangnya tingkat
kemiskinan di negeri ini. Pertumbuhan tersebut dapat dilihat dari data yang
disajikan oleh Kementrian Koperasi dan UKM Republik Indonesia.
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Gambar 1. Pertumbuhan Jumlah UMKM dan Jumlah Tenaga Kerja UMKM
Dari Tahun 2015 - 2019

Dari data tersebut, dapat kita simpulkan bahwasanya UMKM di
Indonesia terus bertumbuh dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019. Total
persentase pertumbuhan tersebut adalah 10,47 %. Total lapangan kerja sejumlah
99,9% dan pernyerapan tenaga kerja sebesar 96,9%, kontribusi UMKM terhadap
PDB Nasional sebesar 60,51%, kontribusi UMKM terhadap Ekspor Non Migas
sebesar 15,6%, total investasi nasional sebesar 60,0%, rasio partisipasi UMKM



dalam masuk rantai nilai globab sebesar 4,1%, terjalin kemitraan UMK dan
UMB sebesar 7%, dan rasio kewirausahaan nasional sebesar 3,47%.!

Pertumbuhan UMKM yang sangat signifikan tersebut, juga terjadi di
provinsi yang dijuluki dengan Serambi Mekah, yaitu Nanggroe Aceh
Darussalam. Pertumbuhan ini dapat kita lihat dari data yang disajikan oleh
data.acehprov.go.id dan telah diolah oleh peneliti sebagai berikut.

120000 "

100000 02632
502

80000 - &

60000

40000

20000

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Gambar 2. Pertumbuhan Jumlah UMKM di Provinsi Aceh Dari Tahun 2013 -
2019

Dari data tersebut, kita dapat melihat bahwasanya pertumbuhan UMKM
di Prov. Aceh dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2019 meningkat sejumlah
374,2 %. Peningkatan ini merupakan peningkatan yang sangat signifikan apabila
kita menghitung dalam rentang waktu 7 tahun. Apabila kita melihat dalam
rentang waktu 5 tahunan, peningkatan yang terjadi sebesar 110,2 %.
Peningkatan yang lebih dari 100 persen ini merupakan sebuah prestasi, dan
membuktikan bahwasanya kewirausahaan di Provinsi Aceh meningkat dengan
pesat. Jumlah UMKM terbanyak pada tahun 2019 terdapat di daerah Aceh Utara
dengan jumlah unit sebanyak 11.258, dan yang paling sedikit di daerah Aceh
Jaya dengan jumlah unit UMKM sebanyak 1.618 unit.

' Kementrian Koperasi dan Kecil dan Menengah, Perkembangan Data Usaha Mikro, Kecil,
Menengah (UMKM) dan Usaha Besar (UB) Tahun 2017-2018.
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Peningkatan jumlah unit UMKM di Provinsi Aceh yang signifikan, itu
merupakan dampak dari meningkatnya jumlah rata-rata UMKM yang ada di
daerah kabupaten atau kota yang ada di Provinsi Aceh, salahsatunya adalah
Kota Sabang. Pertumbuhan UMKM di Kota Sabang dapat dilihat dari tabel
berikut.
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Gambar 3. Pertumbuhan Jumlah UMKM di Kota Sabang Dari Tahun 2013 —
2019

Tabel tersebut, memberi tahu kepada kita bahwasanya perekonomian di
Kota Sabang dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2019 mengalami
peningkatan sebesar 54,15 %. Peningkatan tertinggi terjadi dari tahun 2015 ke
tahun 2016 sebesar 14,57 %. Meningkatnya jumlah unit usaha di tahun 2019,
juga berpengaruh pada meningkatnya PDRB di Kota Sabang mencapai 1,53
triliun berdasarkan harga berlaku pada tahun 2019. Dibandingkan dengan tahun
2018, nilai PDRB ini mengalami kenaikan sebesar 133,99 milyar rupiah.
Berdasarkan harga konstan 2010, angka PDRB juga mengalami kenaikan, dari
1,07 triliun rupiah pada tahun 2018 menjadi 1,14 tiriliun pada tahun 2019.
Peningkatan PDRB ini menjadikan Kota Sabang mengalami pertumbuhan
Ekonomi sekitar 5,82%, lebih cepat dibandingkan tahun sebelumnya.

Dinas perindustrian, perdagangan, koperasi usaha kecil dan menengah
menyatakan bahwa pada tahun 2019 terdapat 137 hotel di Kota Sabang dengan
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jumlah kamar sebanyak 1.113 dan kasur yang tersedia 1.443. Dan menurut data
Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota
Sabang, terdapat 14 produk unggulan dengan jumlah pedagang sebanyak 21
pedagang. Juga terdapat 19 komoditi unggulan dengan total produk sebanyak
1.922.261. °

Peningkatan UMKM yang begitu pesat dari tahun ketahun terhenti,
ketika Corona Virus Desease di tahun 2019 melanda di China yang selanjutnya
disebut dengan covid-19 pertama kali masuk ke Indonesia pada tanggal 2 Maret
2020 dan World Health Organization (WHQO) secara resmi menetapkan sebagai
pandemi Covid-19 pada tanggal 9 Maret 2020. Dalam rangka menekan angka
penyebaran virus corona, pemerintah mengeluarkan kebijakan diantaranya
adalah Pembatasan Sosial Berskala Besar yang selanjutnya akan ditulis dengan
(PSBB). Diantara kebijakan PSBB adalah: 1) Peliburan sekolah dan tempat
kerja; 2) Pembatasan kegiatan keagamaan; 3) Pembatasan kegiatan di tempat
[fasilitas umum; 4) Pembatasan kegiatan sosial budaya; 5) Pembatasan moda
transportasi; dan 6) Pembatasan kegiatan lainnya terkait aspek pertanahan dan
keamanan.

Kebijakan yang diambil oleh pemerintah ini, sangat berdampak besar
pada UMKM. Berdasarkan survei yang dilakukan oleh Bank Indonesia
sebanyak 87,5 % UMKM terdampak akibat pandemi covid-19. Lalu ditahun
2021 jumlah UMKM vyang terdampak berkurang menjadi 77,95%. Dampak
negatif yang dirasakan oleh pelaku UMKM adalah penurunan omzet penjualan
dan peningkatan biaya operasional. Penurunan omzet penjualan UMKM, secara
signifikan mengganggu pelaku UMKM untuk berfungsi dan menyebabkan
masalah likuiditas. Penurunan UMKM ini juga berdampak negatif pada
pertumbuhan ekonomi pada triwulan Il tahun 2020 dengan pertumbuhan
ekonomi -5,3%. *

Penurunan perkembangan ekonomi di Indonesia juga disebabkan oleh
penurunan perekonomian di Wilayah Aceh yang mengalami penurunan ekonomi

? Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Jumlah Produk
Unggulan dan Kebutuhan Pasar di Kota Sabang,2022, data.sabangkota.go.id

% Kedutaan Besar Republik Indonesia Di Brussel Belgia, “Kebijakan Pemerintah Republik
Indonesia Terkait Wabah Covid-19,” kemlu.go.id,
https://kemlu.go.id/brussels/id/news/6349/kebijakan-pemerintah-republik-indonesia-terkait-
wabah-covid-19%20(stimulus%20umkm), (diakses 13 Juni 2023)
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migas sebesar 0,37%. Perekonomian Aceh meningkat sebesar 0,74 persen
sebagai akibat dari penghilangan minyak dan gas. Penurunan terjadi di beberapa
bidang usaha. Bidang usaha pengangkutan dan pergudangan merupakan bidang
usaha yang mengalami penurunan paling tinggi sebesar 28,44%, diikuti oleh
penyediaan akomodasi dan makanan dan minuman yang mengalami penurunan
sebesar 5,34% dan usaha pengolahan turun sebesar 4,43%."

Kemerosotan yang sangat dalam juga dirasakan oleh salah satu
kabupaten di Provinsi Aceh yaitu Kota Sabang. Dari tahun 2017 hingga tahun
2019 PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha Kota
Sabang bertumbuh di atas 5 %, lalu di tahun 2020 merosot menjadi -1,29 %.
PDRB perkapita Kota Sabang atas harga berlaku juga mengalami penurunan
sebesar 37,41 juta rupiah. Dibandingkan tahun 2017 sebesar 37,45 juta rupiah
dan meningkat di tahun 2019 menjadi 44,61 juta rupiah.’

PSBB bukan satu-satunya kebijakan yang diambil oleh pemerintah untuk
menangani pandemi covid 19. Selain itu, di dalam peraturan presiden (Perpres)
No. 54 Tahun 2020 tentang perumbahan postur rincian dan APBN tahun 2020
ada banyak kebijakan yang diambil oleh pemerintah sesuai sektor masing-
masing. Termasuk juga pada sektor UMKM. Kebijakan yang dikeluarkan
pemerintah untuk sektor UMKM adalah: 1) Memberikan insentif kepada debitur
dengan menilai kualitas pembiayaannya hingga 10 miliar berdasarkan kepatuhan
dalam  pembayaran; 2) Merestrukturisasi seluruh pembiayaan tanpa
memperhatikan batasan pembiayaan; 3) Merestrukturisasi pembiayaan UMKM
dengan kualitas yang dapat segera menjadi lancar. Dana yang dialokasikan
untuk menstimulus UMKM mencapai 150 triliun.

Program restrukturisasi pembiayaan bukan kebijakan yang baru
dikeluarkan pada siatuasi pandemi Covid-19 saja, melainkan sudah ada pada
kondisi normal menjadi solusi bagi pembiayaan yang macet. Namun
restrukturisasi kredit pada kondisi pandemi covid-19 didukung oleh pemerintah
dengan menempatkan dana di perbankan nasional sejumlah Rp 78,78 triliun.
Dan agar meningkatkan likuiditas UMKM dalam berusaha, pemerintah juga

* Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh, “Pertumbuhan Ekonomi Aceh Triwulan 1V-2020,” no.
11/02/11/Th.XXIV, (2021): 2

® Badan Pusat Statistik Kota Sabang, « Produk Domestik Regional Bruto Kota Sabang Menurut
Lapangan Usaha 2017 — 2021,” Katalog: 9312022.1172, (2022): 79-80
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melakukan penjaminan modal ke UMKM sampai Rp. 10 Milyar melalui PT.
(Persero) Jamkrindo dan Askrindo.® Stimulus yang diberikan pemerintah dalam
bentuk subsidi pembiayaan yang diberikan untuk memperkuat modal UMKM
melalui program Kredit Usaha Rakyat yang selanjutnya akan ditulis dengan
singkatan KUR yang disalurkan melalui perbankan, kredit Ultra Mikro (Umi)
yang disalurkan melalui lembaga keuangan bukan bank dan penyaluran dana
bergulir yang dilaksanakan oleh Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB),
Kementrian KUKM.

Lembaga keuangan merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam
menumbuhkan kembali perekonomian yang telah hancur akibat diluluh
lantakkan oleh pandemi covid-19. Ibarat tabung oxigen yang membantu orang
yang kesulitan bernafas. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa lembaga
keuangan dibagi menjadi lembaga keuangan perbankan dan lembaga keuangan
non bank. Menurut data BPS jumlah keseluruhan bank umum sebanyak 107
bank, dengan total kantor sebanyak 1.833 kantor. Jumlah bank umum
konvensional kategori bank persero sebanyak 4 bank, bank umum konvensional
kategori bank pembangunan daerah sebanyak 25 bank, bank umum
konvensional kategori bank swasta nasional sebanyak 58 bank, bank umum
konvensional kategori kantor cabang bank asing sebanyak 8 bank, bank umum
syariah kategori bank pembangunan daerah sebanyak 2 bank dan bank umum
syariah kategori bank swasta nasional sebanyak 10 bank. ’

Aceh dengan keunikannya telah mengeluarkan ganun untuk landasan
keuangan Islam. Yang tertulis dalam Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018
tentang Organisasi lembaga keuanga islam. Tertulis di pasal 2 bahwa lembaga
yang bekerja di Aceh bergantung pada standar syariah dan keuangan Agad di
Aceh menggunakan standar syariah. Strategi ini adalah langkah yang sangat
bagus untuk meminta agar masyarakat umum tidak bekerja dengan organisasi
keuangan yang menggunakan sistem riba. Selain itu, adalah tanggung jawab
pemerintah untuk melindungi warganya dari penderitaan api neraka.

¢ Kementrian Keuangan Republik Indonesia, “UMKM Bangkit, Ekonomi Indonesia Terungkit,”
djkn.kemenkeu.go.id,  https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/13317/UMKM-Bangkit-
Ekonomi-Indonesia-Terungkit.html, (diakses, 13 Juni 2023).

" BPS.go.id, Jumlah Bank dan Kantor Bank (Unit), 2019-2021, 2022, bps.go.id
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Bank Syariah Indonesia yang selanjutnya ditulis dengan BSI, merupakan
salah satu lembaga keuangan bank syariah yang beroperasi di Kota Sabang.
Lahirnya BSI ditengah pandemi covid-19 yang masih berkecamuk di Indonesia,
menjadi tantangan yang sangat besar bagi BSI. Karena BSI merupakan
gabungan dari tiga (3) bank syariah yaitu Bank Rakyat Indonesia Syariah
(BRIS), Bank Syariah Mandiri (BSM) dan Bank Negara Indonesia Syariah
(BNIS). Maka masalah yang harus diselesaikan BSI adalah masalah yang datang
dari gabungan tiga bank tersebut.

Peran BSI dalam menumbuhkan UMKM Kota Sabang di Masa Pandemi
Covid 19 yang dimaksud dalam penelitian ini adalah bagaimana BSI dalam
menjalankan kebijakan pemerintah dalam rangka penanganan covid-19
terkhusus dalam sektor UMKM yaitu: 1. Restrukturisasi pembiayaan UMKM
dan 2. Stimulus pembiayaan dalam bentuk KUR. Dan dampak pelaksanaan
kebijakan tersebut terhadap nasabah pembiayaan UMKM.

Pembiayaan macet yang disebabkan oleh pandemi covid 19, merupakan
suatu masalah yang tidak dapat terelakkan. Hasil wawancara singkat antara
peneliti dengan bagian pembiayaan BSI, mengatakan bahwasanya nasabah yang
lancar dan nasabah yang tidak lancar di masa pandemi perbandingannya adalah
50 % : 50 %. Jumlah yang banyak ini, sangat berpengaruh bagi pertumbuhan
ekonomi Kota Sabang. Dan suntikan dana sangat dibutuhkan oleh UMKM untuk
bertahan dan menumbuhkan usahanya di masa pandemi. maka kebijakan yang
dikeluarkan pemerintah dalam bentuk menggalakkan KUR dan restrukturisasi
pembiayaan sangatlah tepat. Karena sudah sesuai dengan apa yang dianjurkan
oleh Al-Quran, hadits dan teori-teori dari para ilmuan.

Allah- Swt memerintahkan kepada manusia untuk saling tolong
menolong dalam ketakwaaan dan kebaikan. Seperti yang tertulis di dalam
Al_Qur’an surat Al-Maidah ayat 2 yang artinya sebagai berikut:

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syiar-syiar
kesucian Allah, dan jangan (melanggar kehormatan) bulan-bulan haram, jangan
(mengganggu) hadyu (hewan-hewan kurban) dan qala’id (hewan-hewan kurban
yang diberi tanda), dan jangan (pula) mengganggu orang-orang Yyang
mengunjungi Baitulharam; mereka mencari karunia dan keridhaan dari
Tuhannya. Tetapi apabila kamu telah menyelesaikan ihram, maka bolehlah
kamu berburu. Jangan sampai kebencianmu terhadap suatu kaum karena mereka
menghalang-halangimu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat melampaui
batas (terhadap mereka). Dan saling tolong-menolonglah kamu dalam
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mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan saling tolong-menolong dalam
perbuatan dosa dan permusuhan. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya
Allah sangat berat siksaan-Nya.”

Rasulullah Saw juga memerintahkan keapada ummatnya untuk
membantu sesama manusia dalam keadaan sulit, karena Allah akan
memudahkan orang-orang yang membantu saudaranya kesulitan di dunia dan
juga di akhirat. Dan Allah akan membantu seorang hamba selama hamba itu
membantu saudaranya. Seperti hadits yang di sabdakan Rasul yang artinya
sebagai berikut:

Dari Abu Hurairah radhiyallahu ‘anhu, dari Nabi shallallahu ‘alaihi wa
sallam bersabda, “Barangsiapa yang menghilangkan kesusahan dari kesusahan-
kesusahan dunia orang mukmin, maka Allah akan menghilangkan kesusahan
dari kesusahan-kesusahan hari kiamat. Barangsiapa yang memberi kemudahan
orang yang kesulitan (utang), maka Allah akan memberi kemudahan baginya di
dunia dan akhirat. Siapa yang menutup aib seorang muslim, maka Allah akan
menutup aibnya di dunia dan di akhirat. Siapa saja yang menolong saudaranya,
maka Allah akan menolongnya sebagaimana ia menolong saudaraya.
Barangsiapa yang menempuh perjalanan dalam rangka menuntut ilmu, maka
Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Tidaklah berkumpul
sekelompok orang di salah satu rumah Allah (masjid) untuk membaca
Kitabullah dan saling mempelajarinya di antara mereka, melainkan akan turun
kepada mereka ketenangan, rahmat meliputinya, para malaikat mengelilinginya,
dan Allah menyanjung namanya kepada Malaikat yang ada di sisi-Nya.
Barangsiapa yang lambat amalnya, maka tidak akan bisa dikejar oleh nasabnya
(garis keturunannya yang mulia).” (HR. Muslim dengan lafal ini).

Ekonom muslim Dr. Abul Hasan Muhammad Sadeq, menuliskan
dibukunya bahwasanya pembiayaan dengan sistem yang diterapkan oleh bank
syariah, mempunyai potensial untuk meningkatkan keuntungan lebih dari pada
sistem yang diterapkan oleh bank konvensional. ® Karena sistem yang
diterapkan oleh perbankan syariah harus jelas akad dan tujuan dari pembiayaan
tersebut. Jadi pembiayaan tersebut ditujukan untuk usaha-usaha yang bentuknya
riil, bukan usaha yang tidak jelas.

Kebaikan yang dilakukan pemerintah ini, yang dilaksanakan melalui
perantara bank. Merupakan sesuatu yang menarik untuk kita lihat bagaimana
pelaksanaannya di BSI, bagaimana dampak yang dirasakan oleh nasabah, dan
kendala-kendala apa saja yang dihadapi oleh bank dan nasabah. Agar
pemerintah, bank, nasabah dan masyarakat mengetahui dan merasakan seberapa

8 Dr. Abul Hasan Muhammad Sadeq, Economic Develompment In Islam, (Malaysia: Pelanduk
Publications, 1990), hal. 7



besar manfaat dari kebijakan yang telah diambil oleh pemerintah, dan
dilaksanakan oleh bank, dan dirasakan oleh nasabah dan masyarakat.

Oleh karena itu, peneliti dalam rangka menyelesaikan tugas akhir
sebagai mahasiswa di Pascasarjana Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, ingin
meneliti peran lembaga keuangan syariah dalam hal ini adalah Bank Syariah
Indonesia kcp Sabang terhadap Pertumuhan Usaha Mikro Kecil dan Menengah
(UMKM). Tesis ini berjudul “Peran Bank Syariah Indonesia Terhadap
Pertumbuhan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Kota Sabang
Melalui Penerapan Kebijakan Pemerintah Pada Masa Pandemi Covid-19”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, rumusan masalah yang diajukan dalam
penelitian ini adalah:

1. Bagaimana peran Bank Syariah Indonesia dalam menjalan kebijakan
pemerintah dalam penanganan covid-19 di sektor UMKM?

2. Bagaimana dampak restrukturisasi pembiayaan terhadap pertumbuhan
UMKM Kota Sabang?

3. Bagaimana dampak pembiayaan melalui program Kredit Usaha Rakyat
terhadap pertumbuhan UMKM di Kota Sabang?

4. Kendala apa saja yang dihadapi Bank Syariah Indonesia dalam
menumbuhkan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Kota Sabang
di masa pandemi covid 19?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas adapun tujuan dari penelitian ini
yaitu:

1. Untuk menganalisis peran Bank Syariah Indonesia dalam menjalan
kebijakan pemerintah dalam penanganan covid-19 di sektor UMKM

2. Untuk menganalisis dampak restrukturisasi pembiayaan terhadap
pertumbuhan UMKM Kota Sabang

3. Untuk menganalisis dampak pembiayaan melalui program Kredit
Usaha Rakyat terhadap pertubuhan UMKM di Kota Sabang

4. Untuk menganalisis kendala apa saja yang dihadapi Bank Syariah
Indonesia dalam menumbuhkan Usaha Mikro Kecil dan Menengah
(UMKM) Kota Sabang di masa pandemi covid 19



1.4 Manfaat Penelitian

Dengan pokok masalah dan tujuan penelitian di atas, maka diharapkan
penelitian ini dapat melahirkan nilai fungsional, baik yang bersifat teoritis
maupun praktis.

1. Kegunaan Teoritis
a. Menambah sumber pengetahuan mengenai perbankan syariah dalam
pertumbuhan usaha mikro kecil dan menengah
b. Sumber informasi bagi penelitian sejenis pada masa yang akan datang
2. Kegunaan Praktis
a. Bagi penulis dapat menambahkan wawasan tentang peran perbankan
syariah dalam pertumbuhan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
b. Sebagai literatur serta referensi yang dapat dijadikan bahan informasi
bagi mahasiswa yang akan meneliti permasalahan yang serupa.
c. Sumber referensi dan saran pemikiran bagi masyarakat dalam
menunjang penelitian selanjutnya yang akan bermanfaat sebagai bahan
perbandingan bagi peneliti.

1.5 Kajian Pustaka

Penelitian pertama dilakukan oleh Lintang Fitrianto Putri tahun 2021 di
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha
Saifuddin Jambi dengan judul “Peran Perbankan Syariah Dalam
Mengembangkan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Bank Syariah Indonesia
KC Jambi)” hasil dari penelitian ini adalah: Pertama, Bank Syariah Indonesia
memiliki peran dalam meningkatkan perekonomian dan perkembangan UMKM
di masa pandemi Covid-19 dengan memberikan pembiayaan modal usaha dan
tambahan modal usaha, serta meringankan dan mempermuda UMKM dalam
mendapatkan pembiayaan. Kedua, kendala yang dihadapi oleh nasabah itu
sendiri berupa kemampuan membayar pembiayaan yang menurun dan kendala
yang dihadapi oleh Bank itu sendiri adalah tidak adanya kerjasama dengan
pemerintah daerah serta adanya pemalsuan surat izin usaha dari calon penerima
pembiayaan. Ketiga, upaya yang dilakukan Bank Syariah Indonesia dalam
meningkatkan pembiayaan dimasa pandemi yaitu dengan melakukan
canvassing, sebar brosur, serta melakukan promosi dan restrukturisasi
pembiayaan.

Penelitian kedua dilakukan oleh Irvan Hartono tahun 2017 di Fakultas
Ekonomi Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam Pelita Bangsa dengan judul
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“Peran Perbankan Syariah Dalam Mengembangkan Usaha Mikro Kecil dan
Menengah (Studi Kasus Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Artha Madani). Hasil
dari penelitian ini adalah, Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Artha Madani
berperan dalam perkembangan Usaha Mikro Kecil Menengah untuk masyarakat
di sekitar cikampe, dengan adanya pemberian modal yang dilakukan BPRS
Artha Madani sangat membantu masyarakat untuk mengembangkan usaha
mereka dan mampu mengurangi kemiskinan serta membantu menambah
pendapatan dan membuka peluang bagi masyarakat yang ingin memulai usaha.

Penelitian ketiga dilakukan oleh Fahmi Muhammad Irfan tahun 2019 di
Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung dengan judul “Analisis Peran
Bank Syariah Terhadap Pemberdayaan UMKM Melalui Pembiayaan Murabahah
(Studi BRI Syariah KCP Sribhawono Lampung Timur)”. Hasil penelitian ini
menunjukkan bahwa perang Bank BRI Syariah KCP Sribhawono Lampung
Timur dalam pemberdayaan UMKM menunjukkan bahwa Bank mendukung
para pelaku usaha untuk meningkatkan dan mengembangkan usahanya, dengan
cara memberikan pembiayaan dan kemudahan dalam mengajukan pembiayaan
murabahah. Sehingga pelaku usaha dapat memanfaatkan untuk memajukan dan
mengembangka usahanya.

Penelitian keempat dilakukan oleh Niva Vurnia tahun 2020 di Program
Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama
Islam Negeri (IAIN) Bengkulu dengan judu “Peranan Bank Syariah Dalam
Meningkatkan Usaha Kecil Di Lingkungan Pasar Panorama Bengkulu (Studi
Terhadap Pedagang Pasar Panorama Bengkulu). Hasil dari penelitian ini
menunjukkan bahwa Bank Syariah Sudah melakukan peranan dalam
memberikan pembiayaan kepada pedagang kecil di Pasar Panorama Bengkulu.

Dari keempat penelitian diatas, dapat disimpulkan bahwa perbankan
syariah berperan penting dalam meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan
UMKM. Perbedaan dari penelitian terdapat pada tempat dan waktu. Dan dari
segi metode penelitian, keempat peneliti menggunakan metode kualitatif. Dan
rata-rata peneliti membahas fokus kepada pembiayaan, kendala yang dihadapi
bank dan nasabah dalam pembiayaan. Dan dari ke empat penelitian tersebut
dapat kita ambil kesimpulan bahwa permasalahan terbesar yang dihadapi
UMKM adalah masalah permodalan.
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1.6 Kerangka Teori

Kerangka teori dibutuhkan dalam sebuah penelitian, karena penelitian
dilakukan atas dasar teori-teori yang menjadi pegangan bagi seorang peneliti.
Pada bagian ini, akan dikemukakan teori tentang peran Bank Syariah Indonesia
terhadap pertumbuhan UMKM di Kota Sabang pasca pandemi covid-19.
Pertumbuhan UMKM vyang terhambat akibat pandemi covid-19 merupakan
sebuah permasalahan yang serius bagi pertumbuhan perekonomian di Indonesia.
Terutama pertumbuhan UMKM di Kota Sabang yang sebagian penduduknya
hidup dengan berwiraswasta dengan kelebihan yang ada di Kota Sabang yaitu
tempat wisata yang indah. Pembiayaan macet dan kekurangan dana dalam
menumbuhkan UMKM merupakan masalah yang tidak dapat terelakkan. Solusi
dalam bentuk kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah adalah relaksasi
pembiayaan dan menggalakkan KUR. Dua kebijakan ini dijalankan oleh
lembaga keuangan, yang salah satu lembaga tersebut adalah Bank Syariah
Indonesia.

Relaksasi pembiayaan dalam rangka membantu UMKM untuk bertahan
dan bertumbuh merupakan sebuah kebijakan yang sangat baik. Karena Nabi
Muhammad Saw memerintahkan ummatnya untuk saling membantu terutama
dalam suasana sulit, karena Allah akan membantu seorang hamba apabila hamba
tersebut memudahkan urusan saudaranya. Begitu juga dengan menggalakkan
KUR yang dikatakan oleh Ekonom muslim Dr. Abul Hasan Muhammad Sadeq,
menuliskan dibukunya bahwasanya pembiayaan dengan sistem yang diterapkan
oleh bank syariah, mempunyai potensial untuk meningkatkan keuntungan lebih
dari pada sistem yang diterapkan oleh bank konvensional. Karena sistem yang
diterapkan oleh perbankan syariah harus jelas akad dan tujuan dari pembiayaan
tersebut. Jadi pembiayaan tersebut ditujukan untuk usaha-usaha yang bentuknya
riil, bukan usaha yang tidak jelas.

1.7 Metode Penelitian
1.7.1 Metode Penelitian

Berdasarkan permasalahan dan subyek penelitian yang diteliti, maka
peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif, atau yang
biasa disebut dengan deskriptif kualitatif. Menurut Husaini dan Purnomo
(2009:101) mengatakan bahwa penelitian deskriptif kualitatif adalah
menguraikan pendapat informasi apa adanya sesuai dengan pertanyaan

12



penelitian, kemudian analisis dengan kata-kata yang melatarbelakangi informan
berperilaku seperti itu, direduksi, distrigulasi, disimpulkan dan diverifikasi.

Beberapa hal yang mengharuskan peneliti menggunakan metode
Deskriptif Kualitatif adalah:

1. Penelitian ini menggunakan metode Deskriptif Kualitatif bertujuan untuk
mengetahui dan menganalisis secara detail tentang Peran Bank Syariah
Indonesia Terhadap Pertumbuhan Usaha Mikro Kecil Menengah
(UMKM) di Kota Sabang di masa Pandemi Covid-19

2. Peneliti dapat mendeskripsikan tentang Peran Bank Syariah Indonesia
terhadap Pertumbuhan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Kota
Sabang di masa Pandemi Covid-19 secara spesifik.

3. Peneliti dapat menganalisis permasalahan yang sulit diukur tentang
Peran Bank Syariah Indonesia terhadap Pertumbuhan Usaha Mikro Kecil
Menengah (UMKM) di Kota Sabang Pasca Pandemi Covid 19.

4. Hasil penelitian lebih mudah dimengerti dan dicerna oleh pembaca, baik
dari kalangan akademisi, praktisi, maupun masyarakat awam.

1.7.2 Lokasi Penelitian

Menurut Hamid Darmadi (2011:52) lokasi penelitian adalah tempat
dimana proses studi yang digunakan untuk memperoleh pemecahan masalah
penelitian berlangsung. Menurut Wiratna Sujarweni (2014: 73) Lokasi
Penelitian adalah tempat dimana penelitian itu dilakukan. Lokasi penelitian yang
diambil penulis berada di Bank Syariah Indonesia Kcp Sabang yang beralamat
di JI. Oentoeng Surapati, Kota Sabang, Aceh.

1.7.3 Sumber Data

Menurut Iskandar (2008:252-254) data dan informasi yang menjadi bahan baku
penelitian adalah data primer dan data sekunder. Data primer adalah adalah data
yang diperoleh melalui hasil observasi dan wawancara kepada responden yaitu
bagian pembiayaan BSI Kcp Sabang dan nasabah yang menerima restrukturisasi
pembiayaan dan juga nasabah yang menerima pembiayaan KUR. Sedangkan
data sekunder merupakan data yang diperoleh melalui pengumpulan data yang
diperoleh melalui pengumpulan atau pengolahan data yang bersifat studi
dokumentasi berupa penelaahnya terhadap dokumen pribadi, resmi
kelembagaan, referensi-referensi atau peraturan.

1.7.3.1 Data Primer
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1.7.4

Menurut Iskandar (2008:252) data dan informasi yang menjadi
bahan baku penelitian untuk dikumpulkan dalam penelitian data primer
dan data sekunder. Menurut wiratna Sujarweni (2014:73) data primer
adalah data yang diperoleh dari responden melalui kuesioner, kelompok
fokus, dan panel, atau juga data hasil wawancara peneliti dengan
narasumber. Data primer diperoleh dari hasil observasi dan wawancara
kepada responden. Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari hasil
observasi dan wawancara mengenai peran BSI terhadap pertumbuhan
UMKM di Kota Sabang.

1.7.3.2 Data Sekunder

Menurut Iskandar (2008: 253-254) data sekunder adalah data yang
diperoleh melalui pengumpulan data atau pengolahan data yang bersifat
dokumentasi (analisis dokumen) berupa penelaahnya terhadap dokumen
pribadi, resmi kelembagaan, referensi-referensi atau peraturan (literatur
laporan, tulisan dan lain-lain yang memiliki referensi dengan fokus
permasalahan penelitian). Menurut Wiratna Sujarweni (2014: 74) data
sekunder adalah data yang di dapat dari catatan, buku, majalah berupa
laporan keuangan publikasi perusahaan, laporan pemerintah, artikel,
buku-buku sebagai teori, majalah dan lain sebagainya.

Penulis menggunakan data sekunder ini agar data-data yang
penulis dapatkan memiliki bukti yang akurat seperti profil BSI, struktur
organisasi bank BSI Kcp Sabang dan data-data yang berkenaan dengan
peran BSI Kcp Sabang dalam menumbuhkan UMKM di masa pandemi
covid-19.

Teknik Pengumpulan Data
Menurut Sugiyono (2005:62), Teknik pengumpulan data merupakan

langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari
penelitian adalah mendapatkan data. Di dalam mengumpulkan data dan
informasi yang valid dan akurat peneliti menggunakan dua cara yaitu melakukan
wawancara dan dokumentasi. Kedua cara teknik tersebut akan dibahas secara
detail dibawah ini.
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1.7.4.1 Observasi

Menurut Haris Herdiansyah (2013: 132) observasi adalah adanya
perilaku yang tampak dan adanya tujuan yang ingin dicapai. Prilaku
yang tampak dapat berupa prilaku yang dapat dilihat langsung oleh mata,
dapat didengar, dapat dihitung, dan dapat diukur. Menurut Sujarweni
(2014: 52) observasi adalah pengamatan dan pencatatan secara sistimatik
terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian.

Observasi yang penulis gunakan adalah observasi non partisipasi.
Observasi nonpartisipasi adalah dimana peneliti tidak terlibat langsung
secara aktif dalam objek yang diteliti. Dalam penelitian ini peneliti
langsung mengamati bagaimana proses pembiayaan KUR dari pertama
hingga pencairan. Dan bagaimana dampak restrukturisasi dan KUR
terhadap nasabah.

1.7.4.2 Wawancara

Menurut Lexy J. Moleong (2012:186) wawancara adalah
percakapan dengan maksud tertentu yang dilakukan oleh dua beliah
pihak, vyaitu (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan
terwawancara (interviewee) yang memberikan jawaban atas pertanyaan
itu. Menurut Hamid Darmadi (2012: 290) wawancara adalah proses
memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab
sambil bertatapmuka antara pewawancara dengan informan atau orang
yang diwawancara, di mana pewawancara terlibat dalam kehidupan
sosial relatif lama.

Dalam rangka mendapatkan data yang akurat, peneliti
menggunakan teknik wawacara secara langsung langsung secara
mendalam kepada informan tentang Peran Bank Syariah Indonesia
terhadap Pertumbuhan Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Kota
Sabang di masa Pandemi Covid-19 yaitu pegawai Bank Syariah
Indonesia sendiri dan juga para pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah
tentang manfaat yang dirasakan dari peran Bank Syariah Indonesia
Tersebut.

Dalam hal ini, Pegawai Bank Syariah Indonesia yang akan
peneliti wawancara adalah bagian pembiayaan BSI Kcp. Sabang. Dan
untuk mengetahui manfaat langsung dari Peran Bank Syariah Indonesia
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1.75

terhadap Usaha Mikro Kecil Menengah, peneliti melaksanakan
wawancara secara langsung kepada para Pelaku UMKM yang
merupakan nasabaha pembiayaan Bank Syariah Indonesia di Kota
Sabang.

1.7.4.3 Dokumentasi

Studi dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data
kualitatif dengan melihat atau menganalisis dokumen-dokumen yang
dibuat oleh subjek sendiri atau oleh orang lain tentang subjek tersebut.
(Mardawani, 2020, hal. 52). Menurut Suharsimi Arikunto (2006: 158)
dokumentasi berasal dari kata dokumen yang artinya barang-barang
tertulis. Di dalam melaksanakan dokumentasi, peneliti menyelidiki
benda-benda tertulis seperti buku-buku, majalah, dokumen, catatan
harian dan sebagainya.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan dokumen-dokumen
yang berkaitan langsung dengan Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang
Sabang. Diantara dokumen yang dibutuhkan peneliti adalah:

a) Profil Bank Syariah Indonesia Kota Sabang
b) Struktur organisasi BSI Kcp Sabang
c) Dokumentasi yang berkaitan dengan pembiayaan

Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini
menggunakan analisis data model interaktif dari Miles dan Huberman,
seperti terlihat pada gambar 1 berikut ini :
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Sumber : Milles dan Huberma, 1984

Pengumpulan | [ Penyajian Data ]
i Data
! l I
Verifikasy/

[ Reduks: Data ] T Penarikan
Kesimpulan

Gambar 4. Analisis Data Model Interaktif

Langkah-langkah analisis data sebagai berikut: (Gora, 2019, hal.
296)

1. Pengumpulan data, yaitu mengumpulkan data di lokasi penelitian
dengan melakukan observasi, wawancara, dan dokumentasi dengan
menentukan strategi pengumpulan data yang dipandang tepat dan untuk
menentukan fokus serta pendalaman data pada proses pengumpulan data
berikutnya.

2. Reduksi data, yaitu sebagai proses seleksi, pemfokusan,
pengabstrakan, transformasi data kasar yang ada di lapangan langsung,
dan diteruskan pada waktu pengumpulan data, dengan demikian reduksi
data dimulai sejak peneliti memfokuskan wilayah penelitian.

3. Penyajian data, yaitu rangkaian organisasi informasi yang
memungkinkan penelitian dilakukan. Penyajian data diperoleh berbagai
jenis, jaringan data, keterkaitan kegiatan atau tabel.

4. Penarikan kesimpulan, yaitu dalam pengumpulan data, peneliti
harus mengerti dan tanggap terhadap sesuatu yang diteliti langsung di
lapangan dengan menyusun pola-pola pengarahan dan sebab akibat.

1.7.6 Jadwal Penelitian

Penelitian ini bertempat di Bank Syariah Kcp. Sabang, yang beralamat di
JI. Perdagangan No. 70, Kota Bawah Barat, Kec. Sukakarya, Kota Sabang, Aceh
KC Aceh. dan penelitian ini dilakukan pada tahun 2023.
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Tabel 1.

Jadwal Penelitian

No Jenis Kegiatan

Pengumpulan Data

Pengolahan data

1

2

3|Analisis Data
4|Penulisan Laporan

1.8 Sistematika Pembahasan

Sistematika ini mengacu pada pedoman penulisan program pascasarjana
UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Bab |, merupakan pendahuluan yang terdiri dari Latar Belakang
Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kajian
Pustaka, Kerangka Teori, Metode penelitian dan Sistematika Pembahasan.

Bab II, berisi tentang teori dan konsep peran, Profil Bank Syariah
Indonesia (BSI), Konsep Pertumbuhan, Teori Usaha Mikro, Kecil dan
Menengah.

Bab 1llI, memaparkan hasil penelitian yang berisikan gambaran umum
penelitian, peran Bank Syariah Indonesia terhadap Pertumbuhan UMKM Kota
Sabang di Masa Pandemi Covid-19.

Bab 1V, merupakan bab penutup yang meliputi kesimpulan hasil
penelitian dan saran, diakhiri dengan daftar pustaka dan lampiran penelitian.
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BAB Il
LANDASAN TEORI
2.1 Peran Bank Syariah Indonesia
1.  Pengertian Peran

Pengertian peran menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia adalah sesuatu
yang menjadi bagian atau yang memegang pimpinan yang terutama. Dalam
bahasa inggris peran disebut “role” yang definisinya adalah “person’s task or
duty in undertaking”. Artinya “tugas atau kewajiban seseorang dalam suatu
usaha atau pekerjaan”. Dan dapat juga didefinisikan sebagai bentuk dari perilaku
yang diharapkan dari seseorang pada situasi tertentu. ° Peran menurut
terminology adalah seperangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh yang
berkedudukan dimasyarakat. Sedangkan peranan merupakan tindakan yang
dilakukan oleh seorang dalam suatu peristiwa. '

Teori peran (role theory) mengungkapkan bahwa peran adalah salah satu
bagian yang dimainkan dalam keseluruhan struktur kelompok, merupakan
perilaku khusus yang dikarakterkan seorang individu pada konteks sosial
tertentu. Teori peran menekankan sifat individual sebagai pelaku sosial yang
mempelajari perilaku sesuai dengan posisi yang ditempatinya di lingkungan
kerja dan masyarakat. **

Yang membedakan antara peran dan peranan adalah, peran merupakan
aspek yang dinamis dari kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan
hak-hak dan kewajiban-kewajibannya sesuai dengan kedudukannya maka dia
menjalankan suatu peranan.*2

® Poerwaedarminto, W.J.S, Kamus Umum Bahasa Indonesia (Jakarta:PN Balai Pustaka, 2013),
hal. 735

0 Syamsir, Torang, Organisasi & Manajemen (Perilaku, Struktur, Budaya & Perubahan
Organisasi) (Bandung: Alfabeta, 2014), hal.86

1 Indah Anisykurlillah, Agus Wahyudin dan Kustiani,"Pengaruh Role Stressor terhadap
Komitmen Organisasi dengan Kepuasan Kerja sebagai Variabel Intervening pada Kantor
Akuntan Publi (KAP) di Jawa Tengah", dalam Jurnal Dinamika Akuntansi, Vol 5, No. 2 ISSN
2085-4277, 2013, hal. 110

12 salim, Peter Salim dan Yeni, Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer (Jakarta: Modern
English Press, 2002), hal. 1132
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Sesuai dengan teori peran diatas penulis dapat mennyimpulkan tiga hal
penting yang berkaitan dengan judul dari penelitian ini. Yang pertama, peran
merupakan tugas yang dilakukan seseorang atau kelompok dalam suatu usaha
atau pekerjaan. Yang dalam hal ini adalah Bank Syariah Indonesia (BSI) yang
dalam hal ini sebagai perusahaan yang bertugas untuk mengumpulkan dana dari
mereka yang surplus dalam bentuk funding dan menyalurkan kepada mereka
yang membutuhkan dalam bentuk financing. Yang kedua peran merupakan
bentuk dari perilaku seseorang yang diharapkan dari seseorang pada situasi
tertentu. Yang dalam hal ini adalah perilaku Bank Syariah Indonesia (BSI) yang
diharapkan oleh para nasabah pada situasi pandemi covid-19. Yang ketiga
adalah peranan Bank Syariah Indonesia (BSI) yang dalam hal ini adalah
tindakan yang dilakukan dalam rangka menangani pandemi covid-19.

Peran BSI dalam menumbuhkan UMKM Kota Sabang di Masa Pandemi
Covid 19 yang dimaksud dalam penelitian ini adalah bagaimana BSI dalam
menjalankan kebijakan pemerintah dalam rangka penanganan covid-19
terkhusus dalam sektor UMKM vyaitu: 1. Restrukturisasi pembiayaan UMKM
dan 2. Stimulus pembiayaan dalam bentuk KUR. Dan dampak pelaksanaan
kebijakan tersebut terhadap nasabah pembiayaan UMKM.

2.  Sejarah Bank Syariah

Perbankan adalah sebuah lembaga yang menjalankan tiga fungsi utama,
yaitu menerima simpanan uang, memberikan pinjaman uang, dan menyediakan
jasa pengiriman uang. Dalam sejarah ekonomi umat Muslim, pembiayaan yang
dilakukan dengan prinsip-prinsip syariah telah menjadi bagian dari tradisi umat
Islam sejak zaman Rasulullah SAW. Praktik seperti menerima titipan harta,
memberikan pinjaman uang untuk keperluan konsumsi dan bisnis, serta
melakukan pengiriman uang, telah umum dilakukan sejak masa Rasulullah.
Rasulullah yang dikenal dengan gelar al-Amin dipercaya oleh masyarakat
Mekkah untuk menerima simpanan harta, sehingga sebelum beliau hijrah ke
Madinah, beliau meminta Sayidina Ali RA untuk mengembalikan semua titipan
tersebut kepada pemiliknya.*®

Para sahabat Rasul, seperti Zubair bin Awwam, memilih untuk tidak
menerima titipan harta dan lebih suka menerima dalam bentuk pinjaman.
Sahabat lainnya, seperti Ibnu Abbas, tercatat melakukan pengiriman uang ke

12 Sami Hamoud, Islamic Banking, Arabian Information Ltd, London.
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Kufah, dan Abdullah bin Zubair di Mekah juga melakukan pengiriman uang ke
adiknya, Misab bin Zubair, yang tinggal di Irak. Penggunaan cek juga telah
menjadi umum seiring dengan meningkatnya perdagangan antara negeri Syam
dan Yaman, yang berlangsung setidaknya dua kali setahun. Bahkan pada masa
Umar bin Khattab RA, cek digunakan untuk membayar tunjangan kepada
mereka yang berhak, dan dengan cek ini, mereka dapat mengambil gandum dari
Baitul Mal yang saat itu diimpor dari Mesir. Pemberian modal kerja berbasis
bagi hasil, seperti mudharabah, musyarakah, dan muzara‘ah, telah dikenal sejak
awal di antara kaum Muhajirin dan kaum Anshar.

Pada zaman Rasulullah, praktik perbankan tidak dilakukan dalam bentuk
institusi tetapi lebih berlangsung secara individual, di mana seseorang
melakukan satu fungsi perbankan. Praktik perbankan ini mulai berkembang
secara pesat pada zaman Abbasiyah, di mana perbankan dilakukan oleh individu
tunggal.

Pertumbuhan perbankan mulai signifikan ketika berbagai jenis mata uang
beredar pada zaman tersebut, sehingga diperlukan keahlian khusus untuk
membedakan antara satu mata uang dengan yang lain. Hal ini disebabkan karena
setiap mata uang memiliki kandungan logam mulia yang berbeda sehingga
mempunyai nilai yang berbeda pula. Orang yang memiliki keahlian khusus
dalam hal ini disebut dengan sebutan "naqid,” "sarraf," dan "jihbiz." Istilah
"jihbiz" mulai dikenal pada masa pemerintahan Muawiyah (661-680 M) yang
sebenarnya dipinjam dari bahasa Persia, "kahbad" atau "Kihbud." Pada masa
pemerintahan Sasanid, istilah ini awalnya digunakan untuk menggambarkan
orang yang ditugaskan untuk mengumpulkan pajak tanah.

Persamaan antara jihbiz dan bank terletak pada fungsinya yang sama-sama
melibatkan menerima simpanan, melakukan pembiayaan, dan mengirim uang.
Namun, perbedaan antara keduanya terletak pada pengelolaannya, di mana
jihbiz dikelola oleh individu, sementara bank dikelola oleh institusi.

Kemajuan dalam praktik perbankan pada zaman tersebut ditandai dengan
luasnya penggunaan saq (cek) sebagai media pembayaran. Bahkan, peran bankir
telah mencakup tiga aspek, yaitu menerima deposit, menyalurkan dana, dan
mentransfer uang. Dalam hal terakhir, uang dapat ditransfer dari satu negara ke
negara lain tanpa perlu memindahkan uang secara fisik. Para money changer
telah mendirikan kantor di banyak negara dan mulai menggunakan cek sebagai
media untuk mentransfer uang dan melakukan kegiatan pembayaran lainnya.

21



Dalam sejarah perbankan Islam, Sayf al-Dawlah al-Hamdani tercatat sebagai
orang pertama yang mengeluarkan cek untuk keperluan kliring antara Baghdad
(Irak) dan Aleppo (Spanyol sekarang).

Perkembangan selanjutnya terjadi ketika bank pertama kali didirikan di
Eropa pada tahun 2000 SM di Babylonia, dengan menggunakan bunga sebesar
20% setiap bulan kepada para debiturnya. Namun, hal ini menimbulkan
permasalahan karena transaksi yang melibatkan instrumen bunga dianggap
sebagai riba dan diharamkan menurut fikih Islam. Pada tahun 500 SM, didirikan
juga Greek Temple, suatu lembaga mirip bank yang beroperasi dalam penukaran
uang dan berbagai aktivitas perbankan lainnya. Praktik perbankan dengan
menggunakan sistem bunga semakin meluas ketika Raja Henry VIII dari Eropa
memperbolehkan penggunaan bunga (interest), meskipun riba (usury) tetap
diharamkan dengan syarat bahwa bunga tidak boleh berlipat ganda. Namun,
ketika Raja Henry VIII meninggal dunia, ia digantikan oleh Raja Edward VIII
yang membatalkan izin penggunaan bunga. Namun, ini berlangsung singkat
karena ketika Ratu Elizabeth | naik tahta, dia kembali mengizinkan penggunaan
bunga.

Sejak saat itu, bangsa Eropa mulai bangkit dari keterbelakangannya dan
mengalami masa kebangkitan (renaissance). Mereka mulai menjajah dan
menguasail wilayah-wilayah di seluruh dunia, sehingga perekonomian dunia pun
didominasi oleh bangsa-bangsa Eropa. Pada saat yang sama, peradaban dan
perekonomian umat Muslim mengalami kemunduran dan negara-negara Muslim
jatuh satu per satu di bawah cengkeraman penjajahan bangsa-bangsa Eropa.
Akibatnya, institusi-institusi ekonomi umat Muslim runtuh dan digantikan oleh
institusi ekonomi bangsa Eropa. Situasi ini berlangsung hingga zaman modern
saat ini. Karenanya, institusi perbankan yang ada sekarang di sebagian besar
negara Muslim merupakan warisan dari bangsa Eropa dan didasarkan pada
sistem bunga.

Munculnya kesadaran tentang haramnya praktik riba mendorong umat
Muslim untuk mencari lembaga-lembaga alternatif. Pada pertengahan tahun 40-
an, upaya pertama dilakukan di Malaysia dengan mendirikan bank tanpa bunga,
tetapi usaha ini tidak berhasil. Selanjutnya, di Pakistan pada akhir tahun 50-an,
lembaga perkreditan tanpa bunga didirikan di pedesaan. Pada tahun 1963,
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terbentuklah Mit Ghamr Local Saving Bank di Mesir, yang menjadi bank
syariah paling sukses dan inovatif pada masa modern. Bank ini mendapat
sambutan positif, terutama dari kalangan petani dan masyarakat pedesaan.
Jumlah deposan meningkat pesat dari 17.560 pada tahun pertama (1963/1964)
menjadi 251.152 pada tahun 1966/1967. Demikian juga, jumlah tabungan
meningkat secara signifikan dari LE40.944 pada akhir tahun pertama menjadi
LE1.828.375 pada akhir periode 1966/1967. Sayangnya, karena situasi politik
yang tidak stabil di Mesir, Mit Ghamr mengalami kemunduran dan akhirnya
diambil alih oleh National Bank of Egypt dan bank sentral Mesir pada 1967.
Pengambil alihan ini menyebabkan bank ini beralih kembali ke sistem bunga.

Pada tahun 1971, konsep nir-bunga kembali dihidupkan pada masa rezim Sadat
melalui pendirian Nasser Social Bank, dengan tujuan untuk menjalankan
kembali bisnis berdasarkan konsep yang telah dipraktekkan oleh Mit Ghamr.

Kesuksesan Mit Ghamr menjadi inspirasi bagi umat Muslim di seluruh
dunia untuk menerapkan prinsip-prinsip Islam dalam bisnis modern. Dalam
upaya ini, organisasi OKI mendirikan bank Islam, yang akhirnya menghasilkan
terbentuknya Islamic Development Bank (IDB) pada bulan Oktober 1975,
dengan 22 negara Islam sebagai pendiri. Di era 70-an, usaha mendirikan bank
Islam menyebar ke banyak negara, termasuk Pakistan, Iran, dan Sudan, di mana
seluruh sistem keuangan diubah menjadi sistem nir-bunga. Di negara-negara
Islam lainnya seperti Malaysia dan Indonesia, bank nir-bunga beroperasi
berdampingan dengan bank konvensional. Perkembangan perbankan syariah
juga mencapai Eropa, dengan The Islamic Bank International of Denmark
menjadi bank syariah pertama yang beroperasi pada tahun 1983 di Denmark,
diikuti oleh bank-bank besar dari negara Barat yang membuka Islamic Window
untuk menyediakan layanan perbankan sesuai dengan prinsip syariah Islam.

Pada masa penjajahan Belanda di Indonesia beberapa bank didirikan
antara lain De Javasche NV, De Post Paar Bank, De algemene Volks Crediet
Bank, Nederland Handels Maatschapij (NHM), De Esconto Bank NV, Bank
Nasional india, Bank Abuan Saudagar, NV Bank Boemi, The Charteredbank of
India, The Yokohama Spesies Bank, The Matsui Bank, The Bank of China, dan
Batavia Bank. Setelah Indonesia merdeka, dunia perbankan mengalami
pertumbuhan yang signifikan, dan terjadi nasionalisasi bank-bank yang dulunya
dimiliki oleh Belanda. Bank-bank yang beroperasi pada saat itu antara lain Bank
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Rakyat Indonesia yang didirikan pada tanggal 22 Februari 1946, dan
sebelumnya bernama De Algemene Volks Crediet Bank atau Syomin ginko,
Bank Negara Indonesia yang didirikan pada tanggal 5 Juli 1946 (BNI 1946). ),
Bank Surakarta Adil Makmur di Solo pada tahun 1945, Bank Indonesia di
Palembang pada tahun 1946, Bank Dagang Nasional Indonesia di Medan pada
tahun 1946, Perbankan Indonesia di Yogyakarta pada tahun 1947, dan beberapa
bank lainnya.

Bank syariah pertama yang didirikan di Indonesia adalah Bank Muamalat
pada tahun 1992. Dari tahun 1992 hingga 1998, hanya ada satu bank syariah di
Indonesia. Pada tahun 1999, jumlahnya meningkat menjadi tiga bank syariah.
Pada tahun 2000, jumlah bank syariah, serta bank konvensional dengan unit
syariah, telah meningkat menjadi enam. Selain itu, jumlah Bank Perkreditan
Rakyat Syariah (BPRS) telah mencapai 86 unit dan masih terus bertambah.

3. Bank Syariah

Asal-usul kata "bank" berasal dari bahasa Italia, yaitu "banco™ yang
berarti meja. Istilah ini digunakan karena dalam kehidupan sehari-hari, setiap
proses dan transaksi, baik dari masa lalu maupun masa depan, dilakukan di atas
meja. Dalam bahasa Arab, bank sering disebut sebagai "mashrof* yang berarti
tempat untuk saling menukar harta, baik dengan cara mengambil, menyimpan,
maupun melakukan transaksi atau muamalat. **

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 10 Tahun 1998 yang
mengubah Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan, Bank umum
merupakan lembaga keuangan yang melakukan kegiatan usaha baik secara
konvensional maupun berdasarkan prinsip syariah, dan dalam operasionalnya
memberikan layanan dalam lalu lintas pembayaran. Prinsip Syariah merujuk
pada aturan dan hukum yang berlandaskan pada ajaran Islam." Sesuai dengang
UU No.21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Bank Syariah adalah bank
yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, atau prinsip
hukum islam yang diatur dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia seperti prinsip

 Yanuari, A.Djazuli dan Yadli, Lembaga-Lembaga Perekonomian Umat (Jakarta: Rajawali
Press, 2001), hal. 53

15C.S. T Kamsil, dkk, Pokok - Pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia (Jakarta: Sinar
Grafika, 2002), hal 311-313.
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keadilan dan keseimbangan (‘Adl wa tawazun), kemaslahatan (maslahah),
universalisme (alamiyah), serta tidak mengandung gharar, maysir, riba, zalim
dan obyek yang haram.®

Karnaen Purwaatmadja mengatakan bahwa bank syariah adalah lembaga
keuangan yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Artinya, bank ini
menjalankan operasionalnya dengan mengikuti ketentuan syariah Islam. Salah
satu hal yang harus dihindari dalam transaksi Islam adalah praktik-praktik yang
mengandung unsur riba, spekulasi, dan tipuan. '’ Sudarsono menjelaskan bahwa
Bank Syariah adalah lembaga keuangan yang beroperasi di negara tersebut,
menyediakan pembiayaan dan berbagai layanan dalam sistem pembayaran dan
peredaran uang. Bank ini berprinsip syariah atau Islam dalam menjalankan
operasionalnya.’®

Berdasarkan pengertian perbankan syariah di atas, kita dapat mengambil
3 (tiga) pembahasan tentang perbankan syariah, yaitu tentang kelembagaan,
kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usaha bank
syariah. Secara kelembagaan bank syariah merupakan bank yang beroperasi
berdasarkan prinsip-prinsip syariah yang mengacu kepada Al-Quran dan Hadits.
Yang mana kegiatan-kegiatan usaha baik pendanaan (funding) maupun
pembiayaan (financing) serta jasa-jasa lainnya dilakukan sesuai dengan sistem
syariah. Dikarenakan seluruh kegiatan dilakukan dengan prinsip syariah,
diharapkan tidak terjadinya hal-hal yang tidak sesuai dengan prinsip islam
seperti gharar, maysir, tadlis dan riba.

4, Tujuan dan Fungsi Bank Syariah

Tujuan dan fungsi perbankan syariah dalam menjalankan kegiatan
usahanya didasarkan pada prinsip syariah, demokrasi ekonomi, dan prinsip
kehati-hatian. Tujuan utama perbankan syariah adalah mendukung pelaksanaan
pembangunan nasional yang bertujuan untuk meningkatkan keadilan,
inklusivitas, dan pemerataan kesejahteraan di antara masyarakat. *°

16 Otoritas Jasa Keuangan, Perbankan Syariah dan Kelembagaannya, 2022, ojk.go.id

" Muhammad Firdaus NH, dkk, Konsep dan Implementasi Bank Syariah (Jakarta: Renaisan,
2005), hal. 18

18 Wangsawidjaja, A., Pembiayaan Bank Syariah (Jakarta: Gramedia, 2012), hal. 24
19 H
Ibid
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Fungsi perbankan syariah adalah sebagai berikut: Bank Syariah dan Unit
Usaha Syariah (UUS) yang selanjutnya disebut UUS wajib menjalankan fungsi
penghimpunan dan penyaluran dana masyarakat. Bank dan UUS syariah juga
dapat menjalankan fungsi sosial, seperti bertindak sebagai lembaga baitul mal,
yang melibatkan penerimaan dana dari zakat, infak, sadagah, atau dana sosial
lainnya dan menyalurkannya ke organisasi pengelola zakat. Selain itu, bank
syariah dan SBU dapat menghimpun dana sosial dari wakaf tunai dan
menyalurkannya kepada pengelola wakaf (nazhir) sesuai dengan keinginan
donatur. %°

Sedangkan fungsi dari perbankan syariah adalah: Bank Syariah dan Unit
Usaha Syariah yang selanjutnya ditulis dengan UUS Wajib menjalankan fungsi
menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat. Bank syariah dan UUS dapat
menjalankan fungsi sosial dalam bentuk lembaga baitul mal, yaitu menerima
dana yang berasal dari zakat infak, sedekah, hibah, atau dana sosial lainnya dan
menyalurkannya kepada organisasi pengelola zakat. Bank Syariah dan UUS
dapat menghimpun dana sosial yang berasal dari wakaf uang dan
menyalurkannya kepada pengelola wakaf (nazhir) sesuai denga kehendak
pemberi wakaf.

Selanjutnya, fungsi bank syariah dibagi menjadi empat kategori: **
- Fungsi Manager Investasi

Fungsi ini tampak pada cara bank syariah menghimpun dana,
khususnya dana mudharabah. Bank bertindak sebagai manajer investasi,
memastikan bahwa dana tersebut disalurkan ke usaha produktif sehingga
keuntungan yang dihasilkan dapat dibagi dengan pemilik dana. Padahal,
bank syariah tidak boleh menghimpun dana mudharabah jika tidak bisa
menyalurkannya ke usaha produktif, karena hal ini akan mengakibatkan
keuntungan yang tidak proporsional bagi pemilik dana, sehingga
menimbulkan ketidakadilan.

- Fungsi Pemodal:

20 1hid

2! Zulfiyanda, Tinjauan Hukum Pembiayaan Murabahah Dalam Perbankan Syariah (Jawa
Tengah: Pena Persada, 2020)
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Bank syariah berperan sebagai investor dengan menyalurkan dana
melalui prinsip bagi hasil (mudharabah dan musyarakah), prinsip sewa
(ijarah dan ijarah muntahia bittamlik), atau prinsip perdagangan
(murabahah, salam, dan istisna). Sebagai pemilik dana, bank syariah
berinvestasi sesuai dengan prinsip syariah, mengarahkan dananya ke
sektor produktif dengan risiko minimal.

Fungsi Sosial

Konsep perbankan syariah mewajibkan bank untuk terlibat dalam
layanan sosial, yang dapat berupa penyediaan dana gardh (pinjaman
kebajikan), zakat, atau dana sosial yang sejalan dengan ajaran Islam.
Apalagi konsep perbankan syariah mengamanatkan bank untuk berperan
dalam pengembangan sumber daya manusia dan kontribusi dana untuk
pelestarian dan pembangunan lingkungan.

Fungsi Layanan Keuangan

Fungsi jasa keuangan pada bank syariah tidak jauh berbeda dengan
bank konvensional. Ini termasuk menyediakan Kkliring, transfer,
penagihan, pembayaran gaji, dan layanan keuangan lainnya. Layanan ini
dapat ditawarkan selama mereka mematuhi prinsip-prinsip syariah. Bank
syariah juga menawarkan berbagai layanan keuangan lainnya
berdasarkan kontrak keagenan atau leasing.

Singkatnya, perbankan Islam beroperasi berdasarkan prinsip Syariah,
menekankan praktik etis, tanggung jawab sosial, dan pemerataan
kekayaan sambil menyediakan berbagai layanan keuangan untuk
memenuhi kebutuhan pelanggan sesuai dengan hukum Islam.

Akad dan Produk Bank Syariah

Akad (juga dikenal sebagai ikatan, keputusan, atau penguatan) atau

kesepakatan atau kontrak dapat dipahami sebagai komitmen yang dibingkai
dalam nilai-nilai Syariah. Dalam konteks hukum Islam (figh), akad secara
umum merujuk pada tekad seseorang untuk melakukan sesuatu, baik yang
timbul dari satu pihak, seperti wakaf, cerai, dan sumpah, atau dari dua pihak,
seperti jual beli, sewa-menyewa. , agensi, dan janji. %

22 Ascarya, Akad Dan Produk Bank Syariah (Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2011), hal 35
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Secara khusus, akad mengacu pada hubungan antara ijab (pernyataan
penawaran atau transfer kepemilikan) dan gabul (pernyataan penerimaan
kepemilikan) dalam ruang lingkup yang ditentukan oleh syariah dan
mempengaruhi sesuatu (Santoso, 2003).

Pilar akad (akad) ada tiga:
1) para pihak yang terlibat dalam akad,
2) objek akad, dan

3) ekspresi atau pernyataan yang dibuat oleh para pihak selama akad,
yaitu ijab (tawaran) dan gabul (penerimaan).

Pihak-pihak yang terlibat dalam akad harus kompeten untuk melakukan
akad untuk diri mereka sendiri (ahliyah) dan otoritas Syariah didelegasikan
kepada mereka untuk bertindak sebagai wakil bagi orang lain (wilayah). Obyek
akad harus ada pada saat akad, harus halal menurut syariat, dapat dialihkan
selama akad, dan harus ditetapkan secara jelas antara kedua belah pihak.
Apalagi ijab dan gabul harus memiliki niat yang jelas, konsisten satu sama lain,
dan mengalir dengan lancar.

Ada empat syarat akad:

1) syarat sahnya akad (in‘igad);

2) syarat sahnya akad (sahih);

3) syarat terwujudnya akad (nafaz); dan
4) kondisi adat.

Syarat in'igad bisa bersifat umum atau khusus. Syarat-syarat umum harus
selalu ada dalam setiap akad, seperti syarat-syarat yang berkaitan dengan pihak-
pihak yang terlibat, objek akad, dan ungkapan-ungkapan yang digunakan dalam
akad. Akad tidak bolen melibatkan sesuatu yang dilarang dan harus
berhubungan dengan sesuatu yang bermanfaat. Di sisi lain, syarat khusus
berlaku untuk jenis akad tertentu, seperti syarat minimal dua saksi dalam akad
nikah. Syarat sihah merujuk pada syarat-syarat yang diperlukan agar akad
berjalan efektif menurut syariat, seperti memastikan akad dagang bebas dari
cacat. Syarat nafaz mencakup dua aspek: kepemilikan (objek harus dimiliki dan
dapat digunakan oleh para pihak) dan wilayah. Terakhir, syarat-syarat adat
menyatakan bahwa akad harus dilakukan tanpa cacat apapun.
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Bank syariah terutama memperoleh akad atau transaksi mereka dari
kegiatan mencari keuntungan (tijarah) dan, sampai batas tertentu, dari kegiatan
gotong royong (tabarru’). Tijarah menimbulkan transaksi bisnis (al-bai') yang
melibatkan berbagai bentuk akad pertukaran dan akad bagi hasil. Cakupan akad
yang dibahas meliputi transaksi bisnis (al-bai') yang biasa digunakan dalam
produk bank syariah, serta akad lain di luar transaksi bisnis, seperti gardul hasan
(pinjaman kebajikan).

6. Produk Bank Syariah

Bank syariah, seperti bank konvensional, menyediakan pelanggan dengan
berbagai layanan perbankan. Dengan bank konvensional, satu-satunya
perbedaan adalah harga beli, yang mencakup harga jual dan harga beli. Barang-
barang yang ditawarkan jelas Islami, mengingat untuk menawarkan jenis
bantuan kepada Kkliennya. Berikut jenis-jenis produk Bank Syariah yang
ditawarkan adalah sebagai berikut. ( 2012, Kasmir: 168)

2.1.6.1  Al-Wadi’ah (Simpanan)

Al-wadi'ah didasarkan pada gagasan bahwa titipan tunggal, murni,
pribadi atau badan hukum harus disimpan dan dikembalikan kapan pun
penyimpan memintanya. Penerima simpanan disebut yad al-amanah yang
mengandung arti tangan amanah. Selama kerusakan atau kehilangan titipan
tersebut bukan disebabkan oleh kecerobohan atau keterlambatan dalam
pemeliharaannya, maka penyimpan tidak bertanggung jawab atasnya.

Namun, masyarakat saat ini agar uang yang disimpan tidak begitu saja
menganggur, penyumbang uang yang disimpan (Bank Syariah) dimanfaatkan
untuk kegiatan keuangan. Tentunya penggunaan uang tunai yang disimpan harus
terlebih dahulu meminta persetujuan dari pemilik uang tunai dan dengan catatan
nasabah pemilik uang tunai memastikan bahwa dia akan mengembalikan uang
tunai tersebut secara utuh. Akibatnya, konsep yad al-amanah, atau tangan yang
dipercaya, berubah menjadi yad adh-dhamanah, atau tangan yang dijamin.
Menyinggung standar yad'ah-dhamanah, bank sebagai penerima aset dapat
menggunakan keuangan yang disimpan, misalnya, catatan saat ini dan
penyimpanan dana investasi, dan penyimpanan waktu yang akan digunakan
untuk membantu masyarakat dan kepentingan Negara. Di atas segalanya, untuk
situasi ini, kontributor bertanggung jawab atas semua kemalangan dan kerugian
yang terjadi pada uang tunai.
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2.1.6.2  Pembiayaan dengan Bagi Hasil

prinsip pembiayaan bagi hasil dapat diterapkan dalam empat akad utama:
al-musyarakah, al-mudharabah, al-muzara'ah, dan al-musagah. Untuk seluk-
beluk tambahan, empat jenis standar pembagian manfaat utama di Bank Syariah
di atas akan digambarkan sebagai berikut.

- Al-Musyarakah

Al-musyarakah adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih
untuk menjalankan suatu usaha tertentu. Masing-masing pihak memberikan
harta atau tujuan mulia dengan pengaturan bahwa manfaat atau bahayanya
akan dibagi berdasarkan kesepakatan. Al-musyarakah digunakan untuk
membiayai proyek-proyek dalam praktek perbankan. Klien yang didukung
oleh bank sama-sama memberikan aset untuk melakukan tugas tersebut.
Manfaat dari usaha dipisahkan oleh pengaturan untuk bank setelah terlebih
dahulu mengembalikan aset yang digunakan oleh klien. Al-musyarakah juga
bisa dilakukan untuk kegiatan investasi seperti pendanaan yayasan moneter.

- Al-Mudharabah

Al-Mudharabah adalah akad partisipasi antara dua majelis, di mana
pihak utama memberikan seluruh modal dan pihak lainnya menjadi direktur.
Keuntungan sesuai dengan ketentuan kontrak. Jika ada musibah, maka
ditanggung oleh pemilik modal selama musibah itu bukan akibat kelalaian
pengelola. Jika kerugian itu disebabkan oleh kelalaian pihak yang
mengelola, maka pihak pengelola yang menanggung.

Secara garis besar mudharabah terbagi menjadi dua macam, yaitu
mudharabah mutlagah dan mudharabah mugayyadah. Pengertian
mudharabah mutlagah adalah penyertaan antara pihak utama dengan pihak
lain yang derajatnya lebih luas. Yang dimaksudkan disini adalah tidak
dibatasi oleh waktu, penentuan bisnis, dan wilayah bisnis. Sedangkan
mudharabah mugayyadah adalah sesuatu yang bertentangan dengan
mudharabah muthlagah dimana pihak lain dibatasi oleh waktu, penetapan
usaha dan wilayah usaha. Aset untuk latihan mudharabah diambil dari dana
investasi waktu seperti dana cadangan haji atau dana cadangan qurban.
Pelanggan juga dapat melakukan setoran khusus atau reguler untuk bisnis
tertentu untuk menerima dana.
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- Al-Muzara’ah

Al-muzara'ah adalah partisipasi penanganan agraria antara pemilik
tanah dan penggarap. Sebagai imbalan atas persentase tertentu dari hasil
panen, pemilik tanah memberikan izin kepada para penggarap untuk
menanam produk pertanian di tanah tersebut. Skenario ini memastikan
pembiayaan hasil panen fundamental di sektor perbankan. Pemilik tanah
untuk situasi ini memberikan tanah, benih dan kompos. Sementara
pembudidaya memberikan keterampilan, pekerjaan, dan waktu. Dengan
imbalan yang disepakati, keuntungan diperoleh dari hasil panen.

- Al-Musagah

Makna al-musagah penting bagi al-muzara‘ah, yaitu penggarap
khusus yang hanya bertanggung jawab menyiram dan menghidupi dengan
memanfaatkan harta dan peralatannya sendiri. Biaya yang tepat diperoleh
sebagai tingkat hasil pertanian. Jadi yang tersisa dalam pengaturan adalah
partisipasi dalam penanganan hortikultura antara pemilik lahan dan
penggarap.

2.1.6.3  Pembiayaan dengan akad jual beli murabahah

Murabahah secara bahasa berasal dari kata z=_ yang berarti keuntungan,
karena dalam jual beli murabahah harus menjelaskan keuntungannya.
Sedangkan menurut istilah murabahah adalah jual beli dengan tambahan
keuntungan (Al-Zuhaili, 1984). Murabahah merupakan salah satu skim figh
yang paling populer digunakan oleh perbankan syariah. Transaksi seperti ini
lazim dilakukan di zaman Rasulullah dan para sahabatnya. Praktek jual beli
murabahah, secara sederhana berarti penjualan barang seharga barang tersebut
lalu ditambahkan keuntungan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak
(Karim, 2007).

Menurut Hulwati (2006), penjual diwajibkan untuk melakukan akad
terlebih dahulu dengan menyebutkan harga barang yang akan dibeli, menjadikan
murabahah merupakan jenis jual beli amanah yang dikenal dalam hukum Islam.
Bank menetapkan harga jual barang dalam pembiayaan murabahah dengan
memperhatikan harga pokok barang serta margin keuntungan bank. dimana
selama jangka waktu pembiayaan, harga jual yang disepakati dapat tetap tidak
berubah.
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Karena dalam defenisinya disebutkan ada keuntungan yang disepakati
antara pihak bank dan nasabah. Teknisnya nasabah harus memberitahu dahulu
harga barang yang akan dibeli kepada pihak bank, lalu jumlah keuntungan
ditambahkan pada harga pokok barang yang akan dibeli tersebut. Jadi dalam hal
ini, bank sebagai penyedia barang dan keuntungan yang didapati bank adalah
melalui keuntungan yang ditambahkan pada harga pokok barang yang akan
dibeli nasabah dan telah disepakati bersama-sama. Jual beli murabahah ini ada
juga dalam bentuk pesanan yang dikatakan imam syafii dengan al-amir bil al-
shira. Ini juga dapat disamakan dengan ba i bi tsaman mu’ajal (jual beli yang
barangnya diserahkan duluan dan pembayarannya ditangguhkan atau dibayar
secara berangsur). Oleh sebab itu murabahah merupakan salah satu bentuk jual
beli dihalalkan.

7. Perbedaan Bank Syariah dan Bank Konvensional

Bank Umum dan Bank Syariah memiliki kesamaan dalam berberapa hal,
antara lain terutama pada bagian penerimaan uang tunai, transfer uang, inovasi
teknologi komputer yang digunakan, persyaratan pendukung umum, dll. bank,
khususnya dalam hal sistem bunga. Artinya, bank tradisional menerapkan
kerangka bunga sebagai imbal hasil, sedangkan bank syariah menerapkan
standar bagi hasil. (Irham Fahmi, 2014: 31)

Bank syariah akan menjadi bank yang bekerja berdasarkan standar
syariah atau standar ketat Islam. Bank syariah beroperasi atas dasar kemitraan
dalam semua kegiatan bisnis berdasarkan kesetaraan dan keadilan, sesuai
dengan prinsip Islam yang melarang sistem bunga atau riba yang memberatkan.
Berikut ini adalah perbedaan mendasar antara bank syariah dan konvensional:

2.1.7.1 Perbedaan Falsafah

Perbedaan paling utama antara bank konvensional dan bank
syariah terletak pada dasar falsafah yang mereka anut. Berbeda dengan
bank konvensional yang menerapkan sistem bunga, bank syariah lebih
menerapkan sistem bagi hasil daripada sistem bunga dalam
operasionalnya. Inilah perbedaan mendasar dari produk bank syariah
yang untuk menghindari sistem bunga digunakan jual beli dan kemitraan
dengan bagi hasil. Pada dasarnya, berbagai macam transaksi bisnis
melalui bank syariah cukup panjang karena tidak mengandung komponen
premi (riba).
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2.1.7.2 Konsep Pengelolaan Dana Nasabah

Dalam kerangka keuangan Islam, cadangan diawasi sebagai toko
atau usaha. Berbeda halnya dengan toko bank biasa dimana toko adalah
usaha mendatangkan uang tunai. Konsep store finance menyiratkan
bahwa kapan pun klien membutuhkannya, bank syariah harus memiliki
opsi untuk memenuhinya. Selanjutnya, cadangan toko ternyata sangat
cair. Likuiditas yang tinggi ini menyebabkan aset simpanan tidak
memenuhi  kebutuhan usaha yang membutuhkan pembayaran
cadangan.Dana nasabah yang terkumpul melalui deposito atau investasi
kemudian dimanfaatkan atau disalurkan menjadi transaksi komersial
yang dimanfaatkan dalam sistem perbankan syariah, sesuai dengan
fungsi bank perantara yaitu lembaga keuangan yang menampung dana
nasabah pada nasabah peminjam.

Manfaat dari pemanfaatan keuangan klien yang dialihkan ke
berbagai organisasi akan diberikan kepada klien. Dengan asumsi
keuntungan bisnis semakin tinggi, semakin besar keuntungan yang akan
diberikan bank kepada nasabah. Namun dengan asumsi hasil yang
didapat sedikit, maka keuntungan yang diberikan kepada klien tentu
akan lebih kecil.

2.1.7.3 Kewajiban Mengelola Zakat

Komitmen untuk mengawasi zakat merupakan kemampuan dan
tugas yang melekat pada bank syariah untuk menyiapkan aset sosial
seperti zakat, infak, dan sedekah. Ini menyiratkan bahwa bank syariah
berkewajiban untuk mengawasi zakat karena mereka berkewajiban
membayar zakat, mengumpulkan, mengelola, dan membagikannya.

2.1.7.4 Struktur Organisasi

Di dalam konstruksi hirarkis bank syariah, terdapat sebuah badan
administratif yang dikenal dengan Dewan Pengawas Syariah (DPS).
Dimana DPS dipercayakan untuk mengawasi semua kegiatan/latihan
bank agar bank bekerja atau bekerja secara umum sesuai standar syariah.
DPS ini berada di bawah Dewan Syariah Nasional (DSN). Dari laporan
yang diterima dari DPS pada masing-masing lembaga keuanga syariah.
DSN dapat memberikan teguran apabila lembaga yang bersangkutan
menyimpang dari standar syariah. DSN juga dapat menyampaikan saran
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kepada lembaga yang memiliki kewenangan, misalnya Bank Indonesia
dan Cabang Uang untuk memberikan disiplin sebagai kewenangan. (Sigit
Triandaru dan Totok Budisantoso, 2006: 156-157)

8. Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018

Pada tahun 2018, pemerintah Aceh mengesahkan Qanun Aceh Tahun
2018 yang berkaitan dengan lembaga keuangan syariah. Di dalamnya terdapat
pasal 2 ayat 1 yang menyebutkan bahwa lembaga keuangan syariah yang
beroperasi di Aceh harus berlandaskan pada Prinsip Syariah. Selain itu, ayat 2
mengatur bahwa semua transaksi keuangan di Aceh juga harus menggunakan
prinsip syariah.

Di pasal 3 ganun tersebut tertulis tentang asas-asas Lembaga Keuangan
Syariah yang meliputi:

O GCOR S IROBCTTE ORI, -

Keadilan (‘adalah);
Amanah;

Persaudaraan (ukhuwah);
Keuntungan;
Transparansi;

Kerjasama;

Kemudahan;
Keterbukaan;
Keberlanjutan; dan

10. Universal.

Tujuan pemerintah membuah ganun lembaga keuangan syariah adalah
sebagai berikut:

1:

w

Memperkuat pelaksanaan pembangunan ekonomi berbasis syariah di
Aceh.

mewujudkan ekonomi Aceh berbasis syariah.

Berperan sebagai dinamo pembangunan keuangan Aceh.
Mengumpulkan dan memberikan dukungan subsidi dan melengkapi
unsur-unsur lembaga keuangan berdasarkan standar syariah.

Sesuai dengan syariah, melakukan Kkegiatan sosial, termasuk
memanfaatkan aset agama untuk kemaslahatan umat.
Memberdayakan perluasan gaji lokal Aceh.
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7. Memperluas penerimaan untuk membiayai dan mendukung
organisasi daerah.

8. Menambah penguatan keuangan dan efisiensi daerah serta
membantu perluasan gaji individu dan bantuan pemerintah.

Berikut ini dicakup oleh Qanun pemerintah Aceh:

1. setiap orang muslim yang bertempat tinggal di Aceh atau unsur yang
sah melalui pertukaran mata uang di Aceh;

2. Setiap orang yang bukan orang Islam yang mengelola bursa di Aceh
dapat tunduk pada ganun ini;

3. setiap orang atau organisasi yang beragama selain Islam, serta setiap
bisnis atau badan hukum yang melakukan transaksi keuangan
dengan pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten atau kota

4. LKS yang berdomisili di Aceh; Dan

5. LKS di luar Aceh dengan kantor pusat di Aceh. %

9. Bank Syariah Indonesia (BSI)
2.1.9.1 Pendirian Bank Syariah Indonesia

Pada tanggal 1 Februari 2021 pukul 13.00 WIB, bertepatan dengan 19
Jumadil Akhir 1442 H, menandai sejarah bergabungnya Bank Syariah Mandiri,
BNI Syariah dan BRI Syariah menjadi satu kesatuan, yaitu PT Bank Syariah
Indonesia Tbk (BSI). Keunggulan ketiga bank syariah tersebut akan
digabungkan dalam merger ini untuk memberikan layanan yang lebih
komprehensif, jangkauan yang lebih luas, dan peningkatan kapasitas
permodalan. Ditopang dengan kerjasama dengan induk (Mandiri, BNI, BRI) dan
tanggung jawab pemerintah melalui Dinas BUMN, Bank Syariah Indonesia
dituntut memiliki pilihan untuk bersaing di tingkat dunia. Ide penggabungan
ketiga bank syariah tersebut adalah untuk mewujudkan sebuah bank syariah
yang dapat dibanggakan oleh masyarakat. Bank baru ini diharapkan menjadi
sumber energi baru bagi pertumbuhan ekonomi nasional dan membantu
masyarakat secara keseluruhan. Kehadiran Bank Syariah Indonesia juga

2% Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 Syariah
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merupakan cerminan dari perbankan syariah di Indonesia yang kekinian, umum,
dan berwawasan luas (Rahmatan Lil'Alamin). %*

Lembaga keuangan syariah adalah Bank Syariah Indonesia (BSI). Bank
ini dibaringkan pada 1 Februari 2021, tiga bank pembantu BUMN digabungkan
secara luas di bawah Dinas BUMN. BNI Syariah, BRI Syariah dan Mandiri
Syariah, ketiga bank tersebut dikonvergensi menjadi Bank Syariah Indonesia.
Dari Februari 2021 hingga Juni 2023 hampir tiga tahun. Kerangka sebenarnya
sudah diisolasi dari masing-masing induk, awalnya BNI Syariah induk dari BNI,
BRI Syariah induk dari BNI, BRI Syariah dari BRI, Bank Mandiri Syariah dari
Bank Mandiri sudah terasing dan berubah menjadi milik sendiri, bank syariah
terbesar di Indonesia. Perpindahan nasabah dan proses carry out berlangsung
dari Februari hingga 31 Oktober 2021, pada November 2021 sudah berkumpul
dan menjadi tradisi Bank Syariah Indonesia (BSI).

Surat dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) digunakan untuk meresmikan
Bank Syariah Indonesia (BSI). Surat dengan Nomor Dikeluarkan: SR-
3/PB.1/2021 tanggal 27 Januari 2021 sehubungan dengan penyerahan hibah
peleburan PT Bank Syariah Mandiri dan PT Bank BNI Syariah menjadi PT
Bank BRI Syariah Tbk dan hibah perubahan nama dengan menggunakan izin
usaha PT BRI Syariah Tbk berubah menjadi izin usaha PT Bank Syariah
Indonesia Thk sebagai bank campuran. Dengan keluarnya surat dari OJK ini,
semakin memperkuat situasi BSI untuk menyelesaikan latihan keuangan
mengingat ide syariah dan konsolidasi 3 bank pembentuk.

Sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di muka bumi, jelas
potensi industri uang syariah sangat menggembirakan mulai saat ini. Tentu saja,
hal ini dimungkinkan jika pemegang polis bekerja sama dan masyarakat umum
mengetahui transaksi halal berdasarkan syariah, yang tetap berpegang pada
prinsip ekonomi. Terjadinya ekspansi kritis pada produk dan administrasi
berbasis syariah di Indonesia akhir-akhir ini, membuat otoritas publik melihat
ini sebagai pilar utama ekonomi syariah di Indonesia. Sikap penuh harapan ini
membuat otoritas publik akhirnya menggabungkan 3 pengaturan bank syariah

2 B, « Sejarah Perseroan BSI”, https://ir.bankbsi.co.id/corporate history.html, diakses hari
senin, tanggal 05 Juni 2023.

% [lham, Bagian Pembiayaan Bank Syariah Indonesia, Wawancara dengan bagian pembiayaan
BSI di kantornya, tanggal 16 Mei 2023, Pukul 10.00.
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besar yang dibuat oleh BUMN, yaitu PT Bank Syariah Mandiri Thk, PT Bank
BNI Syariah Tbk, dan PT bank BRI Syariah Tbhk menjadi kekuatan lain yang
disebut Bank Syariah Indonesia.

2.1.9.2 Tujuan Penggabungan BSI

Alasan berdirinya BSI adalah untuk menjadi bank syariah terbesar,
menjadi market gauge di Indonesia dan memiliki keseriusan mendunia.

Motivasi di balik konsolidasi yang dilakukan BSI:

a). Kolaborasi yang luar biasa untuk lebih mengembangkan
administrasi bagi nasabah bank syariah

Dengan mengkonsolidasikan tiga bank syariah besar, tiga bank
administrasi pasti akan bergabung dalam satu cara untuk meningkatkan
peluang bisnis dan kemajuan perbankan syariah di Indonesia. Energi
koperasi yang muncul karena konsolidasi ini secara positif akan semakin
kuat dan sesuai dengan visi bank syariah di Indonesia nantinya.

b). Penyempurnaan prosedur bisnis Secara alami

akan mudah bagi pemerintah untuk mengawasi penerapan prinsip
syariah BSI, yang juga akan meningkatkan prosedur bisnis sesuai Syariah
yang telah berjalan dengan baik selama ini. Meski ada kesulitan dalam
hal blending client, tantangan ini bisa dibilang identik dengan proses
bisnis syariah yang ke depan akan semakin baik karena diawasi oleh satu
bank.

c). risiko para eksekutif

Para eksekutif BSI akan membatasi bahaya yang mungkin terjadi
dalam menangani bisnis keuangan di kemudian hari. Kiprah Bank
Mandiri yang terus bangkit dari konsolidasi empat bank terdahulu
merupakan gambaran bahwa bahaya finansial bisa diminimalisir jika
ketiga bank syariah milik negara ini digabung menjadi satu.

d). Sumber Daya Instansi

BSI akan memilih sumber daya yang terbaik untuk menjalankan
industri perbankan syariah lebih baik lagi dibandingkan jika beroperasi
sendiri dengan tiga entitas yang berbeda. Karena itu, setiap organisasi
dan dewan direksi akan menjadi unik. Akibatnya, setiap badan dan
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direksi akan terdiri dari profesional dan beroperasi di bawah naungan
kelembagaan tunggal dengan visi dan misi yang sama.

e). Penguatan teknologi digital

Bank Syariah Indonesia memiliki tanggung jawab untuk
menstandarkan teknologi syariah yang ada di Indonesia karena inovasi
dan pengembangan teknologi perbankan terus berlanjut. Harapannya,
inovasi komputerisasi yang dikembangkan oleh BSI dapat menjadi tolak
ukur kerangka inovasi data yang disusun secara syariah dalam skala
publik. Dalam hal inovasi, BSI telah membuat situs dan aplikasi portable
Bank Syariah Indonesia berbasis online yang memudahkan masyarakat
untuk mengaksesnya.?

2.1.9.3 Visi dan Misi Besar Bank Syariah Indonesia
Visi Bank Syariah Indonesia:
Menjadi Top 10 Bank Islam di Dunia
Mission:

a. Memungkinkan masyarakat Indonesia untuk mengakses layanan
keuangan syariah, melayani lebih dari 20 juta nasabah, dan
bertujuan untuk menjadi salah satu dari lima bank teratas di
negara ini pada tahun 2025, berdasarkan aset $500 juta atau lebih
dan nilai buku $50 juta.

b. Menjadi bank besar yang memberikan nilai terbaik bagi
pemegang saham. Lima besar bank paling menguntungkan di
Indonesia (ROE 18%) dan valuasi yang kuat (PB>2)

c. Menjadi perusahaan pilihan dan kebanggaan talenta terbaik
Indonesia Perusahaan yang berkomitmen untuk mengembangkan
karyawan dengan budaya berbasis kinerja dan memiliki nilai-nilai
yang kuat serta pemberdayaan masyarakat.?’

2.1.9.4 Struktur Organisasi Bank Syariah Indonesia

%6 B, Sejarah Perseroan BSI”, https://ir.bankbsi.co.id/corporate history.html, diakses hari
senin, tanggal 05 Juni 2023.

2T BSJ, « Sejarah Perseroan BSI”, https://ir.bankbsi.co.id/corporate history.html, diakses hari
senin, tanggal 05 Juni 2023.
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Dalam memudahkan berjalannya kepengurusan di Bank Syariah
Indonesia Kcp Sabang, membuat struktur organisasi sebagai berikut:

Branch Manager

Yulidin
A 4 A 4
Branch Operational Micro Business
Service Manager Relationship
M Igbal Harahap Rahmad Ilham
v l l A 4
Back Office Customer Teller Security
Wahyudin Service Maulina Zulfikar
Nedya Ismunanda

2.1.9.5 Produk-Produk Bank Syariah Indonesia
1. Individu
a. Tabungan

Beragam produk tabungan sesuai prinsip syariah

1) BSI Tabungan Bisnis

2) BSI Tabungan Classic

3) BSI Tabungan Easy Mudharabah
4) BSI Tabungan Easy Wadiah

5) BSI Tabungan Efek Syariah

6) BSI Tabungan Junior

7) BSI Tabungan Mahasiswa

8) BSI Tabungan Payroll
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9) BSI Tabungan pendidikan

10) BSI Tabungan Pensiun

11) BSI Tabungan Prima

12) Tabungan Rencana BSI

13) Tabungan Simpanan Pelajar BSI
14) Tabungan Smart BSI

15) Tabungan Valuta Asing BSI

16) TabunganKu BSI

17) Tapenas Kolektif BSI

b. Produk Haji dan Umroh

BSI menyadiakan beragam produk haji dan umrah unggulan
diantaranya:

1) Tabungan Haji Indonesia
2) Tabungan Haji Muda Indonesia

c. Produk Pembiayaan
Beragam produk pembiayaan sesuai syariah

1) Pembiayaan Bilateral financing

2) Pembiayaan Cash Collateral

3) Pembiayaan Distributor Financing

4) Pembiayaan Griya Hasanah

5) Pembiayaan Griya Konstruksi

6) Pembiayaan Griya Simuda

7) Pembiayaan Griya Swakarya

8) Pembiayaan Kredit Penyediaan Rumah Sejahtera
9) Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat Kecil

10) Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat Mikro

11) Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat Super Mikro
12) Pembiayaan Mitra Beragun Emas (Non Qardh)
13) Pembiayaan Mitraguna berkah

14) Pembiayaan Multiguna Hasanah

15) Pembiayaan Oto

16) Pembiayaan Pensiun Berkah

40



17) Pembiayaan Umrah
18) Pembiayaan Mitraguna Online

Produk Investasi Bank Syariah Indonesia
BSI juga menyadiakan bergam produk investasi yang berlandaskan
syariah

1) investasi Bancassurance

2) investasi Deposito Valas

3) investasi Deposito Valas

4) investasi Reksa Dana Syariah

5) investasi Cash Waqf Linked Sukuk Ritel (Sukuk Wakaf Ritel)
6) investasi Deposito Rupiah

7) investasi Referral Retail Brokerage

8) investasi SBSN Ritel

Produk Layanan Transaksi Transaksi
BSI menyediakan 2 produk dan layanan untuk menunjang transaksi

1) Giro Rupiah
2) Giro Valas

Produk yang bersangkutan dengan Emas
BSI menyediakan dua produk emas unggulan

1) Cicil Emas
2) Gadai Emas

Produk Penunjang Bisnis
BSI menyediakan Layanan bagi pelaku Usaha Kecil dan Mikro

1) Bank Guarantee Under Counter Guarantee
2) BSI Bank Garansi

3) BSI Cash Management

4) BSI Deposito Ekspor SDA
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5) BSI Giro Ekspor SDA

6) BSI Giro Optima

7) BSI Giro Pemerintah

8) BSI Pembiayaan Investasi

9) Giro Vostro

10) Produk Jasa Penagihan Transaksi Trade Finance Antar Bank
11) Produk Pembiayaan Yang Diterima (PYD)

h. Produk Khusus Prioritas
1) Prioritas
2) Private
3) BSI Safe Deposite Box (SDB)*®

2. Produk untuk Perusahaan
a. BSI Trade Finance & Service
1) Pembiayaan untuk Investasi
2) Penyelesaian untuk Wesel Ekspor
3) LC Issuance/SKDBN BSI
4) BSI Buyer Financing
5) BSI Distributor Financing
6) BSI Supplier Financing
7) BSI Bank Garansi

b. Pembiayaan untuk Perusahaan
1) Prioritas khusus perusahaan
2) Private khusus prusahaan
3) Safe Deposite Box khusus perusahaan

c. Simpanan untuk perusahaan
BSI menyediakan simpanan khusus perusahaan sesuai syariah islam
1) Giro SBSN khusus perusahaan

28 \www.bank bsi.co.id, diakses pada 05 Juni 2023, pukul 20.00
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2)
3)
4)

Deposito DHE SDA khusus perusahaan
Giro DHE SDA khusus perusahaan
Giro Optima khusus perusahaan

d. Cash Management Khusus Perusahaan

1)
2)

CMS Khusus Perusahaan
OPBS (SO/DO) Pertamina BSI

e. Tresuri khusus perusahaan

1)
2)
3)
4)

5)

Transaksi sukuk (khusus perusahaan)

Deposito On Call (DOC) (khusus perusahaan)

BSI Lindung Nilai Syariah (khusus perusahaan)

Transaksi Valuta Asing — Devisa Umum/Telegraphic Transfer
(khusus perusahaan)

Transaksi Valuta Asing — Uang Kertas Asing (Banknotes).
(khusus perusahaan)®

3. Digital Banking

a.

~ oo T a o giiSie &

-3._

BSI Mobile Banking

Buka Rekening Online BSI
Solusi Emas BSI

QRIS BSI

Cardless Withdrawal BSI
Debit Card BSI

Debit OTP BSI

ATM CRM BSI

Produk BSI Aisyah

Produk BSI Net

Produk BSI Jadi Berkah.id
Produk BSI Merchant Business
Produk BSI API Platform

2929 \syww.bank bsi.co.id, diakses pada 05 Juni 2023, pukul 20.00
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n. Produk BSI Smart Agent
0. Produk BSI Payment Point

4. Kartu BSI
a. Produk Kartu Pembiayaan
1) Hasanah Card Classic BSI
2) Hasanah Card Gold BSI
3) Hasanah Card Platinum BSI

b. Produk Kartu Debit
1) Debit GPN BSI
2) Debit OTP BSI
3) Debit Visa BSI
4) Kartu Debit Sabi
5) Debit Sabi BSI
6) Kartu Debit SimPel
7) Kartu Haji Visa.®

2.1.9.6 Fitur dan Fasilitas
1. Sesuai Tuntutan Syariah

BSI Hasanah Card adalah kartu pembiayaan yang berfungsi
seperti kartu kredit sesuai dengan prinsip syariah menggunakan akad
kafalah, gardh, dan ijarah yang insyaAllah membawa berkah. BSI
Hasanah Card tidak dapat digunakan di tempat maksiat dan untuk
pembelian produk-produk tidak halal seperti minuman beralkohol,
makanan mengandung daging babi, dil.

2. Biaya Ringan

BSI Hasanah Card menerapkan prinsip keadilan, biaya yang
dikenakan lebih ringan (tidak menganut prinsip bungan berbunga)

3. Diterima di Seluruh Dunia

%0 \www.bank bsi.co.id, diakses pada 05 Juni 2023, pukul 20.00
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BSI Hasanah Card adalah kartu yang berfungsi seperti kartu
pembiayaan  sehingga diterima di seluruh tempat usaha bertanda
MasterCard dan semua ATM yang bertandda CIRRUS di seluruh dunia.

Kemudahan Pembayaran

Dapat membayar tagihan BSI Hasanah Card melalui chanel
pembayaran yang tersedia pada Bank BNI, Bank Syariah Indonesia dan
Bank lain yang bekerja sama.

. Smarthill

Dapat melakukan pembayaran tagihan rutin bulanan secara
autodebet. Seperti pembayaran Telkom (area tertentu), Telkomsel, PLN,
PDAM, Indovision, First Media, Speedy, dll.

E-Billing Hasanah Card

Pendaftaran E-Billing dapat dilakukan melalui SMS ke 3346 dari nomor
yang terdaftar.

Format : EBS <Spasi> No Kartu <Spasi> Tgl Lahir
<ddmmyyy><Spasi> Alamat Email

. Aktivasi dan Reset PIN melalui SMS

Dapat menikmati kemudahan melakukan aktivasi dan reset PIN
dengan mengirimkan SMS ke 3346 dari nomor telepon yang terdaftar.

Format Aktivasi PIN:

AKT <Spasi> No Kartu <Spasi> Tgl Lahir (ddmmyyyy)
Format reset PIN:

RPIN <Spasi> No Kartu <Spasi> Tgl Lahir (ddmmyyyy)
Layanan Telepon 24 Jam Bank Syariah Indonesia Call

Bank Syariah Indonesia Call siap membantu setiap hari sepanjang tahun
melalui telepon 24 jam Bank Syariah Indonesia Call di nomor telepon
14040 dari semua ponsel.

Fasilitas SmartBill:

a. Pendaftaran akan dijalankan pada saat BSI Hasanah Card disetujui
dan telah melakukan aktivasi kartu.
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d.
e;

Pendaftaran smartBill pada tanggal 1 s/d 25 setiap bulannya akan
berlaku untuk bulan selanjutnya

Untuk memastikan apakah smartBill telah terdaftar dan/atau dapat
dijalankan, pemegang kartu wajib menghubungi layanan 24 jam
Bank Syariah Indonesia call kembali di 1440.

Fasilitas smartBill dikenakan biaya Rp. 5000,-

SmartBill Aetra Air berlaku di wilayah tertentu

Keunggulah BSI Hasanah Card

Keunggulan dari kartu kredit BSI Hasanah Card yaitu:

a.

Dikelola sesuai dengan prinsip syariah

b. Sudah menjadi partner transaksi hijrah hasanah

o

SR, S

Tidak bisa digunakan untuk transaksi pada merchant yang sifatnya
non-halal

Mencegah transaksi berlebih (israf)

Syarat penghasilan minimal cenderung kecil

Batas maksimal pemakaian tinggi

Dilengkapi berbagai fitur

Menyediakan banyak pilihan cara bayar angsuran

Terdapat banyak promo yang mendukung gaya hidup halal atau halal
lifestyle

Dapat digunakan dimana saja dan kapan saja pada merchant yang
sudah memiliki logo mastercard.

Tidak ada bunga, denda over limit maupun denda keterlembatan

Jasa Bank Syariah Indonesia

i

3.

Jaringan Pemasaran dan Layanan

Jaringan cabang Syariah terdiri dari 1.365 Kantor Cabang, sekitar
18.291 jaringan ATM, serta didukung lebih dari 20.000 pegawai
yang tersebar di seluruh Indonesia.

Jaringan Transaksi

Transaksi setor-tarik-transfer pada 1.365 cabang bank syariah
Indonesia (BSI) se-Indonesia.

Jaringan Elektronik
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a. Jaringan ATM terluas, 18.291 ATM Bank Syariah Indonesia,
12.000 atm bersama dan 6.291 ATM link.

b. Bank Syariah Indonesia Call 24 Jam 14040 melalui telepon
seluler

c. Internet Banking www.bankbsi.co.id

d. SMS Banking dengan nomor tujuan 3346

2.2 Pertumbuhan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)
2.2.1 Konsep Pertumbuhan

Pertumbuhan secara bahasa adalah bertambah baik secara kualitas dan
kuantitas.®* pertumbuhan ekonomi adalah bertumbuhnya produk domestik bruto
dalam rentang waktu tertentu.** Menurut pakar ekonomi islam Muhammad
Sadeq pertumbuhan ekonomi adalah pertumbuhan ekonomi yang terus menerus
yang berkontribusi terhadap kesejahteraan manusia.

Indikator keberhasilan pertumbuhan UMKM sesuai dengan yang
dikemukakan oleh Sumodiningrat adalah sebagai berikut:**

- Penyerapan tenaga kerja UMKM
- Modal UMKM
- Laba atau keuntungah yang diperoleh UMKM

Dalam penelitian ini, peneliti menjadikan indikator di atas sebagai bahan
untuk acuan dalam meneliti pertumbuhan UMKM setelah mendapatkan
restrukturisasi dari Bank Syariah Indonesia.

poo Tenaga Kerja
Restrukturisasi
Pembiavan Pertumbuhan
Peran BSI < Wi g Modal
Stimulus Pembiayaan UMKM
lewat Program KUR Laba

3! Imam A’lamah Ibn Mandzhur, Lisanu-I-Arab Jilid ke VIII, (Kairo: Daar El-Kutub, 2003),
hal. 71

32 Christoper Pass & Bryan Lowes, Kamus Lengkap Ekonomi, (Jakarta: Erlangga, 1998), p. 176
%3 Dr. Abul Hasan M. Sadeq, Op Cit, hal 16.

** Sumodiningrat, Gunawan. 1999, Pemberdayaan Masyarakat, Jakarta: PT.Gramedia Elex
Komputindo.
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2.2.2 Pengertian UMKM

Di Indonesia, pengertian UMKM diatur dalam Undang-Undang
Republik Indonesia No.20 Tahun 2008 tentang UMKM. 1 Pasal 1 undang-
undang tersebut menyatakan bahwa mikro usaha adalah organisasi yang
bermanfaat yang diklaim oleh orang maupun badan usaha perseorangan yang
memiliki aturan usaha mikro sebagaimana diatur dalam undang-undang.
Perusahaan perseorangan adalah usaha keuangan bermanfaat yang bersifat
tunggal, yang dilakukan oleh orang atau unsur usaha yang bukan pembantu atau
bukan pembantu yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian, baik secara
langsung maupun tidak langsung, dari organisasi menengah atau besar yang
memenuhi standar usaha mandiri sebagaimana disinggung dalam undang-
undang.

Jenis usaha ekonomi produktif yang disebut usaha mikro adalah usaha
yang berdiri sendiri dan dikelola oleh perorangan atau badan usaha yang bukan
merupakan anak perusahaan atau cabang usaha lain. Usaha ini tidak memiliki
atau menguasai, baik secara langsung maupun tidak langsung, atas miniatur,
kecil, atau organisasi besar lainnya, selama memenuhi standar sebagai usaha
mikro sesuai dengan definisi yang dinyatakan dalam undang-undang.

Pasal 6 undang-undang ini menentukan bahwa hasil penjualan tahunan
atau kekayaan bersih atau nilai aset (tidak termasuk tanah dan bangunan untuk
tempat usaha) adalah kriteria yang digunakan untuk mendefinisikan UMKM.
Berikut adalah kriteria usaha mikro, kecil dan menengah:

1. Usaha mikro adalah unit khusus yang memiliki sumber daya sekitar Rp.
50 juta (kecuali area dan bangunan untuk tempat usaha) dan pendapatan
tahunan berlanjut tidak melebihi Rp. 300 juta.

2. Usaha Kecil memiliki sumber daya lebih dari Rp. hingga maksimum Rp
50 juta 500 juta (kecuali area dan bangunan untuk tempat usaha), dengan
kesepakatan tahunan lebih dari Rp. 300 juta sampai dengan Rp.
2.500.000.000.

3. Usaha menengah adalah organisasi dengan total aset lebih dari Rp. 500
juta sampai dengan Rp. 100 miliar, dengan penjualan tahunan melebihi
Rp 2,5 miliar sampai dengan Rp. lima puluh miliar®

% Tambunan, Tulus T.H, UMKM di Indonesia (Bogor: Ghalia Indonesia, 2009), hal. 16-19
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2.2.3 Peranan Usaha Mikro Kecil dan Menengah

Dianggap bahwa Miniatur, Usaha Kecil dan Menengah (UMKM)
memainkan peran penting dalam pengembangan dan pertumbuhan ekonomi, di
negara-negara pertanian (NSB), tetapi juga di negara-negara berkembang (NM).
Di negara-negara maju, UMKM sangatlah penting, selain karena kelompok-
kelompok usaha ini yang paling banyak pekerja dibandingkan dengan
perusahaan-perusahaan besar (UB), seperti halnya di negara-negara
berkembang, dan kontribusi mereka terhadap pengaturan atau pertumbuhan
GDP (Gross Domestic produk) adalah yang terbesar dibandingkan dengan
koontribusi dari bisnis besar. ( Tambunan, 2009, hal. 1)

Kontribusi UMKM yang paling nyata adalah sebagai pendukung terbesar
meningkatnya PDB. Keunggulan bisnis kawasan UMKM adalah perluasan
pengiriman barang secara lokal. Barang-barang yang sudah ada tidak hanya
akan masuk ke pasar umum, tetapi juga barang-barang lokal bisa masuk ke pasar
global.

Perananan berikutnya adalah dengan adanya UMKM membuka pintu
lapangan pekerjaan. Tidak dapat dipungkiri bahwa kawasan UMKM secara
tidak langsung membuka pintu bagi individu untuk mendapatkan pekerjaan.
Pemerintah dapat mengambil manfaat dari ini dalam menurunkan tingkat
pengangguran saat ini.

Yang ketiga UMKM dapat menjadi solusi bagi masyarakat kelas
menengah. Modal yang diperlukan untuk membuka usaha dalam sektor UKM
ini adalah tidaklah susah. Bisa dikatakan mudah. Banyak sudah lembaga
pemerintah yang membantuk untuk memberikan bantuan dana modal dengan
jumlah nilai kredit yang kecil. Saat ini bank juga memberikan jaminan pinjaman
modal dengan nilai perkreditan yang kecil.

Dan yang keempat adala operasional yang fleksibel. Struktur
kepemimpinan dalam sektor UMKM relatif tidak besar. Setiap kepemimpinan
mempunyai wewenang dan tanggung jawab masing-masing. Tidak hanya itu,
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biasanya untuk bisnis sektor UMKM lebih cenderung memikirkan selera
konsumen dan trend yang berkembang saat ini.*

2.2.4 Kilasifikasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah

Usaha mikro, Kecil dan menengah merupakan (UMKM) merupakan
kelompok usaha yang perkembangannya paling besar. Dan disisi lain UMKM
sudah terbukt tahan di masa krisis ekonomi. Dan sudah menjadi kewajiban bagi
seluruh sektor untuk menguatkan kelompok usaha mikro kecil dan menengah
yang telah melibatkan banyak kelompok. UMKM dapat diklasifikasikan sebagai
berikut (Ade Resalawati, 2011: 31):

1. Kilasifikasi Livelhood Activities, adalah Usaha Mikro Kecil dan
Menengah (UMKM) yang hanya digunakan untuk mendapatkan
kesempatan kerja dan mencari nafkah, dengan kata yang lebih
umum biasa disebut sektor informal. sebagai contohnya adalah
pedagang kaki lima.

2. Kilasifikasi Micro Enterprise, merupakan Usaha Mikro Kecil dan
Menengah (UMKM) yang memiliki sifat pengrajin tetapi belum
masih belum mencapai level pada tahap kewirausahaan.

3. Kilasifikasi Small Dynamic Enterprise, adalah Usaha Mikro Kecil
dan Menengah (UMKM) yang telah mencapai level memiliki jiwa
kewirausahaan dan telah mampu menerima pekerjaan pada tingkat
subkontrak dan ekspor.

4. Kilasifikasi Fast Moving Enterprise, adalah Usaha Mikro Kecil dan
Menengah (UMKM) yang sudah mencapai pada tahap memiliki jiwa
kewirausahaan dan akan sedang melakukan transformasi menjadi
usaha besar (UB).

2.2.5 Karakteristik Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

Usaha kecil di Indonesia memiliki potensi besar untuk berkembang
karena pasar yang luas, bahan baku yang mudah diakses, dan tenaga kerja yang
besar, yang semuanya mendukung pertumbuhan mereka. Namun, seiring
berkembangnya usaha kecil rumahan, beberapa faktor perlu dipertimbangkan.

% Salman Alfarisi DKK, Peran UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) Dalam Meningkatkan
Kesejahteraan Masyarakat, Jurnal Dinamika Ekonomi Syariah, Vol 9, No 1, 2022.
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Pertama, pembangunan yang sukses harus disertai dengan praktik manajemen
yang efektif. Kedua, perencanaan yang tepat dapat meminimalkan kegagalan.
Ketiga, memperoleh pengetahuan dan keahlian akan memberikan kontribusi
bagi keberlangsungan usaha. Selain itu, manajemen sistem produksi yang efisien
dan efektif, serta pendekatan inovatif yang membedakan dari pesaing,
merupakan langkah penting untuk mengelola bisnis dengan sukses.

Menurut buku Pandji Anoraga, bidang usaha pada umumnya memiliki
ciri-ciri sebagai berikut:

1. Sistem pembukuan yang relatif sederhana, seringkali tidak mengikuti

standar prinsip akuntansi, dan terkadang tidak dimutakhirkan secara

berkala, sehingga sulit untuk mengevaluasi Kinerja bisnis.

Keuntungan yand didapatkan tipis ketatnya persaingan.

Modal yang ada terbatas.

Pengalaman manajerial yang terbatas dalam menjalankan perusahaan.

Skala ekonomi yang kecil, sehingga sulit untuk mencapai efisiensi

biaya jangka panjang.

6. Kemampuan pemasaran dan negosiasi yang terbatas, serta
diversifikasi pasar yang terbatas.

7. Terbatasnya akses dana dari pasar modal karena kendala administrasi.
Perusahaan yang mencari dana dari pasar modal harus mengikuti
prosedur administrasi standar dan memastikan transparansi.

Ol W N

Karakteristik usaha mikro menyiratkan adanya potensi kelemahan yang
dapat menimbulkan berbagai permasalahan, terutama terkait dengan
pembiayaan, yang mungkin tampak sulit untuk diselesaikan.

2.2.6 Kekuatan dan Kelemahan UMKM

UMKM memiliki beberapa kekuatan potensial yang menjadi dasar untuk
pengembangan di masa depan:

1. Mampu menyediakan lapangan kerja dengan signifikan, berperan
penting dalam menyerap hingga 50% tenaga kerja yang tersedia.

2. Berkontribusi pada pertumbuhan wirausaha baru karena dukungan
dari usaha kecil dan menengah.
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3. Memiliki segmen pasar yang unik, manajemen yang sederhana, dan
fleksibilitas dalam menghadapi perubahan pasar.

4. Memanfaatkan sumber daya alam sekitar, sering kali menggunakan
limbah atau hasil dari industri besar atau industri lainnya.

5. Memiliki  potensi untuk terus berkembang dan mampu
mengembangkan sektor lain yang terkait berkat berbagai upaya
pembinaan yang telah dilakukan.

Namun, UMKM juga menghadapi beberapa kelemahan yang sering
menjadi hambatan dan permasalahan:

Faktor Internal:;

1. Terbatasnya kemampuan sumber daya manusia.

2. Kendala dalam pemasaran produk karena lebih fokus pada aspek
produksi daripada pemasaran.

3. Kurangnya kepercayaan konsumen terhadap mutu produk UMKM,

4. Kendala permodalan karena mayoritas UMKM bergantung pada
modal sendiri yang jumlahnya terbatas.

Faktor Eksternal:

Masalah yang muncul dari pihak pengembang dan pembina UMKM,
seperti solusi yang tidak tepat sasaran, kurangnya monitoring, dan program yang
tumpang tindih.

Kesenjangan antara faktor internal dan eksternal menyebabkan beberapa
masalah, seperti kesulitan bagi UMKM untuk memperoleh kredit meskipun
berbagai upaya telah dilakukan untuk memudahkan prosesnya. Saat ini, masing-
masing lembaga atau institusi dengan fungsi yang sama berjalan sendiri-sendiri
tanpa koordinasi, menyebabkan kompleksitas dan kesulitan bagi UMKM untuk
memperoleh bantuan yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Meskipun
demikian, UMKM tetap menjadi penopang ekonomi dan menjadi roda
perekonomian yang penting dalam kenyataannya.

2.3 Corona Virus Desease 2019 (COVID-19)

Penyakit Coronavirus 2019 atau Covid-19 adalah penyakit yang
disebabkan oleh virus corona. Istilah "CO" berasal dari corona, "VI" dari virus,
dan "D" dari penyakit. Sebelum bernama Covid-19, penyakit ini disebut sebagai
novel coronavirus 2019 atau 2019-nCoV. Virus ini milik keluarga yang sama
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dengan Sindrom Pernafasan Akut Parah (SARS) dan beberapa virus flu biasa
(UNICEF, 2020).

Menurut Kemenkes R1 (2020), Covid-19 merupakan keluarga besar virus
yang dapat menyebabkan infeksi saluran pernapasan mulai dari yang ringan
hingga berat. Ini adalah penyakit zoonosis, artinya dapat ditularkan antara
hewan dan manusia. Virus ini pertama kali teridentifikasi di kota Wuhan, China,
pada November 2019. Covid-19 dapat menyebar dengan cepat dan
menyebabkan wabah Pneumonia global yang meluas. Organisasi Kesehatan
Dunia (WHO) menyatakan Covid-19 sebagai pandemi global pada 12 Maret
2020.

Sejak kasus pertama muncul di Wuhan, jumlah kasus Covid-19 di China
terus meningkat setiap hari, mencapai puncaknya pada Februari 2020. Awalnya,
sebagian besar kasus Pneumonia yang dilaporkan berasal dari provinsi Hubel,
namun virus tersebut dengan cepat menyebar ke negara lain. provinsi dan
akhirnya mencapai seluruh Cina. Karena penularannya yang cepat, WHO
menyatakan Covid-19 sebagai pandemi pada 12 Maret 2020. Thailand menjadi
negara pertama di luar China yang melaporkan kasus Covid-19, diikuti oleh
Jepang dan Korea Selatan, dan akhirnya menyebar ke negara lain. Indonesia
melaporkan kasus Covid-19 pertamanya pada 2 Maret 2020, dan jumlah kasus
terus meningkat sejak saat itu. Per 20 September 2021, Gugus Tugas Covid-19
melaporkan total 4.192.695 kasus terkonfirmasi positif dan 140.634 kematian di
34 provinsi (Kemenkes RI, 2020).

Dampak Corona Virus Desease 2019 Terhadap Perekonomian

Berdasarkan data Manulife Investment Management, Indonesia
mengalami penurunan suku bunga, penurunan di sektor-sektor utama seperti
pariwisata, transportasi penerbangan, properti, dan jaminan sosial, serta
penurunan GWM (Giro Wajib) atau cadangan wajib. saldo.

Di daerah-daerah yang menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar
(PSBB), perekonomian terkena dampak yang signifikan. Jakarta, salah satu
daerah yang menerapkan PSBB, telah menghitung skenario untuk memastikan
beberapa kegiatan ekonomi tetap berjalan. Skenario terburuk menunjukkan
bahwa sekitar 75% kegiatan ekonomi terhenti selama 14 hari, sehingga
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berdampak -2,78% terhadap Produk Domestik Bruto Daerah (PDRB) dan
penurunan pendapatan rumah tangga -2,77%.

Dampak terhadap ketenagakerjaan akan mengakibatkan PHK sebesar 1%
di berbagai sektor seperti perdagangan, hotel dan restoran, transportasi dan
komunikasi, jasa, industri, listrik, gas, air bersih, dan pertambangan. Pemutusan
hubungan kerja ini diprediksi akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi
sebesar -0,8%.

Lembaga nirlaba yang melayani rumah tangga akan mengalami
penurunan sekitar 1,78%, atau dalam skenario terburuk, 1,91%. Penurunan ini
disebabkan oleh investasi yang kurang positif (tumbuh 1%) atau perkiraan
penurunan terbesar sebesar 4% di sektor ekspor yang turun dari 14% menjadi
15,6%, dan impor yang turun dari 14,5% menjadi 16,65%.

Rumah tangga sangat terpengaruh oleh pandemi Covid-19 karena
banyak kegiatan ekonomi terhenti. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
(UMKM) dan korporasi juga terkena dampaknya, yang pada gilirannya
berimbas pada sektor keuangan.

Secara keseluruhan, dampak COVID-19 terhadap perekonomian
Indonesia sangat signifikan. Perlambatan ekonomi global dan kinerja industri
manufaktur mempengaruhi kinerja ekspor Indonesia. Penurunan produktivitas
ekonomi (20% hingga 25%) menyebabkan pertumbuhan ekonomi China anjlok
hingga 5%, mengakibatkan berbagai kondisi.

Kementerian Keuangan Republik Indonesia mencatat sedikitnya delapan
kerugian akibat penyebaran virus tersebut. Ini termasuk lebih dari 1,5 juta
karyawan mogok atau diberhentikan (PHK) pada 11 April. Indeks Manajer
Pembelian (PMI) Indonesia turun menjadi 45,3 pada Maret 2020, di bawah level
50. Lebih dari 12.703 penerbangan dibatalkan di 15 bandara dari Januari hingga
Februari, dengan 11.680 penerbangan domestik dan 1.023 penerbangan
internasional terpengaruh. Sektor penerbangan mengalami kerugian sekitar Rp.
207 miliar, dengan penerbangan China menyumbang Rp. 48 miliar dari jumlah
itu. Jumlah wisatawan turun menjadi 6.800 per hari, terutama wisatawan China.
Asosiasi hotel dan restoran memperkirakan bahwa tingkat hunian 6.000 hotel di
Indonesia dapat turun hingga 50%, yang mempengaruhi pariwisata devisa
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selama lebih dari setengah tahun. Total impor di Indonesia dari Januari hingga
Maret 2020 turun 3,7% year-to-date (YTD). Pada Maret 2020, inflasi tercatat
sebesar 2,96% year-on-year, antara lain didorong oleh kenaikan harga emas
perhiasan dan lonjakan beberapa harga pangan. Namun deflasi terpantau pada
beberapa komoditas seperti cabai dan tarif tiket pesawat.

Wabah virus corona di China juga berdampak pada perdagangan
pertanian Indonesia. Ekspor kelapa yang menjadi penyumbang signifikan ke
China, pada Februari 2020 turun hanya mencapai 84.000 ton. Ini merupakan
penurunan yang signifikan dibandingkan Januari yang mencapai 487.000 ton,
dan periode sepanjang 2019 yang mencapai 371.000 ton.

Dari sisi impor pangan, ketergantungan Indonesia terhadap bawang putih
dari China mengakibatkan impor hanya mencapai 23.000 ton pada Februari
2020. Angka ini juga turun drastis dibandingkan impor tahun sebelumnya
sebesar 538.000 ton (finance.detik.com, 17 Februari 2020) . Penurunan impor
terbesar dari China juga terjadi pada kelompok komoditas buah-buahan yang
turun sebesar 78,88% dari USD 160,4 juta menjadi USD 33,9 juta.

Sejak merebaknya virus Corona, Pemerintah Indonesia menerapkan
kebijakan pembatasan impor hewan hidup dari China dan menghentikan
penerbangan dari dan ke China mulai 5 Februari 2020. Langkah ini juga
berdampak pada sektor pariwisata Indonesia. Banyak perusahaan dan maskapai
penerbangan mengalami kerugian akibat penangguhan penerbangan dari dan ke
China. Sejak diberlakukan, jumlah wisatawan Tiongkok yang berkunjung ke
Bali mengalami penurunan. Pada 2019, dari 6,3 juta wisman, 1.185.519 atau
18,2% berasal dari Tiongkok. Namun, pada Januari hingga pertengahan Februari
2020, sebanyak 22.000 wisatawan Tiongkok membatalkan perjalanannya ke
Bali (Tribunnews, 2020), yang secara signifikan mempengaruhi perekonomian
provinsi Bali. ¥

Kebijakan Yang Dilakukan Pemerintah Dalam Menangani Pandemi
Covid-19

% Muh. Hamzah DKK, Jurnal Trilogi: Jurnal llmu Teknologi, Kesehatan dan Humaniora,
Lembaga Penerbitan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP3M) Unversitas Nurul
Jadid Probolinggo, September — Desember 2021.

55



Pada tanggal 31 Maret 2020, Presiden Republik Indonesia menerbitkan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020
(PERPPU 01/2020) tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem
Keuangan Untuk Mengatasi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Pandemi
dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional
dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan. Total alokasi anggaran untuk kebijakan ini
adalah Rp 405,1 triliun.

Pada 3 April 2020, Presiden menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres)
Nomor 54 Tahun 2020 tentang Revisi Susunan Rincian Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2020. Perpres ini merupakan tindak lanjut
dari Perpres tersebut. Perpu Nomor 1 Tahun 2020. Beberapa kementerian
mengalami pemotongan anggaran sebesar Rp 97,42 triliun. Namun, ada juga
kementerian yang mengalami peningkatan anggaran, seperti Kementerian
Pendidikan dan Kebudayaan yang anggarannya dinaikkan dari Rp 36 triliun
menjadi Rp 70 triliun, dan Kementerian Kesehatan yang anggarannya dinaikkan
dari Rp 57 triliun menjadi Rp 76 triliun.

Sektor Initial Reponses

1. Tim Reaksi Cepat (TGC) dibentuk di pintu masuk negara seperti
bandara, pelabuhan laut, dan perbatasan darat.

2. Pada 18 Januari 2020, Indonesia melakukan pemeriksaan kesehatan
di 135 titik di bandara, perbatasan darat, dan pelabuhan laut dengan
menggunakan alat pemindai suhu.

3. Kementerian Kesehatan (Kemkes) menunjuk sedikitnya 100 rumah
sakit rujukan yang sebelumnya digunakan untuk kasus flu burung.

4. Kemkes menyusun pedoman kesiapsiagaan berdasarkan pedoman
sementara dari World Health Organization (WHO).

5. Kemkes membentuk layanan kontak yang dapat diakses masyarakat
untuk menyampaikan informasi terkait Covid-19.

6. Pada tanggal 2 Februari 2020, Pemerintah Republik Indonesia
(Pemri) mengumumkan penundaan penerbangan dari dan ke China
daratan, terhitung mulai tanggal 5 Februari 2020 pukul 00.00 WIB.
Pada 4 Februari 2020, Pemri juga menghentikan sementara impor
hewan hidup dari China daratan.
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Pada tanggal 2 Februari 2020, Warga Negara Indonesia (WNI) asal
Provinsi Hubei, China, dipulangkan. Langkah sebelumnya meliputi
akses logistik di Wuhan dan pemberian bantuan dana kurang lebih
Rp 133 juta kepada WNI yang sebagian besar adalah pelajar. Badan
Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melalui Kementerian
Luar Negeri (Kemlu) dan KBRI Beijing juga mengirimkan masker
N-95 kepada WNI di China.

Terbitnya Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 7 Tahun 2020
tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 pada tanggal
13 Maret 2020, dan Keppres Nomor 9 Tahun 2020 tentang
Perubahan atas Keppres Nomor 7 Tahun 2020 pada bulan Maret 20,
2020.

Di bidang Kesehatan, sebesar Rp 75 triliun dialokasikan untuk beberapa
prakarsa sebagai berikut:

1.

Memastikan perlindungan tenaga kesehatan, terutama melalui
pembelian Alat Pelindung Diri (APD).

Pengadaan alat kesehatan yang diperlukan seperti test Kit, reagen,
ventilator, hand sanitizer, dan lain-lain, sesuai dengan standar yang
ditetapkan Kementerian Kesehatan.

Peningkatan fasilitas di 132 RS rujukan penanganan pasien Covid-
termasuk Wisma Atlet.

Memberikan insentif kepada dokter spesialis Rp 15 juta per bulan,
dokter umum Rp 10 juta per bulan, perawat Rp 7,5 juta per bulan,
dan tenaga kesehatan lainnya Rp 5 juta per bulan.

Memberikan santunan kematian kepada tenaga medis sebesar Rp
300 juta.

Memberikan dukungan kepada tenaga medis dan upaya kesehatan
lainnya.

Di bidang Sosial, sebesar Rp 110 triliun dialokasikan untuk beberapa
inisiatif sebagai berikut:

1.

Dukungan logistik berupa sembako dan bahan pokok senilai Rp 25
triliun.
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Perluasan Program Keluarga Harapan (PKH) menjadi 10 juta
Keluarga Penerima Manfaat (KPM), dengan pembayaran bulanan
mulai April. Ini akan menghasilkan peningkatan bantuan sebesar
25% dalam setahun.

Jumlah penerima Kartu Beras Miskin meningkat dari 15,2 juta
menjadi 20 juta, dengan manfaat dinaikkan dari Rp 150.000 menjadi
Rp 200.000 selama 9 bulan (meningkat 33%).

Anggaran program Kartu Prakerja ditingkatkan dari Rp 10 triliun
menjadi Rp 20 triliun dengan target menjangkau sekitar 5,6 juta
pekerja informal dan pemilik usaha mikro dan kecil. Penerima
manfaat akan mendapatkan insentif pasca pelatihan sebesar Rp
600.000, dengan biaya pelatihan sebesar Rp 1 juta.

Biaya listrik untuk 24 juta pelanggan 450VA akan dibebaskan
selama 3 bulan, dan pelanggan 900V A bersubsidi akan mendapatkan
diskon 50%.

Insentif tambahan diberikan untuk pembangunan perumahan
masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dengan nilai sampai
dengan Rp 175.000.

Kebijakan Insentif Fiskal dan Pajak senilai Rp 70,1 triliun mencakup
langkah-langkah sebagai berikut:

1s

Relaksasi batas maksimal defisit anggaran tahun 2020, 2021, dan
2022. Defisit anggaran tahun ini diprediksi sebesar 5,07%, melebihi
batas sebelumnya sebesar 3%.

Pajak penghasilan (PPH 21) ditanggung pemerintah 100% untuk
pekerja di sektor manufaktur dengan penghasilan tahunan sampai
dengan Rp 200 juta.

Pembebasan Pajak Penghasilan Impor (PPh Impor) untuk 19 sektor
tertentu, antara lain Wajib Pajak dengan Kemudahan Impor Tujuan
Ekspor (KITE) dan Wajib Pajak KITE Industri Kecil dan Menengah.
Pengurangan Pajak Penghasilan (PPh 25) sebesar 30% untuk sektor
tertentu dengan Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE) dan
Wajib Pajak KITE Industri Kecil dan Menengah.

Percepatan restitusi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk 19 sektor
tertentu guna menjaga likuiditas dunia usaha.
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6. Penundaan pembayaran pokok dan bunga selama enam bulan untuk
semua skema Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang terdampak COVID-
19.

7. Pengurangan tarif pajak penghasilan badan menjadi 22% untuk
tahun 2020 dan 2021, dan akan diturunkan lagi menjadi 20% mulai
tahun 2022.

8. Dukungan lain melalui pembiayaan anggaran untuk mendukung
pemulihan ekonomi.

Kebijakan Perdagangan Ekspor-Impor mencakup langkah-langkah
berikut:

1. Penyederhanaan pembatasan ekspor (lartas).

2. Penyederhanaan pembatasan impor (lartas).

3. Peningkatan kecepatan pelayanan dalam proses ekspor-impor melalui
ekosistem logistik nasional.

Stimulus Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) senilai Rp 150
triliun akan dilaksanakan melalui langkah-langkah sebagai berikut:

1. Memberikan stimulus kepada debitur berdasarkan penilaian kualitas
kredit sampai dengan RplO miliar dengan memperhatikan tingkat
ketepatan pembayaran.

2. Restrukturisasi seluruh kredit tanpa pembatasan plafon kredit.

3. Restrukturisasi kredit UMKM dengan fokus pada peningkatan kualitas
untuk segera mencapai kondisi lancar.

Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) merupakan Kkebijakan
pemerintah yang diatur dalam beberapa peraturan sebagai berikut:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial
Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus
Disease 2019 (Covid-19) ditetapkan pada tanggal 31 Maret 2020.
Peraturan ini memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk
melaksanakan PSBB di provinsi atau kabupaten/kota tertentu. Gubernur,
bupati, atau walikota dapat mengajukan PSBB ke Menteri Kesehatan.
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Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman
PSBB dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19 ditetapkan pada
tanggal 3 April 2020. Kebijakan PSBB mencakup beberapa aspek,
seperti: 1) Penutupan sekolah dan tempat kerja ; 2) Pembatasan kegiatan
keagamaan; 3) Pembatasan kegiatan di fasilitas/tempat umum; 4)
Pembatasan kegiatan sosial budaya; 5) Pembatasan moda transportasi;
dan 6) Pembatasan kegiatan lain yang berkaitan dengan aspek
pertahanan dan keamanan.

Pada 7 April 2020, Menteri Kesehatan menyetujui penerapan PSBB di
DKI Jakarta selama 14 hari. Selama PSBB, ojek online dilarang
mengangkut penumpang, dan jadwal kereta api komuter (KRL)
dievaluasi dan dikurangi. Di wilayah Jabodetabek, bantuan sembako
senilai Rp 200.000 disalurkan ke setiap keluarga. Selanjutnya, penerima
bantuan akan menerima Rp 600.000 per keluarga selama 3 bulan.

Di bidang Hukum:

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) telah
membebaskan 22.158 narapidana dan anak. Dari jumlah tersebut, 15.477
dibebaskan melalui program asimilasi. Sementara itu, 6.681 sisanya
diberikan kebebasan melalui program hak integrasi, termasuk
pembebasan bersyarat, cuti, dan pembebasan dini.

Kebijakan dan fasilitas lain yang diterapkan adalah:

Pemerintah Republik Indonesia (Pemri) telah mendirikan fasilitas
observasi, penampungan, dan karantina di Pulau Galang untuk
pengendalian infeksi Covid-19. Fasilitas ini berkapasitas 1.000 tempat
tidur dan telah siap digunakan sejak 6 April 2020.

Pada tanggal 23 Maret 2020, Wisma Atlet Kemayoran diresmikan dan
diubah menjadi RS darurat Covid-19. Fasilitas ini dilengkapi dengan
laboratorium, apotek, dan peralatan medis portabel. Rumah sakit darurat
ini mampu menampung hingga 3.000 tempat tidur.
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2.4  Peran Bank Syariah Indonesia terhadap Usaha Mikro Kecil
Menengah (UMKM)

Bank Syariah Indonesia langsung mendapatkan ujian diawal
kelahirannya pada tanggal 1 Februari 2021. Dimana pada saat itu pandemi covid
19 masih melanda di negara Indonesia. Segala kebijakan dalam rangka meredam
angka penularan dibuat oleh pemerintah seperti Pembatasan Sosial Berskala
Besar (PSBB). Kebijakan ini berdampak besar bagi segala lini kehidupan, salah
satunya adalah bidang ekonomi. Menyebabkan usaha-usaha terus merosot akibat
tidak ada pembeli dan berkurangnya konsumsi dari masyarakat. Dan apabila hal
ini dibiarkan tanpa ada penanganan, maka akan menyebabkan meningkatnya
pengangguran, dan menyebabkan meningkatnya kemiskinan yang ada di
Indonesia.

Kebijakan yang dibuat pemerintah dalam bidang keuangan dan stabilitas
negara dan stabilitas sistem keuangan untuk penanganan pandemi covid-19 atau
dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perkeonomian
nasional dan/atau stabilitas keuangan pada tanggal 31 maret 2020 yang tertulis
pada peraturan pemeintah pengganti UU No.1 Tahun 2020 (PERPPU 01/2020).
Dan ditindaklanjuti oleh Presiden dengan mengeluarkan (Perpres) No.54 Tahun
2020 tentang perubahan Postur Rincian dan APBN Tahun 2020. Salah satu dari
peraturan tersebut adala kebijakan terhadap Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
(UMKM) yang mendapatkan anggaran senilai 150 triliun, dengan kebijakan
sebagai berikut:

1. Peminjam akan mendapatkan stimulus berdasarkan penilaian
kualitas kredit, dengan maksimal 10 miliar, dengan
mempertimbangkan tingkat akurasi pembayarannya.

2. Seluruh kredit akan direstrukturisasi tanpa memperhatikan
plafon kredit.

3. Kredit UMKM akan direstrukturisasi dengan tujuan untuk
mencapai kualitas lancar.

Kebijakan pemerintah ini, merupakan angin segar bagi pelaku UMKM.
Karena permasalahan terbesar bagi UMKM di saat pandemi covid-19 adalah
masalah permodalan dan restrukturisasi terhadap kredit yang macet akibat
pandmei covid-19. Maka dalam hal ini, yang menjalankan kebijakan tersebut
adalah lembaga keuangan, dimana lembaga keuangan tersebut terbagi menjadi
lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non bank. Lembaga keuangan
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perbankan terbagi menjadi lembaga keuangan perbankan konvensional dan
syariah. Sesuai dengan ganun yang berlaku di Aceh mengharuskan untuk
menjalankan lembaga keuangan beroperasi dengan cara syariah. Dua lembaga
keuangan besar perbankan yang beroperasi di Aceh adalah Bank Syariah
Indonesia dan Bank Aceh Syariah.

Abul Hasan Muhammad Sadeq mengatakan bahwasanya pembiayaan
dengan sistem profit dan loss sharing yang diterapkan oleh bank syariah,
mempunyai potensial untuk meningkatkan keuntungan lebih dari pada sistem
yang diterapkan oleh bank konvensional. *® Karena sistem yang diterapkan oleh
perbankan syariah, itu haruslah secara jelas akadnya dan hanya ditujukan untuk
usaha yang bentuknya riil, baik dari sisi pendanaan maupun pembiayaan. Hal ini
sejalan dengan kebijakan pemerintah yang dikeluarkan saat pandemi yaitu
memudahkan pembiayaan bagi UMKM.

Restrukturisasi pembiayaan yang merupakan salah satu kebijakan
pemerintah, juga sejalan dengan hadits nabi Muhammad SAW:
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% Dr. Abul Hasan Muhammad Sadeq, Economic Develompment In Islam, (Malaysia: Pelanduk
Publications, 1990), hal. 7
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Dari Abu Hurairah radhiyallahu ‘anhu dia berkata: Rasulullah shallallahu
‘alaihi wa sallam bersabda: “Barangsiapa yang menghilangkan satu kesulitan
seorang mukmin yang lain dari kesulitannya di dunia, niscaya Allah akan
menghilangkan darinya satu kesulitan pada hari kdiamat. Barangsiapa yang
meringankan orang yang kesusahan (dalam hutangnya), niscaya Allah akan
meringankan baginya (urusannya) di dunia dan akhirat. Barangsiapa yang
menutupi aib seorang muslim, niscaya Allah akan menutupi aibnya di dunia dan
akhirat. Dan Allah akan senantiasa menolong hamba-Nya, selama hamba
tersebut mau menolong saudaranya. Barangsiapa yang menempuh satu jalan
untuk mencari ilmu, niscaya Allah akan memudahkan baginya jalan menuju
surga. Tidaklah suatu kaum berkumpul di salah satu rumah dari rumah—rumah
Allah (masjid), membaca kitabullah, saling mengajarkan di antara mereka,
melainkan akan turun kepada mereka ketenangan, diliputi oleh rahmat dan
dinaungi oleh para malaikat serta Allah akan menyebut—nyebut mereka di
hadapan makhluk yang berada di sisiNya. Barangsiapa yang lambat dalam
beramal, sungguh garis nasabnya tidak akan bisa membantunya.” (HR.
muslim: 2699)

Inti dari hadits di atas adalah barang siapa yang menghilangkan kesulitas
seorang mukmin di dunia, maka Allah akan menghilangkan kesulitannya di
dunia dan di akhirat. Kaitannya dengan penelitian ini adalah kebijakan
pemerintah dalam menstimulus permodalan dan merestrukturisasi pembiayaan
UMKM vyang terdampak covid-19 merupakan salah satu bentuk memudahkan
bahkan menghilangkan kesulitan seorang manusia di muka bumi yang dapat
mendatangkan keberkahan dan menghilangkan kesulitan di dunia dan di akhirat.

Dalam hal ini peneliti ingin meneliti peran Bank Syariah Indonesia yang
dalam keadaan ini sebagai eksekutor kebijakan yang telah dibuat oleh
pemerintah. Bagaimanakah peran BSI dalam menumbuhkan UMKM di masa
pandemi? dalam hal ini peran yang ingin peneliti adalah apakah KUR dapat
menumbuhkan UMKM? Dan apakah rekstruturisasi kredit membuat UMKM
bertumbuh?

2.5  Restrukrisasi Pembiayaan

2.5.1. Ketentuan Restrukturisasi Pembiayaan
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Restrukturisasi kredit adalah upaya yang dilakukan oleh bank untuk membantu
nasabah dalam memenuhi kewajibannya, yang dapat mencakup tindakan sebagai
berikut:

1. Rescheduling: Mengubah jadwal atau durasi pelunasan kewajiban
nasabah.

2. Reconditioning: Melakukan perubahan sebagian atau seluruhnya
terhadap termin pembiayaan, seperti mengubah jadwal pembayaran,
jumlah cicilan, jangka waktu, atau pemberian diskon tanpa menambah
sisa kewajiban nasabah yang belum terhutang kepada bank.

3. Restrukturisasi: Melampaui penjadwalan ulang atau rekondisi,
restrukturisasi melibatkan berbagai tindakan, termasuk:

a). Menambah dana pada fasilitas pembiayaan bank.

b). Konversi perjanjian pembiayaan.

€). Mengonversi pembiayaan menjadi sekuritas syariah jangka
menengah.

d). Mengubah pembiayaan menjadi penyertaan modal sementara
di perusahaan pelanggan.

Surat Berharga Syariah Jangka Menengah adalah instrumen investasi
berdasarkan prinsip syariah yang lazim diperdagangkan di pasar uang dan/atau pasar
modal berjangka dengan jangka waktu 3 sampai dengan 5 tahun, dengan menggunakan
akad mudharabah atau musyarakah.

Penyertaan modal sementara adalah penyediaan dana atau surat berharga
syariah yang bersifat sementara, seperti pembelian saham atau konversi pembiayaan
menjadi saham di perusahaan nasabah untuk mengatasi kegagalan penyaluran dana
dan/atau piutang dalam jangka waktu tertentu, sebagaimana diatur dalam peraturan
perundang-undangan yang berlaku. Peraturan Bank Indonesia.

Bank wajib berhati-hati dalam melaksanakan restrukturisasi utang. Mereka
harus mengambil langkah-langkah untuk memastikan bahwa kualitas pembiayaan tetap
sehat setelah proses restrukturisasi.

Bank dilarang melakukan restrukturisasi pembiayaan dengan tujuan
untuk menghindari:

1. Penurunan penggolongan kualitas pembiayaan
2. Pembentukan penyisihan penghapusan aktiva (PPA) yang lebih besar
3. Penghentian pengakuan pendapatan margin atauujrah secara aktual
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Restrukturisasi pembiayaan hanya dapat dilakukan berdasarkan
permintaan tertulis dari nasabah.

Restrukturisasi pembiayaan berlaku bagi nasabah yang memenuhi
Kriteria sebagai berikut:

1 Nasabah mengalami penurunan kemampuan pembayaran.
2 Nasabah dengan prospek usaha yang menjanjikan dan kemampuan untuk
memenuhi kewajiban setelah restrukturisasi.

Restrukturisasi pembiayaan terbatas pada pembiayaan dengan kualitas
kurang lancar, diragukan, atau macet. Proses tersebut harus didukung oleh
analisis yang terdokumentasi dengan baik dan bukti yang memadai.

Pembiayaan hanya dapat direstrukturisasi maksimal tiga kali dalam
jangka waktu perjanjian pembiayaan awal. Restrukturisasi selanjutnya hanya
dapat dilakukan paling lambat enam bulan setelah restrukturisasi sebelumnya.

Untuk nasabah dengan beberapa fasilitas pembiayaan dari bank,
restrukturisasi dapat diterapkan pada masing-masing pembiayaan Secara
terpisah.*

Perlakuan Akuntansi Restrukturisasi

Selama pelaksanaan restrukturisasi pembiayaan, bank wajib menerapkan
perlakuan akuntansi sesuai dengan standar dan pedoman akuntansi keuangan
perbankan syariah yang berlaku di Indonesia.

Prinsip Syariah Restrukturisasi

Restrukturisasi pembiayaan dilakukan sesuai dengan fatwa Majelis
Ulama Indonesia yang berlaku.

Kebijakan dan Prosedur Restrukturisasi

% perauran Bank Indonesia Nomor: 10/18/PBI1/2008 Tentang Restrukturisasi Pembiayaan Bagi
Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, Bab 1 Pasal 1 — Bab Il Pasal 7.
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Bank harus memiliki kebijakan tertulis dan Standard Operating
Procedure (SOP) mengenai restrukturisasi pembiayaan yang harus dikaji dan
disetujui oleh direksi dan dewan pengawas syariah. Pelaksanaan kebijakan
restrukturisasi pembiayaan harus diawasi secara aktif oleh komisaris.

Penetapan Kualitas Pembiayaan

Kualitas pembiayaan setelah dilakukan restrukturisasi ditetapkan sebagai
berikut:

1. Paling tinggi kurang lancar untuk pembiayaan yang sebelum
dilakukan restrukturisasi tergolong diragukan atau macet

2. Kualitas pembayaan tidak berubah untuk pembiayaan yang sebelum
dilakukan restrukturisasi tergolong kurang lancar.

Kualitas pembiayaan setelah dilakukan restrukturisasi dapat:

1. Menjadi lancar, apabila tidak terdapat tunggakan selama 3 (tiga)
periode pembayaran pokok dan/atau marjin/bagi hasil/fee/ujrah
secara Dberturut-turut sesuai dengan perjanjian restrukturisasi
pembiayaan; atau

2. Menjadi sama dengan kualitas pembiayaan sebelum dilakukan
restrukturisasi atau menjadi lebih buruk apabila nasabah tidak
memenuhi Kkriteria dan/atau syarat dalam perjanjian restrukturisasi
pembiayaan dan/atau pelaksanaan restrukturisasi pembiayaan tidak
didukung dengan analisis dan dokumentasi yang memadai;

3. Dalam hal jangka waktu pembayaran pokok dan/atau margin/bagi
hasil/fee/ujrah kurang dari 1 (satu) bulan, peningkatan kualitas
menjadi lancar dapat dilakukan paling cepat dalam waktu 3 (tiga)
bulan sejak dilakukan restrukturisasi pembiayaan;

4. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1, angka 2, dan angka
3 berlaku juga untuk restrukturisasi pembiayaan kedua dan ketiga.

Jika pembiayaan telah direstrukturisasi lebih dari 3 (tiga) kali, maka
pembiayaan tersebut diklasifikasikan sebagai non-performing sampai dengan
lunas seluruhnya.
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Pembiayaan yang direstrukturisasi dengan masa tenggang pembayaran
akan memiliki klasifikasi kualitas sebagai berikut:

a. Selama masa tenggang, kualitas mengikuti kualitas pembiayaan
sebelum dilakukan restrukturisasi; Dan

b. Setelah masa tenggang berakhir, kualitas pembiayaan mengikuti
klasifikasi kualitas sebelumnya.

Untuk Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, kualitas
pembiayaan yang direstrukturisasi harus dinilai berdasarkan prospek usaha,
kinerja nasabah, dan/atau kemampuan membayar, sesuai klasifikasi nasabah,
setelah 1 (satu) tahun sejak Kklasifikasi kualitas ditetapkan. Untuk BPRS,
penilaian akan didasarkan pada ketepatan dan/atau kemampuan membayar
kewajiban nasabah.

Tata cara restrukturisasi pembiayaan adalah sebagai berikut:

Pembiayaan berupa piutang dengan akad murabahah atau istishna’,
mudharabah atau musyarakah, ijarah atau jarah muntahiyah bittamlik, atau
salam dapat direstrukturisasi melalui:

1. Penjadwalan Ulang
2. Rekondisi, dan
3. Restrukturisasi.

Pembiayaan dalam bentuk piutang qardh dan ijarah dapat
direstrukturisasi melalui:

1. Penjadwalan Ulang; Dan
2. Rekondisi.

Restrukturisasi pembiayaan melalui restrukturisasi, seperti konversi
pembiayaan menjadi surat berharga syariah jangka menengah dan penyertaan

modal sementara, tidak berlaku bagi BPRS.

Bank harus melepaskan penyertaan modal sementara jika:
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1. Telah mencapai jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun; atau
2. Perusahaan pelanggan dengan penyertaan modal sementara telah
mencapai laba kumulatif.

Bank harus menghapus penyertaan modal sementara dari pembukuannya
apabila telah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun.

Dasar Hukum Restrukturisasi

Dasar hukum restrukturisasi pembiayaan Murabahah terdiri dari dua
kategori:

a. Restrukturisasi tanpa mengubah akad Dasar fikih untuk jenis
restrukturisasi ini meliputi:

» Fatwa DSN No0.46/DSN/MUI/I1/2005 tentang Potongan Piutang
Murabahah (Alkhasm fi al-Murabahah).

» Fatwa DSN No. 47/DSN/MUI/11/2005 tentang Konversi Akad
Murabahah.

b. Restrukturisasi dengan mengubah akad Dasar fikih untuk jenis
restrukturisasi ini meliputi:

» Fatwa DSN No. 48/DSN/MUI/2005 tentang Penjadwalan
Kembali Piutang Murabahah.

» Fatwa DSN No. 49/DSN/MUI/2005 tentang Konversi Akad
Murabahah.

Kedua kategori restrukturisasi tersebut diatur oleh peraturan operasional:

» SK Dir Bl. N0.31/150/Dir/1998 tentang Restrukturisasi Kredit.
» Dir Bl. N0.2/15/2000 tentang Restrukturisasi Kredit.

» PBI No0.5/7/2003 tentang KAP bagi Bank Syariah.

» PBI N0.5/9/2003 tentang PPAP bagi Bank Syariah.

» PAPSI 2003.
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Restrukturisasi pembiayaan Murabahah dapat dilakukan dengan

ketentuan sebagai berikut:

a)

b)

d)

Pemberian Keringanan

» Diskon pada total kewajiban pembayaran.
» Diskon pelunasan lebih awal atau pada saat jatuh tempo (Fatwa DSN
MUI No. 46/2005 dan No 23/2005).

Penjualan Objek Transaksi:

Obyek tersebut pada prinsipnya menjadi milik nasabah.

Obyek murabahah dijual ke bank atau melalui bank.

Dari hasil penjualan, nasabah melunasi sisa utangnya dengan pihak bank.
Kewajiban nasabah yang tersisa adalah sisa harga jual (pokok dan
margin), namun bank dapat memberikan diskon pelunasan (Fatwa DSN
MUI No. 47/2005).

YV V V

Perpanjangan Jangka Waktu: Perpanjangan angsuran atau penundaan
pelunasan tidak bolen mengubah harga jual (Fatwa DSN MUI No.
48/2005).

Konversi Akad: Mengubah akad dengan cara memutus akad Murabahah
terlebih dahulu dan membuat akad baru, seperti
Mudharabah/Musyarakah/IMBT (Fatwa DSN MUI No. 49/2005).

Ta'widh: Pengeluaran riil untuk pengumpulan pembayaran yang sah (Fatwa
DSN MUI No. 43/2005).

Restrukturisasi Pembiayaan dengan Tidak Mengubah Akad untuk

Akad Murabahah

a)

Restrukturisasi Pembiayaan Murabahah Tanpa Mengubah Akad:

Fatwa DSN No.46 Tahun 2005 : Bank dapat memberikan potongan atas
kewajiban pembayaran kepada nasabah yang telah membayar angsuran
tepat waktu atau nasabah yang mengalami penurunan kemampuan
membayar. Diskon tidak harus disepakati dalam kontrak.
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b) PAPSI 2003, hal 1V.197, Butir 2.b.1)f: Apabila transaksi Murabahah
mendapat pelunasan lebih awal dari nasabah dan bank memberikan diskon,
maka diskon tersebut harus langsung mengurangi pendapatan margin
Murabahah atau diakui sebagai sebagai 'diskon pelunasan' dan dicatat
sebagai pengurang dari 'pendapatan marjin murabahah' di laporan laba rugi.

c) PAPSI 2003, hal 111.33, Butir 3f: Bank dapat memberikan potongan harga
apabila nasabah melakukan pembayaran tepat waktu atau membayar lebih
awal dari waktu yang telah disepakati, dengan ketentuan potongan harga
tidak disepakati dalam akad, dan besarnya potongan harga ditentukan oleh
kebijakan bank.

SK Dir Bl. N0.31/150/Dir/1998 tentang Restrukturisasi Kredit, Pasal 1:
Restrukturisasi kredit adalah upaya yang dilakukan oleh bank untuk memenuhi
kegiatan usaha perkreditannya agar debitur dapat memenuhi kewajibannya,
antara lain dengan menurunkan tingkat bunga, mengurangi tunggakan bunga
atau pokok , perpanjangan jangka waktu kredit, penambahan fasilitas kredit,
pengalihan harta debitur sesuai ketentuan yang berlaku, dan konversi kredit
menjadi penyertaan modal sementara pada perusahaan debitur.

Mengubah Akad, menggunakan Akad Fikih yang beda padarestrukturisasi
pembiayaanMurabahah

Restrukturisasi dengan Konversi Akad Pembiayaan Murabahah:

1) Fatwa DSN No. 49/2005: Akad Murabahah diakhiri dengan menjual
objek Murabahah kepada bank dengan harga pasar. Nasabah melunasi
sisa utang dari hasil penjualan. Apabila hasil penjualan melebihi sisa
utang, maka kelebihannya dapat digunakan sebagai uang muka akad
baru, seperti ljarah/Mudharabah/Musyarakah. Jika hasil penjualan lebih
rendah dari sisa hutang, maka sisa hutang tetap ada dan cara
penyelesaiannya disepakati antara bank dan nasabah.

2) Bank Syariah (LKS) memiliki opsi untuk membuat akad baru dengan
eks nasabah Murabahah, mengacu pada akad berbasis fikih sebagai
berikut:

» IMBT (Islamic Medium-Term Note) berdasarkan Fatwa DSN No.
27/2002 tentang IMBT.
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» Mudharabah berdasarkan Fatwa DSN No. 07 Tahun 2000 tentang
Pembiayaan Mudharabah (giradh).

» Musyarakah berdasarkan Fatwa DSN No. 08/2000 tentang
Pembiayaan Musyarakah.

a) Pilihan ini sesuai dengan peraturan SK Dir Bl. N0.31/150/Dir/1998
tentang Restrukturisasi Kredit, Pasal 1: (i) Menurunkan suku bunga
kredit; (ii) Mengurangi bunga yang telah jatuh tempo; (iii) Mengurangi
tunggakan pokok; (iv) Memperpanjang tenor kredit; (v) Menambah
fasilitas kredit; (vi) Mengambil alih harta debitur yang telah ditetapkan;
(vil) Mengubah kredit menjadi penyertaan modal sementara pada
perusahaan debitur.

Konversi ini sejalan dengan Fatwa DSN MUI No. 49 Tahun 2005 yang
mendefinisikan proses restrukturisasi pembiayaan Murabahah sebagai
berikut:

1. NCC (No Change Contract) 2) Sale NUC (New Use Contract):
Konversi Murabahah menjadi Mudharabah/Musyarakah. Penjelasan: 1)
Hentikan Murabahah menjadi IMBT; 2. NCC 3) Melunasi Hutang 4)
Membuat akad baru Objek murabahah (NCC/NUC).*

Restrukturisasi Menurut Hukum Perikatan Islam

Restrukturisasi yang dilakukan oleh bank syariah di masa pandemi
COVID-19 sebagaimana diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No.
16/POJK.03/2014, khusus diberikan kepada nasabah yang mengalami kesulitan
dalam memenuhi kewajibannya kepada bank karena dampak COVID-109.
Tindakan ini dilakukan untuk memenuhi tujuan awal dari perjanjian kontraktual
antara nasabah dan bank, yang bertujuan untuk membentuk suatu akibat hukum
atau maksud bersama yang ingin dicapai oleh kedua belah pihak melalui kontrak
tersebut. Karena kontrak bersifat mengikat, debitur wajib memenubhi
pembayaran angsuran dalam jangka waktu yang telah disepakati sesuai dengan
kesepakatan bersama.

0 Ramadhani Irma, Restrukturisasi Pembiayaan Murabahah, Mudharabah dan Musyarakah di
Bank Syariah Ditinjau dari Perspektif Hukum, Adliya, Vol 8 No.1, Edisi: Januari-Juni 2014.
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Konsep hukum kontrak dalam Islam digambarkan melalui pengertian
“perikatan” (kewajiban) dan “hak” (hak) bagi masing-masing pihak yang
terlibat. Inti dari konsep ini terletak pada kenyataan bahwa kedua belah pihak
memiliki hak dan kewajiban yang harus mereka patuhi.**

Dampak Restrukturisasi Terhadap UMKM

Menurut jurnal yang ditulis oleh Aulia Khasanatus Sa‘adah dan
koleganya, yang berjudul "Dampak Restrukturisasi KreditPembiayaan terhadap
Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) pada Sektor UMKM," restrukturisasi
yang dilakukan oleh bank dalam berbagai bentuknya dapat membantu UMKM
untuk mengembangkan kembali usahanya dan mampu membayar cicilannya.
Restrukturisasi pembiayaan juga dapat mencegah bank dari mengalami
pembiayaan macet yang berujung pada kerugian bagi bank.

Ketika kredit tidak dapat dibayarkan, hal ini menyebabkan kerugian bagi
bank karena bank kehilangan pendapatan dari margin pembiayaan tersebut. Jika
terjadi kerugian, hal ini bisa menyebabkan kebingungan dalam laporan
keuangan bank. Misalnya, jika dalam laporan keuangan sudah mencatat
pembiayaan sebagai pendapatan margin yang harus dibayar dimuka, maka
pembiayaan tersebut tidak dapat lagi dicatat sebagai kerugian.*?

Dampak implementasi restrukturisasi pembiayaan terhadap likuiditas
bank syariah pada situasi covid-19 dalam jurnal el Barka: Journal of Islamic
Economic and Business yang ditulis oleh Abdul Kholig dkk. Mengatakan
bahwasanya restrukturisasi berdampak posifitf terhadap likuiditas bank syariah.

* Rizqi Jauharotul Amalia, “Restrukturisasi Pembiayaan Pada Bank Syariah Di Masa Pandemi
Covid-19 Perspektif Hukum Perikatan Islam”, Kunuz: Journal of Islamic Banking and Finance
Vol. 1, No.2 (2021):107-119

*2 Aulia Khasanatus Sa’adah “Dampak Restrukturisasi Kredit Terhadap Bank Pembiayaan
Rakyat Syariah (BPRS) pada sektor UMKM?” Istithmar: Jurnal Studi Ekonomi Syariah Volume
6 Nomor 1 Juni 2022.
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Walaupun dari bulan maret sampai dengan bulan agustus masih tergolong
lemah, namun di bulan September 2020 terhadi perbaikan.*®

2.6  Kredit Usaha Rakyat (KUR)

Kredit Usaha Rakyat (KUR) sesuai yang dituliskan dalam peraturan
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Komite Kebijakan
pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah adalah kredit/pembiayaan
modal kerja dan/atau investasi kepada debitur usaha yang produktif dan layak
namun belum memiliki agunan tambahan atau agunan tambahan belum cukup.
KUR disalurkan oleh bank atau lembaga keuangan yang ditunjuk untuk
menyalurkan KUR. KUR dijamin oleh perusahaan penjamin yang ditunjuk
untuk memberikan penjaminan KUR. Suku bunga adalah tingkat bunga yang
dikenakan dalam pemberian KUR.

Tujuan Pelaksanaan KUR
Pelaksanaan KUR bertujuan untuk:

1. Meningkatkan dan memperluas penyaluran KUR kepada jusaha
produktif

2. Meningkatkan kapasitas daya saing usaha mikro, kecil, dan
menengah; dan

3. Mendorong pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja

Penerima KUR

Penerima KUR adalah individu/perseorangan atau badan hukum yang
melakukan usaha produktif berupa:

1. Usaha mikro, kecil, dan menengah
2. Calon Tenaga kerja Indonesia yang akan bekerja di luar negeri;

* Abdul Kholig, “Dampak Implementasi Restrukturisasi Pembiayaan Terhadap Likuiditas Bank
Syariah Pada Situasi Pandemi Covid-19”, el-Barka: Journal of Islamic Economic and Business
Vol. 3, Februari 2020.
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3. Anggota keluarga dari karyawan/karyawati yang berpenghasilan
tetap atau bekerja sebagai Tenaga Kerja Indonesia;

4. Tenaga Kerja Indonesia yang purna bekerja di luar negeri; dan

5. Pekerja yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja.

Penyalur KUR

Penyalur KUR adalah bank atau lemba keuangan bukan bank yang
disetujui oleh komite kebijakan pembiayaan bagi usaha mikro, kecil dan
menengah.

Persyaratan bank atau lembaga keuangan bukan bank yang dapat
ditetapkan sebagai penyalur KUR adalah:

1. Memenuhi kriteria bank dan/atau lembaga keuangan bukan bank
sehat dan informasi Kinerja dari Otoritas Jasa Keuangan;

2. Melakukan kerjasama dengan perusahaan penjamin dalam
penyaluran KUR; dan

3. Memiliki online system data Kur dengan perusahaan penjamin dan
sistem informasi sistem program.

Setelah memenuhi syarat yang ditentukan diatas, bank atau lembaga
keuangan bukan bank dapat mengajukan keikutsertaan sebagai penyalur KUR
kepada komite kebijakan pembiayaan bagi usaha mikro, kecil dan menengah.

Penjamin KUR

Penjamin KUR adalah perusahaan penjamin yang disetujui oleh komite
kebijakan pembiayaan bagi usaha mikro, kecil dan menengah. Perusahaan
penjamin untuk dapat ditetapkan sebagai penjamin KUR, memiliki persyaratan
sebagai berikut:

74



1. Memenuhi kriteria perusahaan penjamin yang sehat sesuai ketentuan
dan kriteria dari otoritas jasa keuangan; dan

2. Memiliki online system data KUR dengan penyalur KUR dan Sistem
Informasi Kredit Program.

Perusahaan penjamin yang memenuhi persyaratan diatas dapat
mengajukan keiikutsertaan sebagai penjamin KUR kepada Komite Kebijakan
Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Perusahaan penjamin
yang disetujui sebagai penjamin KUR oleh Komite Kebijakan Pembiayaan bagi
Usaha Mikro, Kecil dan Menengah ditetapkan dengan keputusan menteri
koordinator bidang perekonomian selaku Ketua Komite Kebijakan Pembiayaan
Bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

Agunan

agunan pokok KUR adalah usaha atau obyek yang dibiayai oleh KUR.
Agunan tambahan untuk KUR Mikro dan untuk KUR penempatan Kkerja
Indonesia tidak diwajibkan dan tanpa perikatan. Dan agunan tambahan untuk
KUR ritel sesuai penilaiannya penyalur KUR.

Jenis Penyaluran KUR

KUR yang disalurkan oleh penyalur KUR sebagaimana dimaksud pada
pasal 4, terdiri atas:

1. KUR Mikro
2. KUR Ritel; dan
3. KUR Penempatan Tenaga Kerja Indonesia

Penyaluran KUR Mikro

KUR Mikro diberikan kepada penerima KUR dengan jumlah paling
banyak sebesar Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah). Suku bunga KUR
Mikro sebesar 12% (dua belas perseratus) efektif pertahun atau disesuaikan
dengan suku bungan flat yang setara.
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Jangka waktu KUR mikro adalah sebagai berikut:

1. Paling lama 3 (tiga) tahun untuk kredit/pembiayaan modal kerja; atau
2. Paling lama 5 (lima) tahun untuk kredit/pembiayaan investasi

Calon penerima KUR mikro yang sedang menerima KUR Mikro tetap
dapat memperoleh tambahan kredit/pembiayaan dengan total pinjaman sebesr
25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Untuk skema kredit/pembiayaan investasi dengan kredit/pembiayaan
investasi dan  kredit/pembiayaan = modal  kerja  dengan
kredit/pembiayaan modal kerja diijinkan; dan

2. Pemberian kredit/pembiayaan investasi dan kredit/pembiayaan modal
kerja dapat dilakukan bersamaan KUR Mikro.

Calon penerima KUR Mikro hanya dapat menerima KUR Mikro dengan
total akumulasi plafon KUR Mikro termasuk suplesi atau perpanjangan paling
banyak sebesar RP. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) dari penyalur
KUR.

Penyalur KUR mikro wajib melakukan pengecekan calon penerima
KUR melalui sistem informasi Debitur Bank Indonesia. Dalam hal calon
penerima KUR Mikro berdasarkan pengecekan masih memiliki baki debet
kredit/pembiayaan produktif dan kredit/pembiayaan program diluar KUR yang
tercatat pada sistem informasi Debitur Bank Indonesia tetapi yang bersangkutan
sudah melunasi pinjaman, diperlukan surat keterangan Lunas/Roya denga
lampiran cetakan rekenening dari pemberi kredit/pembiayaan sebelumnya.

Penyaluran KUR Ritel

Kur Ritel diberikan kepada penerima KUR dengan jumlah diatas Rp.
25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) dan paling banyak sebesar Rp.
500.000.000 (lima ratus juta rupiah). Suku bungan KUR ritel sebesar 12% (dua
belas perseratur) efektif pertahun atau disesuaikan dengan suku bunga flat yang
setara.

Jangka waktu KUR Ritel adalah sebagai berikut:
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1. Paling lama 4 (empat) tahun untuk kredit/pembiayaan modal kerja;

Paling lama 5 (lima) tahun untuk kredit/pembiayaan investasi; atau

3. Paling lama 10 (sepuluh) tahun untuk kredit/pembiayaan investasi
khusus tanaman keras dengan grace period yang disepakati oleh
penyalur KUR sesuai karakteristiknya.

N

Calon penerima KUR Ritel harus mempunya usaha produktif dan layak
yang telah berjalan minimum 6 (enam) bulan. Calon penerima KUR Ritel dapat
sedang menerima kredit/pembiayaan lainnya antara lain berupa kredit
kepemilikan rumah, kredit kendaraan bermotor, dan kartu kredit, serta KUR
dengan kolektibilitas lancar. Calon penerima KUR Ritel memiliki surat izin
usaha Mikro dan Kecil yang diterbitkan pemerintah daerah setempat dan/atau
surat izin lainnya.

Calon penerima KUR Ritel yang sedang menerima KUR ritel tetap dapat
memperoleh tambahan kredit/pembiayaan dengan total pinjaman sebesar Rp.
500.000.000 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Untuk skema kredit/pembiayaan investasi dengan kredit/pembiayaan
investasi dan  kredit/pembiayaan  modal  kerja  dengan
kredit/pembiayaan modal kerja diijinkan; dan

2. Pemberian kredit/pembiayaan investasi dan kredit/pembiayaan modal
kerja dapat dilakukan bersamaan dalam program KUR ritel.

Calon penerima KUR ritel hanya dapat menerima KUR dengan total
akumulasi plafon KUR ritel termasuk suplesi atau perpanjangan paling banyak
sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dari penyalur KUR.

Penyalur KUR Ritel Wajib melakukan pengecekan calon penerima KUR
melalui sistem informasi debitur Bank Indonesia. Dalam hal calon penerima
KUR ritel berdasarkan pengecekan masih  memiliki baki debet
kredit/pembiayaan produktif dan kredit/pembiayaan program diluar KUR yang
tercatat pada sistem informasi debitur Bank Indonesia tetapi yang bersangkutan
sudah melunasi pinjaman, diperlukan surat keterangan lunas/roya dengan
lampiran cetakan rekening dari pemberi kredit/pembiayaan sebelumnya.

Penyaluran KUR Penempatan Tenaga Kerja Indonesia
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KUR Penempatan Tenaga Kerja Indonesia diberikan kepada penerima
KUR dengan jumlah paling banyak sebesar Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta
rupiah). Suku bunga KUR Penempatan Tenaga Kerja Indonesia sebesar 12%
(dua belas perseratus) efektif pertahun atau dapat disesuaikan dengan suka
bunga flat yang setara. Jangkawa waktu KUR Penempatan Tenaga Kerja
Indonesia paling lama sama dengan masa kerja dan tidak melebihi jangka waktu
paling lama 3 (tiga) tahun.

Calon penerima KUR Penempatan Tenaga Kerja Indonesia, mempunyai
persyaratan sebagai berikut:

1. Memiliki perjanjian penempatan bagi TKI yang ditempatkan oleh
Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS);
dan

2. Memiliki perjanjian kerjad engan pengguna bagi TKI baik yang
ditempatkan oleh Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia
Swasta (PPTKIS), Pemerintah atau TKI yang bekerja secara
perorangan.

Calon penerima KUR Penempata Tenaga Kerja Indonesia selain
memiliki persyaratan tetap harus memenuhi persyaratan lainnya yang diperlukan
dalam rangka penempatan Tenaga Kerja Indonesia sesuai ketentua peraturan
perundang-undangan di bidang penempatan kerja Indonesia di Luar Negeri.

Besar pinjaman KUR Penempatan Tenaga Kerja Indonesia disesuaikan
dengan Cost Structure (Struktur Biaya) yang ditetapkan oleh kementrian
ketenagakerjaan yang mencakup biaya untuk:

Pengurusan dokumen jati diri;

Pemeriksaan kesehatan dan psikologi;

Pelatihan kerja dan sertifikasi kompetensi kerja; dan/atau
Biaya lain-lain

M owbhdRE

Nilai pinjaman KUR Penempatan Tenaga Kerja Indonesia ditetapkan
berdasarkan hasil analisis kredit oleh penyalur KUR. Penyalur KUR dalam
melakukan analisis kredit memperhatikan kebijakan pemerintah dan
perkembangan biaya penempatan yang berlaku.
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Perjanjian Kredit bagi KUR Penempatan Tenaga Kerja Indonesia dapat
dilakukan bersamaan dengan perjanjian penempatan. Tenga Kerja Indonesia
difasilitasi oleh Penyalur KUR untuk membuka rekening penerimaan gajid di
Bank Koresponden yang akan dimasukkan ke dalam perjanjian Kerja dengan
memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku di masing-masing negara
penempatan. Perncairan KUR Penempatan Tenaga Kerja Indonesia dilakukan
setelah Tenaga Kerja Indonesia mendapatkan kepastian penempatan terhadap
pengguna dan kepastian keberangkatan dan telah memiliki izin kerja di negara
tujuan.

Pelaporan Penyaluran KUR

Penyalur KUR wajib melaporkan pelaksanaan penyaluran KUR kepada
komite kebijakan pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah secara
reguler setiap bulan, paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Laporan
penyaluran KUR disampaikan oleh kantor pusat penyalur KUR melalui sister
informasi kredit program. Dan laporan secara tertulis juga disampaikan secara
tertulis kepada komite kebijakan pembiayaan bagi usaha Mikro, Kecil dan
Menengah melalui Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi dan Keuangan,
Kementrian Koordinator Bidang Perekonomian dengan format laporan yang
telah ditentukan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua
Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah ini.
Dan laporan ditembuskan kepada kementrian keuangan dan kementria Koperasi
dan Usaha Kecil dan menengah. Komite kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha
Mikro, Kecil, dan Menengah perlu dapat meminta laporan tambahan kepada
penyalur KUR dalam hal data/informasi yang diperlukan tidak tersedida dalam
sistem infromasi kredit program.

Pembinaan, Pengawan dan Evaluasi

Kementrian/lembaga teknis dan pemerinta daerah melakukan pembinaan
teknis pelaksanaan KUR. Pembinaan oleh kementrian/lembaga teknis meliputi:

1. Menetapkan kebijakan dan prioritas bidang usaha yang akan
menerima penjaminan KUR,;

2. Melakukan upload data calon penerima KUR potensial untuk dapat
dibiayai KUR ke dalam Sistem Informasi Kredit Program;
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3. Mengidentifikasi data calon penerima KUR yang di upload oleh
penyalur KUR dan perusahaan penjamin, sesuai sektor masing-
masing ke dalam sistem informasi kredit program;

4. Melakukan pembinaan dan pendampingan usaha baik yang sedang
menerima KUR maupun yang belum menerima KUR di sektornya
masing-masing; dan

5. Memfasilitasi hubungan antara debitur dengan pihak lainnya yang
memberikan kontribusi dan dukungan untuk kelancaran usaha.

Pembinaan yang dilakukan oleh pemerintah daerah melalui:

1. Melakukan upload data calon penerima KUR potensial untuk dapat
dibiayai KUR ke dalam sistem informasi kredit program dengan
penanggungjawab  pemerintah  provinsi  dan  pemerintah
kabupaten/kota;

2. Mengidentifikasi data calon penerima KUR yang di upload oleh
penyalur KUR dan perusahaan penjamin, sesuai wilayah masing-
masing ke dalam sistem informasi kredit program;

3. Mengalokasikan anggaran dalam anggaran pendapatan dan belanja
daerah untuk keperluan pengembangan dan pendampingan usaha
penerima KUR di wilayan masing-masing.

Khusus dalam rangka pembinaan pelaksanaan KUR penempatan Tenaga
kerja Indonesia:

Kementrian ketenagakerjaan:

1. Menerbitkan ketentuan struktur biaya penempatan Tenaga Kerja
Indonesia;

2. Mengawasi kinerja Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia
Swasta (PPTKIS) yang bekerjasama dengan Penyalur KUR; dan

3. Menerbitkan daftar Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia
Swasta (PPTKIS) yang berkinerja baik untuk menjadi referensi
penyalur KUR,

Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia:
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1. Memfasilitasi pelatihan keuangan kepada tenaga kerja Indonesia dan
keluarganya melalui kerjasama antar kementrian/lembaga dan
industri keuangan;

2. Melakukan sosialisasi penyaluran KUR Penempatan Tenaga Kerja
Indonesia kepada para pihak terkait; dan

3. Memfasilitasi kerjasama Penyalur KUR dan Pelaksana Penempatan
Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS) dengan mitra kerja di
negara penempatan debitur KUR Penempatan Tenaga Kerja
Indonesia.

tingkat keberhasilan Pelaksanaan KUR dinilai dari indikator jumlah plafon KUR

yang disalurkan, tingkat kredit bermasalah (Non Performing Loan/NPL), jumlah
debitur yang menerima KUR, dan jumlah debitur berhasil mengalami graduasi.
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BAB Il
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

3.1. Peran Bank Syariah Indonesia dalam Menjalankan Kebijakan
Pemerintah terhadap Sektor UMKM

Sesuai dengan hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan bagian
pembiayaan Bank Syariah Indonesia, bahwa yang dilakukan BSI terhadap
pembiayaan di sektor UMKM yang mengalami kesulitan dalam melunasi
pembayaran atau pembiayaan macet dan juga untuk membantu UMKM adalah
sesuai dengan kebijakan yang dikeluarkan oleh Presiden Republik Indonesia,
yaitu merestrukturisasi kredit tanpa melihat plafon kredit dan menggalakkan
pembiayaan melalui Kredit Usaha Rakyat. **
3.2. Kondisi Nasabah UMKM di Masa Pandemi

Pandemi covid-19 telah menyebabkan turunya perekonomian sebagian
nasabah UMKM BSI di Kota Sabang. Setelah melakukan wawancara kepada
bagian pembiayaan BSI Kcp Kota Sabang bahwasanya tidak semua nasabah
UMKM terdampak pandemi covid-19. Diantara mereka ada yang dapat
bertahan, ada juga yang menurun namun dapat dipertahankan, dan ada juga yang
anjlok.

Sektor sektor

Perikan pertani
an an

18% 0

Sektor
Jasa
13%

sektor

perdaga
ngan
68%

Gambar 5. Jumlah Nasabah Pembiayaan Bank Syariah Indonesia per Sektor dari
bulan April — Desember 2020

Jumlah nasabah pembiayaan Bank Syariah Indonesia di masa pandemi

covid-19 adalah berjumlah 765 nasabah. Pembiayaan pada sektor pertanian

* Ilham, “Wawancara Pribadi Staf Pembiayaan BSI Kcp Kota Sabang tanggal 16 Mei 2023,
(Kota Sabang, 2023)
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bejumlah 10 nasabah, sektor perdagangan berjumlah 521 nasabah, pada sektor
jasa berjumlah 101 nasabah dan sektor perikanan berjumlah 133 nasabah.

perikana perdagan
n gan
9% 32%

Gambar 6. Data Nasabah Pembiayaan Macet persektor

Dari total keseluruhan jumlah nasabah pembiayaan di masa pandemi
Covid 19. Jumlah nasabah pembiayaan macet berjumlah 63 nasabah. Jumlah
nasabah Macet yang paling banyak terjadi pada sektor jasa dengan jumlah
nasabah 37 nasabah atau 36 persen. Yang kedua pada sektor perdagangan
dengan jumlah 20 nasabah apabila dilihat dari jumlah kemacetan, apabila
dibandingkan dengan total nasabah pembiayaan di sektor perdagangan hanya
3% lebih rendah dibandingkan sektor perikanan yang berjumlah 6 nasabah, dan
apabila dibandingkan dengan jumlah nasabah pembiayaan yang berjumlah 133
nasabah sebesar 4%. Sektor yang tidak mengalami pembiayaan macet adalah di
bidang pertanian.

3.3. Restrukturisasi Pembiayaan

Nasabah yang mendapatkan restrukturisasi dari Bank Syariah Indonesia
adalah berjumlah 93 nasabah. Yang mendapatkan restrukturisasi dengan cara
rescheduling berjumlah 31 nsaabah. Yang mendapatkan restrukturisasi dengan
cara reconditioning berjumlah 41 nasabah. Dan nasabah yang mendapatkan
restrukturisasi dengan cara restructuring berjumlah 21 nasabah. Restrukturisasi
ini dilakukan dalam rangka agar para nasabah dapat melunasi hutangnya.
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Tabel 1.
Jumlah Nasabah Yang Mendapatkan Restrukturisasi

Reschedule 31
Reconditioning 41
Restrukturisasi 21
total 93

Dari total nasabah restrukturisasi yang telah disebutkan, peneliti
melakukan penelitian dalam bentuk wawancara dan observasi dengan 23
nasabah yang mendapatkan restrukturisasi. Nasabah yang mendapatkan program
reschedule berjumlah 10 nasabah, yang mendapatkan program reconditioning 10
nasabah dan restructuring 3 nasabah.

Tabel 2
Nasabah Restrukturisasi yang diwawancara
Bentuk Restrukturisasi Sektor Usaha Jumlah
Reschedule Perdagangan | Kede Kopi 5
Perikanan Jual Ikan 2
Jasa Travel 3
Reconditioning Perdagangan | Frozen food 1
jasa travel 5
hotel 4
Restructuring Jasa Hotel 3
Jumlah 23

Adapun Standart Operational Procedur yang dilakukan BSI kcp Sabang
dalam melakukan restrukturisasi adalah sebagai berikut:
1 Penjadwalan kembali (rescheduling)

Rescheduling adalah perubahan jadwal pembayaran kewajiban
nasabah atau jangka waktunya. Cara ini merupakan salah satu langkah bank
untuk memberikan keringanan bagi nasabah yang macet akibat terdampak
pandemi covid 19. Dengan cara memperpanjang waktu pembayaran sesuai
dengan Kkesepatakan antara pihak bank dengan nasabah. Dengan
perpanjangan waktu pembayaran ini, nasabah diharapakan dapat
memulihkan keadaan usaha yang sedang anjlok akibat pandemi.
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Rescheduling ini dilakukan dilakukan setelah bank menerima laporan
dari nasabah dan pengecekan langsung ketempat usaha. Pengecekan ini
dilakukan untuk memastikan bahwasanya usaha benar adanya dan sedang
mengalami penurunan akibat pandemi covid 19. Lalu pihak melakukan
wawancara secara langsung kepada pemilik usaha untuk mendiskusikan
berapa lama perpanjangan waktu pembayaran yang nasabah minta. Syarat-
syarat rescheduling pembiayaan di masa pandemi covid-19 di Bank Syariah
Indonesia Kcp Kota Sabang:

a Bukti permohonan rescheduling dari nasabah

b Bukti legalitas nasabah

c Bukti kepemilikan agunan, pengikatan, pendaftaran agunan, dan
penutupan asuransi
Bukti persetujuan pembiayaan
Bukti perjanjian/ akad pembiayaan/ kerjasama

f Bukti dokumen pembiayaan lainnya.

Contoh dari rescheduling adalah sebagai berikut, nasabah membeli
mesin untuk mencetak banner dengan akad murabahah, tenor yang telah
disepakati ada 60 bulan, pokok pembiayaan pembelian mesin pencetak
banner sebesar Rp.285.000.000 disepakati keuntungan 25% maka totalnya
sebesar Rp. 356.250.000, diperoleh angsuran (pokok+nisbah) sebesar Rp.
5.937.500. setelah angsuran ke 17 pihak nasabah yang terkena dampak
covid-19 yang menyebabkan ekonominya menurun lalu mengajukan
relaksasi ke bank untuk Rescheduling.

Tabel 3
Rescheduling Pembiayaan Selama jangka waktu 6 bulan
Jumlah Tenor 60 Bulan
Angsuran Lama Rp. 5.937.500 (17)
Periode Rescheduling 6 Bulan
Angsuran Baru Rp. 6.900.338 (37)
Total Angsuran Rp. 356.250.000

Sumber : Data Olahan (2023)

Berikut penjelasan tentang tabel diatas. berdasarkan penjadwalan ulang
yang telah disepakati oleh nasabah dan pihak bank, bahwa pihak bank
memberikan waktu enam bulan untuk penjadwalan ulang. Akibatnya, nasabah
tidak membayar cicilan apapun ke bank selama enam bulan dikarenakan
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usahanya terkena dampak pandemi covid-19. Dan setelah enam bulan berlalu,
cicilan baru yang harus dibayarkan adalah sejumlah Rp. 6.900.338 selama 37
bulan.

Dalam hal ini, pihak bank tidak melakukan pengurangan ataupun
melebihkan sisa pokok kewajiban yang harus dibayarkan konsumen. Dan
penjadwalan ulang ini dilakukan terhadap sebagian atau seluruh kondisi
(persyaratan). Dan dilakukan setelah memperhatikan masalah-masalah yang
sedang dihadapi nasabah dalam pelaksanaan usahanya.

Rescheduling ini dilakukan dalam rangka memulihkan keadaan usaha
sampai usaha tersebut dapat membayar angsurannya secara normal. Rentang
waktu pelaksanaan rescheduling ini adalah enam bulan dan dilakukan bertahan-
tahap. Waktu yang diberikan ini diberikan dalam rangka mengukur berapa lama
pelaku UMKM tersebut dapat memulihkan usahannya hingga kembali normal.
Apabila enam bulan pertama rescheduling yang dilakukan berhasil maka dibulan
selanjutnya angsuran kembali normal sebagaimana sebelumnya. Dan apabila di
enam bulan pertama rescheduling ini tidak berhasil maka dilanjutkan
rescheduling enam bulan selanjutnya. Target bank dalam rescheduling ini adalah
tiga kali atau 18 bulan. Kemungkinan terburuk yang terjadi pada nasabah
pembiayaan UMKM adalah apabila kondisi bangkrut sangat parah, maka waktu
reschduling dapat ditambah.

2 Persyaratan Kembali (Reconditioning)

Persyaratan kembali adalah perubahan sebagian atau seluruh
persyaratan pembiayaan, antara lain perubahan jadwal pembayaran, jumlah
angsuran, jangka waktu dan/atau pemberian potongan sepanjang tidak
menambah sisa kewajiban nasabah yang harus dibayarkan kepada bank.
Syarat-syarat reconditioning pembiayaan di masa pandemi covid-19 di Bank
Syariah Indonesia Kcp Kota Sabang:

g Bukti permohonan reconditioning dari nasabah

h  Bukti legalitas nasabah

I Bukti kepemilikan agunan, pengikatan, pendaftaran agunan, dan
penutupan asuransi

J  Bukti persetujuan pembiayaan

k Bukti perjanjian/ akad pembiayaan/ kerjasama
Bukti dokumen pembiayaan lainnya.
Dengan contoh sebagai berikut,
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Tabel 4
Reconditioning Pembiayaan Murabahah Untuk Waktu 6 Bulan

Jumlah Tenor 60 Bulan
Angsuran Lama Rp. 5.937.500 (17)
Periode Rescheduling 10 Bulan
Angsuran Setelah Reconditioning Rp. 1.000.000
Angsuran Setelah Reconditioning Rp. 7.433.712 (33)
Total Angsuran Rp. 356.250.000

Sumber : Data Olahan (2023)

Penjelasan tabel diatas adalah sebagai berikut. Setelah nasabah
melaporkan keadaan usaha yang sedang anjlok akibat pandemi covid 19, lalu
meminta untuk melakukan relaksasi terhadap pembiayaan yang sedang dia
lunasi. Lalu pihak bank melakukan rekondisi terhadap pembiayaan. Setelah
dilakukan rekondisi, nasabah hanya dapat membayar Rp. 1000.000 selama 10
bulan dan bank menyetujui. Dan ketika rekondisi selesai, pembayaran bulanan
nasabah menjadi Rp. 7.433.712 untuk sisa selama 33 bulan.

Reconditioning ini dilakukan dalam rangka memulihkan keadaan usaha
sampal usaha tersebut dapat membayar angsurannya secara normal. Rentang
waktu pelaksanaan reconditioning ini adalah enam bulan dan dilakukan
bertahan-tahap. Waktu yang diberikan ini diberikan dalam rangka mengukur
berapa lama pelaku UMKM tersebut dapat memulihkan usahannya hingga
kembali normal. Apabila enam bulan pertama reconditioning yang dilakukan
berhasil maka dibulan selanjutnya angsuran kembali normal sebagaimana
sebelumnya. Dan apabila di enam bulan pertama reconditioning ini tidak
berhasil maka dilanjutkan rescheduling enam bulan selanjutnya. Target bank
dalam reconditioning ini adalah tiga kali atau 18 bulan. Kemungkinan terburuk
yang terjadi pada nasabah pembiayaan UMKM adalah apabila kondisi bangkrut
sangat parah, maka waktu reconditioning dapat ditambah.

3 Penataan Kembali (Restructuring)
Restructuring adalah perubahan persyaratan pembiayaan tidak terbatas
pada rescheduling atau reconditioning, antara lain meliputi:
1) Penambahan dana fasilitas pembiayaan bank
2) Konversi akad pembiayaan
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3) Konversi pembiayaan menjadi surat berharga syariah berjangka
waktu menengah
4) Konversi pembiayaan menjadi penyertaan modal sementara pada
perusahaan nasabah

Surat berharga syariah berjangka waktu menengah adalah surat bukti
investasi berdasarkan prinsip syariah yang lazim diperdagangkan di pasar uang
dan/atau pasar modal berjangka waktu 3(tiga) sampai 5 (lima) tahun dengan
menggunakan akad mudharabah atau musyarakah. Penyertaan modal sementara
adalah penyertaan modal BUS atau UUS, antara lain berupa pembelian saham
dan /atau konversi pembiayaan menjadi saham dalam perusahaan nasabah untuk
mengatasi kegagalan penyaluran dana dan/atau piutang dalam jangka waktu
tertentu sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang berlaku.

Restructuring ini diberlakukan pada nasabah pembiayaan UMKM yang
usahanya masih berjalan, dalam arti masih beroperasi dan menghasilkan
pendapatan, serta dianggap memiliki prospek usaha yang baik di masa yang
akan datang, hanya dapat direstrukturisasi. Restructuring ini juga harus
mempertimbangkan karakter nasabah, termasuk niat nasabah untuk membayar.
Juga harus mempertimbangkan apakah nasabah memiliki dorongan, keuletan
dan rencana masa depan untuk bertahan dengan adanya restructuring ini.
Informasi ini diperlukan pihak bank bahwa langkah ini dapat menjadikan
nasabah untuk kembali beroperasi secara normal. Juga cara ini hanya tersedia
bagi nasabah yang memiliki kredit buruk, goyah, atau tidak dapat diandalkan.
Proses penyelesaiannya dilakukan melalui mekanisme penagihan bagi nasabah
dengan kategori pembiayaan berkualitas dalam perhatian khusus. Kepentingan
nasabah bank diutamakan dalam restrukturisasi pembiayaan. Oleh karena itu,
sebelum memulai proses restrukturisasi pembiayaan, bank harus mengumpulkan
informasi sedetail mungkin tentang situasi bisnis nasabah saat ini dan nilai
agunan, serta keluarga dan bisnis nasabah. Memahami dan mengetahui keadaan
keuangan nasabah sangat penting bagi bank untuk menentukan apakah utang
nasabah dapat diselesaikan melalui restrukturisasi atau melalui cara lain seperti
penagihan, penjualan aset sukarela atau lelang.
3.4. Dampak Restrukturisasi Pembiayaan Terhadap Pertumbuhan UMKM

di Kota Sabang

Hasil wawancara dan observasi dengan bapak Ramadhana selaku
pengusaha dibidang perdagangan frozen food daging dan juga jasa travel di
Kota Sabang. Yang merupakan nasabah yang mendapatkan restrukturisasi dalam
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bentuk reconditioning dari bank BSI Kota Sabang, yang pada saat itu masih
Bank Rakyat Indonesia Syariah (BRIS). Mengatakan bahwa restrukturisasi
pembiayaan yang dilakukan oleh BSI sangat tepat dan membantu pelaku usaha
yang terdampak UMKM seperti bapak Ramadhana. Sebelum pandemi datang ke
Indonesia usaha perdagangan frozen food yang beliau lakoni mengalami
kemajuan begitu juga dengan jasa travel dan tour guide yang dia jalani. Karena
dua usaha yang dijalani merupakan usaha saling berkaitan. Apabila para
wisatawan datang ke Kota Sabang banyak, maka jasa travel yang beliau jalani
akan mendapatkan pelanggan, begitu juga para pengusaha hotel banyak yang
pesan produk-produk frozen food yang dijual oleh bapak Ramadhana. Ketika
pandemi melanda, usaha yang dijalani oleh bapak Ramadhana mengalami
penurunan secara drastis. Pendapatan menurun drastis tetapi harus tetap
membayar setoran kepada distributor frozen food, dan juga harus tetap
membayar operasional dagang seperti listrik dan sewa toko. Begitu juga cicilan
bulanan bank yang tetap harus dibayar. Keadaan tersebut kata beliau sangat
“mencekik”. Dengan adanya restrukturisasi dari BSI, yang sebelumnya cicilan
ke Bank BSI mencapai Rp. 10.000.000, menjadi Rp. 2.000.000 selama 6 bulan.
Selama 6 bulan tersebut beliau berusaha menata ulang kembali usaha yang
dijalani, dan Alhamdulillah di awal tahun 2021 kondisi usaha berangsur-angsur
menjadi normal.*®

Hasil wawancara dan observasi dengan bapak Haris selaku pelaku usaha
dibidang travel dan tourguide di Kota Sabang dan merupakan salah satu nasabah
yang mendapatkan restrukturisasi pembiayaan dalam bentuk rescheduling dari
Bank BSI vyang sebelumnya adalah Bank Syariah Mandiri (BSM).
Restrukturisasi yang diterima dalam bentuk rescheduling ini, diterima dari bulan
Juni tahun 2020 sampai dengan bulan Desember 2020. Dan pada bulan Januari
tahun 2021 pak Haris sudah mulai bisa membayar angsuran ke Bank. Pak Haris
mengatakan dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2019 pendapatan usaha travel
yang dia jalani mengalami peningkatan. Peningkatan ini dibuktikan dengan
bertambahnya mobil untuk operasional usaha, yang pada awalnya 1 (satu) mobil
menjadi 5 (lima) mobil pada tahun 2019, dan juga sewa motor yang awalnya 5
(lima) motor menjadi 16 (enam belas) motor. Pada saat PSBB diterapkan di
Indonesia yang menyebabkan tidak adanya wisatawan yang datang ke Kota

** Hasil wawancara dengan bapak Ramadhana pada tanggal 12 Juli 2023, di kede kopi museum
coffee.
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Sabang, usahanya menjadi anjlok dan tidak ada pemasukan sama sekali
dikarenakan pemasukan pak Haris satu-satunya dari usaha travel dan rental
motor. Cara bertahan hidup yang dilakukan ketika itu adalah dengan menjual
mobil dan motor disaat membutuhkan uang. Dengan adanya restrukturisasi
pembiayaan yang diterima dari BSI Kcp Sabang sangat membantu beliau
sebagai pelaku usaha yang terdampak pandemi covid-19. Yang pada awalnya
merasakan cemas karena pemasukan tidak ada tapi harus tetap membayar
tanggungan, menjadi lebih tenang dengan adanya restrukturisasi. Dari bulan Juni
2020 hingga bulan Desember 2020 dia hanya berfikir untuk bertahan hidup dari
hari ke hari. Lalu pada pertengahan tahun 2021 usaha travel beliau mulai agak
berjalan dengan adanya wisatawan domestik yang berwisata ke Sabang walau
belum banyak.*®

Hasil wawancara dan observasi dengan Bu Tria selaku pelaku usaha di
bidang perhotelan. Yang merupakan salah satu nasabah yang mendapatkan
restrukturisasi pembiayaan dalam bentuk restructuring. Beliau mengatakan
bahwa di tahun 2018 sampai dengan tahun 2019 usaha perhotelan yang dijalani
sangat mengalami kemajuan. Karena ketika itu sedang banyak-banyaknya para
wisatawan domestik dan mancanegara yang berwisata ke Kota Sabang. Hingga
Bu Tria memutuskan untuk membangun kamar lagi untuk memperbanyak kamar
di hotelnya. Namun pada tahun 2020 ketika pandemi datang dan PSBB
diberlakukan di Indonesia, usaha hotel yang dijalani oleh Bu Tria Anjlok sama
sekali tidak ada pemasukan. Namun, karena hotel dalam masa pembangunan, Bu
Tria tetap harus membayar untuk pembangunan hotel. Dengan keadaan seperti
itu, Bu Tria mengambil keputusan untuk menambah pembiayaan (suplesi) ke
bank. Dan setelah kurang lebih 1 (satu) bulan pengurusan administrasi,
mendapatkan tambahan pembiayaan dari bank. Restrukturisasi yang diterima Bu
Tria sangat dari bank sangat memudahkan dia sebagai pelaku usaha yang
terdampak pandemi covid-19. Walaupun Bu Tria merupakan salah satu pegawai
negeri di Kota Sabang, tapi gaji yang diterima hanya cukup untuk bertahan
hidup. Dengan adanya restrukturisasi dari bank, dia bisa mempertahankan usaha
hotel yang dijalani. Dari bulan Juli tahun 2020 sampai dengan bulan Mei tahun
2021 belum ada pertumbuhan yang dirasakan. Lalu pada bulan Juni tahun 2021

* Wawancara dengan bapak Haris, pada tanggal 12 Juli 2023, di kede kopi Sagoe.
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mulai ada pertumbuhan dalam usaha hotel yang dijalani karena mulai ada
wisatawan yang datang ke Kota Sabang.*’

Hasil wawancara dan observasi dengan bapak Afrizal selaku penjual
ikan di daerah le Meulee Kota Sabang. Yang merupakan salah satu nasabah
yang mendapatkan restrukturisasi pembiayaan dalam bentuk rescheduling dari
Bank BSI yang sebelumnya Bank Syariah Mandiri. Sebelum pandemi covid-19
melanda, usaha jual ikan yang dijalani oleh pak jal, berjalan dengan lancar.
Dikarenakan pak jal selain mendapatkan pelanggan dari masyarakat Kota
Sabang, juga pemasok ikan atau makanan laut lainnya ke hotel-hotel. Keadaan
berubah ketika pandemi covid-19 melanda. Karena pemasukan pak Jal satu-
satunya dari menjual ikan. Keadaan yang dirasakan, jangankan untuk membayar
cicilan, untuk makan aja susah. Setelah mendapatkan restrukturisasi dalam
bentuk rescheduling, pak Jal tidak membayar mulai dari bulan juli sampai
dengan bulan desember 2020. Pak Jal merasakan tenang dan senang, karena
pendapatan sehari-hari dari hasil menjual ikan, walaupun tidak sebanyak
sebelum datangnya pandemi covid 19, uangnya bisa dipakai untuk bertahan
hidup tanpa harus membayar cicilan selama 6 (enam bulan). 3 (tiga) bulan
pertama setelah mendapatkan restrukturisasi, belum terjadi peningkatan dalam
usaha jual ikan yang dijalani, dan masuk bulan ke 4 (empat) sudah mulai ada
peningkatan, yang menyebabkan pada kemampuan mengangsur bayaran setelah
restrukturisasi selesai.*®

Dari hasil wawancara dan observasi yang dilakukan dengan Pak Andre
yang memiliki kedai bernama Andre Thaitea. Yang merupakan salah satu
nasabah pembiayaan Bank Syariah Indonesia yang sebelumnya adalah Bank
Rakyat Indonesia Syariah (BRIS). Sebelumnya menerima pembiayaan sebesar
Rp.35.000.000. di saat pandemi Covid-19 datang, lalu pemerintah mengeluarka
kebijakan lock down, pembatasan sosial, pembatasan jam buka, Pak Andre
mengalami penurunan pendapatan. Lalu Pak Andre mengajukan permohonan
untuk mendapatkan keringanan dalam bentuk restrukturisasi. Lalu Pak Andre
mendapatkan Restrukturisasi dalam bentuk reconditioning yaitu dengan
mengurangi setoran bulanan. Setelah mendapatkan restrukturisasi Pak Andre
merasa lebih lega dan masih dapat menjalankan usahanya. Di bulan ke empat

*" Hasil Wawancara denngan Bu Tria, pada tanggal 12 Juli 2023, di kediaman Bu Tria.

*8 Hasil wawancara dengan Pak Afrizal, pada tanggal 12 Juli 2023, di kede kopi cut nan ujong
kareung
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setelah mendapatkan restrukturisasi, usaha Pak Andre mulai mengalami
perbaikan pendapatan dan setelah habis masa restrukturisasi pak Andre sudah
bisa membayar cicilan dengan normal.*
Kesimpulan

Dari hasil wawancara dan observasi yang dilakukan oleh peneliti dengan
nasabah yang mendapatkan restrukturisasi, dapat dikelompokkan dengan data
tabel berikut:

Tabel 5
Data Pertumbuhan Nasabah UMKM
Sekidr Usaha ' Kondisi di Masa Pandemi Kond_isi di Masa Pandemi
Tenaga Kerja |Modal Keuntungan Tenaga Kerja |Modal Keuntungan
Perdagangan |Kede Kopi |2 orang Menurun Menurun 2 orang Meningkat | Meningkat
Kede Kopi |1 orang Menurun Menurun 1 orang Meningkat [Meningkat
Kede Kopi |3 orang Menurun Menurun 3 orang Meningkat [Meningkat
Kede Kopi |2 orang Menurun Menurun 2 orang Meningkat [Meningkat
Kede Kopi |Tutup Habis Tidak ada keuntungan |1 orang Meningkat [Meningkat
Perikanan  |Jual Ikan | Tutup Habis Tidak ada keuntungan |1 orang Meningkat [ Meningkat
Jual Ikan  |Tutup Habis Tidak ada keuntungan |1 orang Meningkat [Meningkat
Jasa Travel Tutup Habis Tidak ada keuntungan |3 orang Meningkat [Meningkat
Travel Tutup Habis Tidak ada keuntungan |2 orang Meningkat [Meningkat
Travel Tutup Habis Tidak ada keuntungan |2 orang Meningkat [Meningkat
Perdagangan |Frozen FooqTutup Habis Tidak ada keuntungan |1 orang Meningkat [Meningkat
Jasa Travel Tutup Habis Tidak ada keuntungan |2 orang Meningkat [Meningkat
Travel Tutup Habis Tidak ada keuntungan |4 orang Meningkat [Meningkat
Travel Tutup Habis Tidak ada keuntungan |2 orang Meningkat [Meningkat
Travel Tutup Habis Tidak ada keuntungan |3 orang Meningkat [Meningkat
Travel Tutup Habis Tidak ada keuntungan |2 orang Meningkat [Meningkat
Hotel Tutup Habis Tidak ada keuntungan |1 orang Meningkat [Meningkat
Hotel Tutup Habis Tidak ada keuntungan |1 orang Meningkat [Meningkat
Hotel Tutup Habis Tidak ada keuntungan |2 orang Meningkat [Meningkat
Hotel Tutup Habis Tidak ada keuntungan |2 orang Meningkat [Meningkat
Jasa Hotel Tutup Habis Tidak ada keuntungan |3 orang Meningkat [Meningkat
Hotel Tutup Habis Tidak ada keuntungan |1 orang Meningkat [Meningkat
Hotel Tutup Habis Tidak ada keuntungan |2 orang Meningkat [Meningkat

Peneliti menarik kesimpulan bahwasanya kebijakan restrukturisasi yang
dikeluarkan oleh pemerintah dan dilaksanakan oleh bank dalam bentuk
rescheduling, reconditioning dan restructuring berperan dalam menumbuhkan
UMKM di masa pandemi covid-19. Walaupun pertumbuhan yang dirasakan
dalam rentang waktu berbeda-beda, tetapi restrukturisasi yang dilakukan oleh
bank di awal dapat membuat para pelaku UMKM mempertahankan usahanya
dan seiring dengan berjalannya waktu usaha para pelaku UMKM bertumbuh.

* Hasil wawancara dengan Pak Andre, pada tanggal 19 Juli 2023, ditemani oleh Pak Ilham
selaku Bagian Pembiayaan BSI.
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3.5. Kredit Usaha Rakyat (KUR)

Bank Syariah Indonesia meniadakan Kredit Usaha Rakyat selama
pandemi covid 19. Peniadaan KUR ini disebabkan karena tingginya pembiayaan
macet selama pandemi covid-19. Sehingga BSI Kcp Kota Sabang berfokus
kepada menurunkan angka pembiayaan macet di BSI Kcp Sabang.

Di saat pandemi covid-19 pembiayaan hanya dilakukan bagi mereka
yang mendapatkan restrukturisasi pembiayaan dengan cara restructuring.
Tambahan pembiayaan ini dilakukan dengan sangat ketat sekali sesuai dengan
yang telah ditulis di bab restructuring.

Pembiayaan KUR mulai dibuka pada bulan Februari tahun 2023. Sampai
bulan Juli tahun 2023 pembiayaan KUR sudah tersalurkan kepada 671 nasabah
dengan total pembiayaan sebesar Rp. 13 miliyar.

3.5.1. Standar Operasional Prosedur (SOP) Bank Syariah Indonesia Kcp

Sabang

Standar operasional prosedur (SOP) Kredit Usaha Rakyat (KUR) di BSI

Kota Sabang adalah sebagai berikut:

1. Nasabah calon pembiayaan KUR mengajukan permohonan
pembiayaan kepada bagian pembiayaan BSI Kcp Sabang, dengan
memberikan surat permohonan dan KTP.

2. Setelah menerima permohonan calon nasabah, bagian pembiayaan
BSI Kota Sabang, melakukan pengecekan data KTP calon nasabah di
Bl Cheking. Apabila data nasabah lulus di pemeriksaan Bl checking,
maka bagian pembiayaan BSI Kcp Sabang langsung mengecek usaha
calon nasabah dan kebutuhan yang dibutuhkan untuk pembiayaan.

3. Setelah melakukan pengecekan langsung ke tempat usaha calon
nasabah dan menerima kebutuhan nasabah untuk dibiayai, lalu
bagian pembiayaan BSI memberikan tabel harga margin untuk
disepakati antara calon nasabah dan bank.

4. Apabila telah sepakat, bagian pembiayaan BSI akan meminta syarat-
syarat yang lebih lengkap yaitu, kartu keluarga, kartu nikah (bagi
yang sudah), surat keterangan usaha dari kantor keuchik, dan NPWP.

5. Setelah melakukan pengecekan langsung ke tempat usaha dan
menyepakati harga untuk pembiayaan KUR, dan menerima berkas
lengkap dari calon nasabah, lalu bagian pembiayaan BSI Kcp Sabang
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melaporkan kepada atasan yaitu brench manager BSI Kcp Sabang
untuk mengesahkan dan melanjutkan ke tahap pencairan.

6. Apabila sudah disahkan, maka bagian pembiayaan BSI Kcp Sabang
memberikan data yang sudah disahkan tersebut kepada bagian teller
untuk dilakukan akad dan pencairan.

3.5.2. Dampak Pembiaayan KUR Terhadap Pertumbuhan UMKM di

Masa Pandemi

Dari uraian di atas, peneliti mengambil kesimpulan bahwasanya dampak

dari pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) BSI Kcp Sabang dalam
menumbuhkan UMKM di Kota Sabang belum dapat diukur karena pencairan
KUR baru dimulai bulan Mei tahun 2023.

3.6. Kendala BSI Dalam Menumbuhkan UMKM di Masa Pandemi Covid-
19

Diantara kendala yang paling besar bagi BSI Kota Sabang dalam
menumbuhkan UMKM di masa pandemi adalah menurunnya daya beli
masyarakat terhadap barang dan jasa. Hal ini disebabkan oleh tidak adanya
wisatawan yang datang ke Kota Sabang dikarenakan kebijakan PSBB. Kendala
ini dirasakan oleh beberapa sektor pembiayaan UMKM seperti sektor
perdagangan yang menjual oleh-oleh, kebutuhan sehari-hari seperti sembako
dan frozen food. pada sektor jasa rental mobil, motor, dan pembimbing
wisatawan (tour guide). Dan juga pada sektor perhotelan.

Penurunan yang diakibatkan oleh pandemi covid-19 ini sangat dirasakan,
karena pada hari sabtu dan minggu (weekend), atau pada hari-hari libur nasional,
atau libur anak sekolah, para wisatawan domestik dan mancanegara datang ke
Kota Sabang. Kedatangan para wisatawan ini merupakan angin segar bagi
sektor-sektor UMKM baik rental motor dan mobil, sewa becak, perhotelan dan
perdagangan.

Tidak ditemukan solusi untuk kendala satu ini hingga awal tahun 2021
dengan mulai berdatangan para wisatawan ke Kota Sabang. Walaupun belum
maksimal, tapi ini merupakan awal dari bergeraknya pelaku UMKM di Kota
Sabang. Ketergantungan pelaku UMKM Kota Sabang dengan wisatawan
disebabkan oleh pemasaran produk yang ada di Kota Sabang hanya sekitar Aceh
saja.

Program digitalisasi usaha yang digaung gaungkan oleh pemerintah tidak
berjalan dengan baik di Kota Sabang. Penyebab utama dari hal ini adalah pada
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produk yang dijual oleh para pelaku UMKM bukan produk yang primer. Rata-
rata menjual produk yang hanya cocok untuk dijadikan oleh-oleh untuk para
wisatawan yang datang ke Kota Sabang. Dan masalah selanjutnya terletak pada
biaya operasional yang termasuk mahal. Ada beberapa produk UMKM di Kota
Sabang yang dijual di beberapa toko yang tersebar di provinsi Aceh. di luar
Provinsi Aceh tidak ada yang menjual produk dari Kota Sabang.
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4.1.

BAB IV
PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan fokus penelitian, paparan data dan temuan penelitian

tentang peran Bank Syariah Indonesia terhadap pertumbuhan UMKM di Kota
Sabang di masa pandemi covid-19. Maka hasil penelitian dapat disimpulkan
sebagai berikut:

1.

Peran Bank Syariah Indonesia dalam menumbuhkan UMKM Kota Sabang
di masa pandemi covid-19 sesuai dengan kebijakan yang dikeluarkan oleh
pemerintah Indonesia dalam rangka penanganan covid-19 di sektor UMKM,
yaitu restrukturisasi pembiayaan dan stimulus pembiayaan UMKM lewat
program Kredit Usaha Rakyat.

Restrukturisasi pembiayaan yang diterapkan oleh Bank Syariah Indonesia
dalam bentuk rescheduling, reconditioning dan restructuring berperan
positif dalam menumbuhkan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Kota
Sabang di masa pandemi Covid-19

Dampak dari stimulus pembiayaan melalui program Kredit Usaha Rakyat
(KUR) BSI Kcp Sabang dalam menumbuhkan UMKM di Kota Sabang
belum dapat diukur karena pencairan KUR baru dimulai bulan Mei tahun
2023 hal tersebut dikarenakan Bank BSI Kcp Sabang fokus kepada
penurunan angka pembiayaan macet, dan lambatnya pencairan dikarenakan
yang bekerja dalam bagian pembiayaan UMKM Cuma satu orang.

Kendala Bank Syariah Indonesia (BSI) dalam menumbuhkan Usaha Mikro
Kecil dan Menengah (UMKM) Kota Sabang di masa pandemi covid-19
adalah menurunnya dalam beli masyarakat yang disebabkan oleh
pembatasan sosial dalam rangka menangani covid-19. Yang menyebabkan
tidak adanya wisatawan domestik dan mancanegara datang ke Kota Sabang.

. Saran

Bagi pemerintah

a. Perlu adanya kerjasama antara pemerintah dan Bank Syariah Indoneia
dalam hal sosialisasi dan edukasi dari pemerintah kepada pelaku Usaha
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Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dalam menghadapi masa-masa
sulit di masa yang akan datang seperti covid-19

b. Perlu adanya kerja sama antara pemerintah dan Bank Syariah Indonesia
(BSI) dalam hal memberikan Kredit Usaha Rakyat (KUR) di masa-masa
sulit seperti covid-19.

c. Perlu adanya bantuan pemerintah untuk meringankan biaya operasional
terutama di bidang pengiriman aga produk Kota Sabang dapat di jual di
Provinsi Aceh dan Nasional.

Bagi Bank Syariah Indonesia (BSI)

a. Agar tetap mengadakan pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) di
masa-masa sulit terutama di masa pandemi covid-19.

b. Agar memberikan keringanan diluar bentuk restrukturisasi yang telah
ditentukan. Seperti mengurangi margin dari total pembiayaan, atau
nasabah hanya membayar modal dari pembiayaan saja.

Bagi Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

a. Perlu adanya inovasi dalam usaha agar produk bisa di jual di Provinsi
Aceh bahkan Nasional

b. Perlu adanya simpanan uang yang ditujukan untuk menghadapi masa-
masa sulit seperti covid-19.

Bagi peneliti yang akan datang

Diharapkan hasil penelitian ini dapat digunakan oleh penelitian yang
akan datang sebagai bahan referensi atau dapat mengembangkan
pengetahuan penelitian yang berkaitan dengan peran Bank Syariah
Indonesia dalam menumbuhkan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM).
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